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ABSTRAK
Nama . Reza Ade Christian
Program Studi  : Illmu Hukum / Hukum Internasional
Judul . Agresi Militer Belanda | dan Il (Periode 4B — 1949)

Dalam Sudut Pandang Hukum Internasional

Tulisan ini membahas keabsahan Agresi Militer Be#al dan 1l (Periode
1947 — 1949) ke Indonesia dilihat dari sudut pagddokum Internasional. Aksi
Militer Belanda | dan |l terhadap Indonesia seldisamarkan dengan penggunaan
istilah Aksi Polisionil oleh Belanda. Pengertian sAikPolisionil dalam hukum
internasional ternyata berbeda dari Aksi Militemgadilakukan oleh Belanda
terhadap Indonesia. Melihat fakta-fakta dilapandgesi Militer Belanda ternyata
lebih tepat dikategorikan sebagai sebuah Agresitdvliketimbang sebagai Aksi
Polisionil. Sebagai sebuah Agresi Militer maka AkBiiter Belanda tunduk pada
rezim Hukum Humaniter Internasional. Ternyata pduaberapa peristiwa,
ketentuan yang tercantum dalam Hukum Humanitesrmatsional ini dilanggar
oleh Belanda. Pelanggaran tersebut dapat membawpattapada dinyatakannya
beberapa perbuatan Belanda semasa melakukan Adiésr sebagai sebuah
kejahatan perang.

Kata kunci: Agresi Militer, Aksi Polisionil, HukunHumaniter Internasional.
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ABSTRACT
Name . Reza Ade Christian
Major . Law/ International Law
Title :  Dutch Military Aggression | and Il (Period947 — 1949)

From the Perspective of International Law

This paper discusses the legacy of the Dutch Mylitagression | and 1l
(Period 1947 to 1949) to Indonesia from the pointiew of International Law.
The Dutch Military Aggression against Indonesia ladays been camouflaged
by using the terminology of Police Action. The aéion of Police Action in
international law is, in fact, different than traftthe Military Action which was
undertaken by the Dutch against Indonesia. Giverfdhts in the field, the Dutch
Military Action could be categorized as Military ggession rather than Police
Action. As a Military Aggression, the Dutch MilitarAction must obey the
International Humanitarian Regime. On contrarysame cases, the Dutch broke
the principles contained in International Humarétarn_aw. This law disorder has
resulted in the declaration that what the Dutch ladertaken during their
Military Aggression was a war crime.

Keywords: Military Agression, Police Action, Intextional Humanitarian Regime
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonestandhndangkan
pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Belanda, gantah menjajah Indonesia
selama lebih dari 300 tahun, mempersoalkan stamneidekaan Negara Republik
Indonesia dan terus menerus berupaya keras untp@it daenguasai wilayah
Indonesia kembali. Belanda melakukan berbagai updiydomasi dengan
Republik Indonesia untuk dapat membujuk Indonesmlali menjadi bagian
dari wilayah kekuasaan Negara Belanda, namun pgiegkiblik Indonesia dengan
tegas menolak upaya tersebutipaya-upaya diplomasi yang dilakukan Belanda
tersebut selalu mengalami kegagalan karena, aaiataupaya diplomasi tersebut
lebih banyak menguntungkan Belanda yang oleh kagenselalu ditentang habis
oleh pihak Republik Indonesia. Puncak dari kegagal@aya diplomasi tersebut
adalah ketika pihak Belanda dan Indonesia memberdmian Linggarjafi yang
dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat pada tahddaNovember 1946, dan
menghasilkan “persetujuan” mengenai status kemesatekindonesia. Hasil
perundingan Linggarjati ditandatangani di Istanag®ta pada tanggal 15
Nopember 1946 dan diratifikasi oleh kedua Negadaganggal 25 Maret 1947.
Secara umum, hasil perundingan Linggarjati antana lberisikan beberapa hal
sebagai berikut:
(1) Belanda mengakui secara de facto wilayah Rdpumdionesia yaitu,
Pulau Jawa, Pulau Sumatra dan Pulau Madura;
(2) Belanda harus meninggalkan wilayah RI palinmpbat tanggal 1
Januari 1949;
(3) Pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk metubeNegara
Republik Indonesia Serikat (RIS); dan

! Suraputra, Sidik. DRevolusi Indonesia dan Hukum Internasiondil Press: Jakarta, 1991.

2 Suraputra, Sidik. D (1991) hal 169.
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(4) Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabungnd@@mmonwealth
atau Persemakmuran Indonesia — Belanda dengan kéaBletanda
sebagai pimpinan Persemakmuran.

Walaupun telah diratifikasi oleh kedua belah pihadsjanjian Linggarjati
dapat dikatakan sebagai puncak kegagalan dari uggyamasi antara pihak
Belanda dan Indonesia karena pada hakikatnya pfianatersebut sama sekali
tidak dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihalbe@aan yang mendasar atas
penafsiran dari ketentuan dalam pasal-pasal yarmdpgaet dalam perjanjian
Linggarjati ini menjadi salah satu penyebab tida#pat dilaksanakannya
perjanjian tersebut. Kebuntuan diplomasi ini punigpakhirnya berujung pada
pemutusan keberlakuan perjanjian Linggarjati sesaphak oleh Belanda karena
Belanda menganggap pihak Republik Indonesia tidantaati isi perjanjian
tersebut.

Sebagai sebuah Negara yang bersikeras untuk meéwetiali kedaulatan
atas wilayah Indonesia dari tangan Pemerintah lesian Belanda merasa bahwa
keberhasilan untuk merebut kembali kedaulatan a#syah Indonesia dari
tangan Pemerintah Indonesia adalah hal yang mutiak dicapai. Hal ini dapat
dimengerti karena sumber pendapatan Negara Belsatuzgian besar diperoleh
dari eksploitasi kekayaan alam Indonesia sepesil parkebunan, pertanian dan
pertambangan. Pencapaian dari tujuan ini dapd¢ukbn dengan segala cara oleh
Belanda baik dengan upaya diplomasi maupun carggo@aan kekuatan militer
apabila upaya diplomasi yang dilakukan Belanda Igditgkukan.

Atas dasar pemikiran inilah Belanda kemudian mémiluntuk
menggunakan opsi penggunaan kekuatan militer uitetkuasa kembali di
wilayah Indonesia setelah upaya diplomasi, yangupidkan dalam bentuk
perjanjian Linggarjati, terbukti gagal dilaksanalkdeh kedua belah pihak.

Sejarah mencatat bahwa penggunaan kekuatan noiierBelanda dalam
rangka menghapuskan Negara Indonesia pertamaikdduklan pada tanggal 21
juli 1947. Pada tanggal tersebut Belanda melakuidenangan militer terhadap
wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Pemerintalomedia dengan tujuan untuk
merebut wilayah-wilayah strategis khususnya wilay@layah Indonesia yang

memiliki nilai keekonomisan yang tinggi seperti dde pertambangan, kota-kota
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pelabuhan, serta wilayah-wilayah perkebuhaksi yang diberi kodeDperatie
Product ini berhasil merebut sebagian besar wilayah-whagé&rategis Negara
Indonesia khususnya yang berada di wilayah Sunfatnar, Jawa Tengah, dan
Jawa Timur.

Meskipun Belanda menyamarkan Aksi Militer yang nkardakukan
dengan menggunakan istilah Aksi Polisionil guna ghémdari reaksi negatif
masyarakat Internasional yang masih sangat tratesekehancuran dunia sebagai
akibat dari Agresi Militer yang dilakukan oleh Japa ltalia dan Jerman dalam
perang dunia kedua serta sekaligus untuk membekisan bahwa sesungguhnya
keadaan di Indonesia bukanlah sebuah permasalatendsional (perang) antara
2 Negara yang berdaulat melainkan hanya merupakesoglan dalam negeri
Pemerintah Belanda, masyarakat Internasional teany&mberikan reaksi yang
cukup keras terhadap tindakan Agresi Militer Betamnd. PBB, atas permintaan
sejumlah Negara anggotanya, mulai melakukan intsivenelalui Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengageinarkan resolusi No.
27 tanggal 1 Agustus 1947 yang berisi seruan umtelakukan gencatan senjata
serta penyelesaian secara damai atas konflik aB&lemda dan Indonesta.

Atas tekanan dunia Internasional dan Amerika Serpada saat itu,
Belanda akhirnya menerima resolusi yang dikeluarsei Dewan Keamanan
PBB yang meminta diberlakukannya gencatan sengaseliut. Selanjutnya atas
prakarsa dari PBB, dibentuklah suatu Komite Jask Ygang terdiri dari 3 Negara,
yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Komite Tgggara yang diwakili oleh
Amerika Serikat, Australia dan Belgia, untuk menaantserta membantu
penyelesaian sengketa antara Belanda dan Indosezsisa damai.

Pada tanggal 17 januari 1948, dengan disponsani iétamite Jasa Baik
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda bkrhasiandatangani sebuah
perjanjian Renville, yang dilakukan di geladak Kaparang Amerika Serikat

bernama “Renville” yang sedang berlabuh di pelabufenjung Priok. Perjanjian

® http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer _Belara |
“ Ricklefs, M.C.A History of Modern Indonesia Since c. 1266urth Edition. Palgrave, 2008.

® http://en.wikipedia.org/wiki/Renville_Agreement
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Renville diadakan untuk semakin memperkuat kewajitidakukannya gencatan
senjata diantara kedua belah pifiak.

Namun seiring perjalanan waktu, perjanjian yanghetlimulai dengan
perundingan sejak 8 Agustus 1947 ini pun mengal&egagalan. Seperti
kegagalan pada perjanjian Linggarjati, kegagalas gerjanjian Renville juga
disebabkan oleh pengakhiran secara sepihak olebk pBelanda terhadap
perjanjian inf karena pihak Belanda menuduh Republik Indonesiaktiserius
dalam melaksanakan isi perjanjian Renville.

Dengan dalih bahwa perjanjian Renville sudah tidagat diteruskan oleh
karena pelanggaran dari pihak Indonesia, maka Beld®mbali melancarkan
serangan militer kepada pihak Indonesia untuk mamgs Negara Indonesia dari
peta dan menangkap semua tokoh sipil dan militeeriea Belanda menganggap
mereka sebagai ekstrenfis.

Serangan militer yang diberi kode operasi Burunga&gOperatie Kraai)
ini dilakukan pada dini hari tanggal 19 Desembed8l9Tujuan utama dari
serangan militer yang kedua ini adalah untuk setmdeh menghancurkan Negara
Indonesia sehingga suka tidak suka, wilayah Nedadonesia yang dahulu
merupakan wilayah jajahan Negara Belanda, kembapakgkuan Negara
Belanda.

Seperti Operasi Militer sebelumnya, Operasi Militgali ini pun
dilaksanakan dibawah penyamaran Aksi PolisiondhoPemerintah Belanda
untuk meyakinkan dunia Internasional bahwa tindalemerintah Belanda
terhadap Pemerintah Indonesia bukanlah sebuah iAgii#er melainkan hanya
operasi penertiban keamanan yang merupakan urudam chegeri Pemerintah
Belanda.

Namun demikian, meskipun telah berupaya denganlssegaa untuk
menutup-nutupi kenyataan atas agresi yang dilakubl@h Negara Belanda
terhadap Indonesia, pada kenyataannya Agresi MBigdganda Il ini lebih banyak

® Ibid.

" Reid, AnthonyThe Indonesian National Revolution 1945-198@I|bourne: Longman Pty Ltd,
1974,

8 Pour, JuliusDoorstoot Naar DjokjaKompas: Jakarta, 2009.

Agresi militer ..., Reza Ade Christian, FH U, 2011 Universitas Indonesia



menuai kecaman dunia Internasional dibandingkamatei\gresi Militer | yang
sebelumnya dilakukan oleh Negara Belahda.

Meskipun menurut perhitungan diatas kertas Op&fdger tersebut akan
berhasil karena merasa kekuatan militer Belandgatapesar dengan peralatan
militer yang modern menurut ukuran pada saat éunyata Agresi Militer kali ini
pun mengalami kegagalan yang begitu besar bagk d#®anda. Tidak hanya
kelancaran dari Operasi Militer ini yang ternyaidak sesuai dengan harapan,
reaksi masyarakat Internasional terhadap OperdgieMkali ini pun lebih keras
dibandingkan dengan Operasi Militer sebelumtfya.

Seluruh fakta-fakta yang telah dijelaskan sebellanmembawa kita pada
pertanyaan akan kebenaran dari klaim Belanda yaeggaiakan bahwa Aksi
Militernya hanyalah sebuah Aksi Polisionil belakBalam hal ini, timbul
pertanyaan benarkah Aksi Militer Belanda yang saelam kita kenal dengan
sebutan Agresi Militer ternyata bukanlah sebuah e&gr Militer? Dan
bagaimanakah sebenarnya pandangan hukum Interabtonadap Aksi Militer
yang dilakukan oleh Belanda tersebut?

Mengingat perbedaan akibat hukum apabila Aksi BlilBelanda tersebut
dikategorikan sebagai Aksi Polisionil dengan apabiksi Militer Belanda
tersebut dikategorikan sebagai sebuah Agresi Milikeaka untuk menjawab
pertanyaan tersebut, penulis melakukan kajian danbphasan mengenai Aksi
Militer Belanda yang terjadi pada rentang tahun7:t28449 dengan menggunakan
sudut pandang hukum Internasional untuk menentskatus dari Aksi Militer

tersebut dalam pandangan hukum Internasional.

1.2. Pokok Permasalahan
Dalam melakukan pembahasan mengenai Agresi Miltelanda dari
sudut pandang hukum Internasional, penulis akanbatasi permasalahan pada:
1. Bagaimana rangkaian peristiwa terjadinya Agkéiter Belanda | dan I1?
2. Bagaimanakah status Agresi Militer Belanda | daipandang dari sudut

pandang hukum Internasional?

° Ibid.

% pid.
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1.3. Tujuan Penulisan
1.3.1. Tujuan umum
1. Mendapatkan gambaran yang utuh mengenai suasanpeseiiwa
Aksi Militer Belanda terjadi.
2. Mengetahui latar belakang serta dampak dari dilakolga Aksi
Militer oleh Belanda.

3. Menambabh literatur mengenai Aksi Militer Belanda.

1.3.2. Tujuan Khusus
1. Mengetahui sejauh mana kesesuaian antara AksieMiBelanda
dengan pengertian Aksi Polisionil dalam hukum Imésional.
2. Mengetahui status Aksi Militer Belanda dalam pamgen hukum

Internasional.

1.4. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang akan digunakanmdganulisan,
penulis mempergunakan metode penelitian yang bestupia kepustakaan dengan
mempergunakan sumber-sumber hukum yang bersifaepnmaupun sekunder.
Sumber-sumber hukum primer yang digunakan adalambsisumber hukum
baik yang berupa Undang-Undang, Konvensi-Konvemsiyipun sumber hukum
primer lainnya. Sementara yang bersifat sekundeatahditeratur-literatur, baik
yang berbentuk buku maupun artikel-artikel menggaaig termuat dalam media

cetak, maupun media elektronik.

1.5. Kerangka Konsepsional
Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan:
1. Proklamasi: Adalah pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Inidones
yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945.
2. Agresi Militer : Adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu
Negara yang ditujukan untuk menyerang kedaulat@mdadlatan

wilayah, dan kebebasan serta kemerdekaan, termkesn&rdekaan
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politik suatu Negara, ataupun tujuan lainnya yaregtdmtangan
dengan Piagam PBB.

3. Aksi Polisionil: Adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu
Negara untuk mengembalikan keamanan dan ketertie@am
wilayah kedaulatanny#.

4. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)Adalah suatu badan dunia
yang merupakan subyek dari hukum Internasional.

5. Komite Jasa Baik Adalah suatu komite yang dibentuk melalui
resolusi Dewan Keamanan PBB no 31 yang bertugasgk unénjadi
mediator dalam permasalahan antara Indonesia damdze Dalam
sejarah Indonesia, komite ini dikenal pula sebdgamite Tiga
Negara yang diwakili oleh Negara Amerika Serikatistkalia dan
Belgia (pihak Indonesia menunjuk Australia sebagaakil
Indonesia, Belanda memilih Belgia, Australia dargizekemudian

sepakat menunjuk Amerika Serikat sebagai pihak yetical.)

1.6. Sistematika Penulisan
Dalam melakukan penulisan, penulis menggunakaensatka penulisan

sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan
Pada BAB ini penulis akan menjelaskan mengenai lakang terjadinya
permasalahan, serta memberikan pembatasan pad& pakmasalahan
yang akan dibahas oleh penulis.
BAB 2: Aksi Militer Belanda | dan II
Pada BAB ini penulis akan membahas mengenai raagkaeristiva
berlangsungnya Agresi Militer Belanda | dan Il aemembahas berbagai
peristiwa yang terjadi seputar Agresi Militer Bedan dan I1.

BAB 3: Agresi Militer Belanda Dalam Perspektif Hukum Internasional

! Resolusi no. 3314 Majelis Umum Perserikatan BaiBgmagsa.
12 pour, JuliusDoorstoot Naar DjokjaKompas: Jakarta, 2009.
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Pada BAB ini penulis akan menulis mengenai ketenteentuan hukum
Internasional mengenai perang serta melihat seppaha Agresi Militer
Belanda | dan Il melanggar ketentuan-ketentuamdalakum Internasional.
BAB 4. Peran Serta Dunia Internasional Semasa Agse Militer
Belanda | dan Il

Pada BAB ini penulis akan menulis peran serta dumti@nasional dalam
menangani permasalahan-permasalahan yang terjadagae akibat
dilakukannya Agresi Militer oleh Belanda terhadagdnesia.

BAB 5: Penutup

Pada BAB ini penulis akan memaparkan kesimpulata s&aran-saran dari

penulis berkaitan dengan topik yang ditulis olehupis.
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BAB 2
AGRESI MILITER BELANDA | DAN I

Sebagaimana telah diuraikan dalam BAB 1 diatasesgk kemerdekaan
Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal lgu#gus 1945, perseteruan
antara pihak Republik Indonesia dan Belanda temramgsung baik secara
diplomasi maupun penggunaan kekuatan militer, teuk&onflik senjata yang
terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti pefs 10 Nopember 1945 di
Surabaya dan sekitarnya, peristiwva Palagan di Datmabawara, Semarang dan
sekitarnya, perjuangan gerilya Jenderal Sudirmawmlasdirah Jawa Tengah dan
Jawa Timur, peristiwa Bandung lautan api di daéBahdung dan sekitarnya.
Pertentangan yang terjadi telah mengakibatkan alidgdonesia terbagi menjadi
dua yaitu:

() wilayah Republik Indonesia yang terdiri daril@w Jawa, Madura dan

Sumatra; dan
(i) wilayah yang masih di duduki oleh Belanda yaneeliputi Pulau
Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan P&auat.

Disatu pihak, Belanda tetap bersikukuh bahwa wHay&epublik
Indonesia yang diprokamirkan masih merupakan da@jahan Belanda. Dalam
hal ini Belanda tidak mau kehilangan daerah jajalan yang nota bene
merupakan sumber penghasilan bagi negeri Belaret®aBai upaya, baik secara
diplomasi, ekonomi, bahkan penggunaan kekuatantemitlilakukan Belanda
untuk tetap dapat menguasai wilayah Indonesia.h@kplain, Republik Indonesia
sudah bertekad bulat bahwa setelah proklamasi kik@an dikumandangkan
maka secara sah penjajahan Belanda atas wilayabndei berakhir, dan
Republik Indonesia secara sah telah menjadi seNeghra yang berdaulat. Oleh
karena itu pihak Republik Indonesia juga berupagrag untuk mempertahankan
kemerdekaannya dengan berbagai upaya baik sechitrl, piiplomasi, ekonomi
dan apabila perlu melakukan perlawanan secaraemilitalaupun pada saat itu
kekuatan militer Republik Indonesia masih belum radan baik secara organisasi

maupun kualitas dan kuantitas persenjataannya.

13 http://id.wikipedia.org.wiki/Sejarah _ Indonesia
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Karena situasi keamanan di ibukota Jakarta (sebslardisebut Batavia)
yang semakin memburuk, maka pada tanggal 4 Jah946, Presiden Soekarno
dan Wakil Presiden Mohamad Hatta pindah ke Yogyak@&ngan menggunakan
kereta api, sekaligus memindahkan ibukota dari riakke Yogyakarta, dan
meninggalkan Syahrir dan kelompok yang pro-negosiengan Belanda di
Jakarta’

Sebagaimana telah dijelaskan pada awal tulisan barbagai upaya
diplomatik dilakukan untuk mengatasi preseteruataranBelanda dan Republik
Indonesia seperti diadakannya perjanjian Linggadatiaerah Linggarjati, Jawa
Barat pada tanggal 11 Nopember 1946, yang dirasifikolen Belanda dan
Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947 aRgan Linggarjati di mediasi
oleh Pemerintah Inggris. Karena perjanjian Lingafarjtidak menghasilkan
kesepakatan, maka Belanda dan Republik Indonesiagadekan perjanjian
“Renville” di atas kapal perang Amerika Serikat S®& Renville pada tanggal 17
Januari 1948 yang ditengahi oleh Komisi Tiga Neggdu Amerika Serikat,
Asutralia dan Belgia.

Didalam BAB 2, penulis memaparkan upaya yang dkakuoleh kedua
belah pihak yaitu Belanda dan Republik Indonesidtardamempertahankan
masing-masing argumentasi dan tindakan yang meiakakan termasuk
penggunaan kekuatan militer oleh kedua belah pilhédpangan. Didalam BAB 2
ini penulis membatasi pemaparan tentang (i) Agihdditer Belanda 1, (ii)
Perjanjian Renville, (iii) Agresi Militer Belanda, Idan (iv) Konferensi Meja
Bundar (KMB) sebagai penyelesaian pertikaian anBetanda dan Republik

Indonesia.

2.1. Agresi Militer Belanda |

Diplomasi antara Belanda dan Republik mengalananjdbuntu karena
kedua belah pihak saling menuduh telah melakukbmggaran-pelanggaran, dan
masing-masing pihak bersikukuh atas interpretaspesjanjian Linggarjati dan

saling tidak mempercayai satu sama lain tentangkpahaan perjanjian tersebut.

“ibid
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Berbagai aksi kekerasan dan pelanggaran segakanpan yang dilakukan oleh
pihak Belanda ditengarai oleh pihak Republik setiegadi di berbagai tempat,
sehingga membuat suasana semakin tidak kondusdk Belanda secara terang-
terangan terus mengirim tentara ke Indonesia derdgiin untuk menjaga
keamananolice actior), dan berupaya meyakinkan pihak Internasional laahw
apa yang mereka lakukan adalah urusan dalam ndgeégn agresi terhadap
Negara yang berdaulat. Apapun alasannya, pengiriteatara dalam jumlah
banyak dengan perlengkapan militer yang modererupa&an persiapan Aksi
Militer yang sangat bertentangan dengan jiwa pggarLinggarjati yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak.

Walaupun pihak Republik masih memegang teguh dpiggarjati, pihak
Belanda terus mengobarkan sentimen anti Linggami@n menekan pihak
Republik melalui diplomasi setengah hati dan ancerAgresi Militer, serta
mengacaukan perekonomian yang antara lain dilakak@alui pemalsuan mata
uang secara besar-besaran. Belanda juga terusukafakipaya untuk memecah
belah Republik dengan membentuk daerah otonomi §acara sepihak di luar
Jawa (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Banglgitig dan Riau).
Disamping itu Belanda juga juga melakukan polittkuadomba. Hal ini dapat
dilihat dalam perjanjian Renville dimana hampir sentelegasi Belanda adalah
orang-orang Indonesia yang berpihak kepada Belaselgerti Abdulkadir
Widjojoatmojo, Dr. Soumukil, Pangeran Kartanagaem Zulkarnain. Belanda
juga berencana untuk melakukan plebisit di daeeataJBarat yang nota bene
menurut perjanjian Linggarjati merupakan wilayahp&aik. Pihak Republik
dengan tegas menolak plebisit secara sepihak, éanmtut agar jika ada plebisit
maka pelaksanaannya harus di awasi oleh pihaknbasamal.

Tidak adanya kemajuan dalam pelaksanaan perjanjisrggarjati
membuat dunia Internasional menjadi kesal dan nsakd&edua belah pihak
yang bertikai untuk melaksanakan isi perjanjiansébut secara konsekuen.
Australia dengan tegas mendukung upaya dimulaieydggangan dengan pihak
Indonesia. India juga mengirim delegasi ke Yogyakauntuk melakukan
pembicaraan tidak resmi dengan pihak Republik untukmbuka hubungan

diplomatik dan dagang dengan Indonesia. Suasanaksermemanas karena
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Belanda memprotes kegiatan-kegiatan Indonesiaati megeri (Mesir, Libanon
dan Siria) yang berhasil memperoleh pengakuanlatimesia dan mengadakan
perjanjian persahabatan.

Macetnya pelaksanaan perjanjian Linggarjati tideyab dari kritik yang
dilancarkan oleh berbagai partai politik di Belangisng menganggap Letnan
Gubernur Van Mook terlalu lunak terhadap pihak RdiguKebijakan Van Mook
dikecam oleh pihak oposisi yang menginginkan Vanokldiganti oleh orang
yang lebih bisa melaksanakan kebijakan yang “lebdik” di Indonesia.
Pertentangan yang terjadi di Belanda sangat mekguolposisi Van Mook. Desas
desus penggantian Van Mook semakin santer, bahka&mg@antinya” telah
dipersiapkan oleh pihak oposisi. Mereka juga mamutitakukannya pencerahan
terhadap militer, dan Pemerintah Belanda dimintalkumenindak tentara.

Dipihak Indonesia, posisi Perdana Menteri Syaligiajsangat sulit karena
Belanda terus mengerogoti semangat Linggarjati.dRe@maan kedua belah pihak
hanya fokus terhadap hal-hal kecil yang tidak sarigt Komisi Jendral di
Batavia (Jakarta) dianggap mandul karena Pemenwsahtidak memberi
keleluasaan kepadanya untuk bertindak, sehinggaH2&y langsung menagani
segala persoalan dari pusat. Pihak Indonesia melkgurs beberapa hal pokok
yaitu: (i) Penghentian pengiriman tentara;

(i) Penghentian blokade perdagangan luar negen; d

(iif) Mengatur bersama semua permasalahan di lilayah Republik.

Belanda sangat gusar karena pada intinya tidakkehilangan Indonesia
mengingat sumber pendapatan mereka (perkebunapettambangan) berada di
wilayah Republik. Disamping itu kondisi perekonomiBelanda juga semakin
buruk. Biaya militer yang sangat besar yaitu sek&& juta Gulden per Bulan
membuat mereka kesulitan dana sehingga harus bheddagi ke Amerika
Serikat. Pihak Belanda semakin terjepit antara Ilkasueokomi dan tekanan
politik dari partai-partai, dan ingin segera meratipn penyelesaian yang
diharapkan dapat menolongnya dari himpitan ekongpuoiitik dalam negeri serta
tekanan dari pihak Internasional.

Belanda terus berupaya untuk memperkuat cengkergraati Indonesia

dengan mengusulkan pemberian status Negara bagpmatd& Indonesia. Dengan
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jelas Belanda ingin menyusun seluruh wilayah Ind@nesebagai suatu satuan
ekonomi sehingga Republik akan dilebur kedalamggag dengan tegas ditolak
secara mentah-mentah oleh pihak Republik. Belandg] jmempersiapkan
serangan politik baru untuk memaksa pihak Republikiuk sepenuhnya kepada
kehendak Belanda. Tindakan Belanda ini menimbulkéoasi politik yang
semakin memanas diantara kedua belah pihak. Kanememui jalan diplomasi
yang cenderung buntu, pihak Republik dan Belandiinmengambil inisiatif-
inisiatif baru guna menembus kebuntuan diplomasigyierjadi. Pihak Belanda
mengusulkan bahwa pihak Republik tidak boleh memauperwakilan sendiri di
luar negeri. Belanda selalu mencurigai pihak Redguldan juga tidak
mempercayai Linggarjati yang bertentangan dengaerkergan politik mereka.
Mereka menghadapi dilema antara menarik pulangt@nya atau tetap menjajah
Indonesia.

Belanda mengeluarkan pernyataan yang pada intingagomgkapkan
ketidak puasan mereka terhadap sikap Republik kEglanberkenaan dengan
pelaksanaan Linggarjati. Walaupun pihak Republikimaptimis bahwa sengketa
yang ada dapat diselesaikan secara damai, pihalndeltetap bersikeras bahwa
Republik tidak akan melaksanakan isi perjanjiarggerjati secara ikhlas. Mereka
juga menyangsikan kerja sama antara Republik dermydanda dan daerah-
daerah lain bentukan Belanda diluar Jawa, MaduraSianatra. Pihak Belanda
mengeluarkan nota kepada Republik untuk mengatoaraebersama bidang
ekonomi, keuangan dan tata Negara dimana Belandaguselkan susunan
Negara Federasi. Disamping itu Van Mook mengirimsah (Idenburg dan Van
Hoogstraten) ke Yogyakarta guna mengukur suasamaeffgahan Republik
dengan cara mengunjungi para pemimpin Republik kumdenyelami isi hati
mereka. Utusan Belanda ini menyatakan bahwa kasutlalam pelaksanaan isi
perjanjian Linggarjati adalah karena Republik tiddépat menguasai Tentara
Rakyat Indonesia (TRI) sedangkan Belanda dapat emetadikan tentara mereka.

2.1.1. Persiapan Agresi Militer |

Belanda merencanakan untuk menyerbu Republik Iredarsecara besar-
besaran guna merebut daerah-daerah yang secati& plain ekonomi sangat
penting. Daerah-daerah perkebunan yang kaya daaldgang memiliki sumber
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daya alam seperti minyak di wilayah Republik antam Sumatra Utara (daerah
perkebunan Sumatra Timur), Sumatra Selatan (dagpaiminyakan di
Palembang), Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Tidniuk maksud ini
Belanda mempersiapkan beberapa brifadeliter di daerah yang akan direbut.
Menurut Nasution (1978), Belanda mempersiapkan éetmpgade untuk Sumatra
Timur, Sumatra Tengah, Sumatra Selatan dan Jawgaheruntuk Jawa Barat
digunakan dua divisi, dan untuk Jawa Timur digeaskilua brigade. Pergerakan
tentara Belanda beserta peralatan militernya yamgkiap dan moderen juga
terlihat nyata di daerah-daerah tersebut.

Pesawat-pesawat Belanda membuat peta wilayah Rlepydohg akan
diserang. Sikap Belanda juga semakin keras dark tlmErsedia lagi untuk
berunding dengan pihak Republik. Militer Belandanakin bersikap agresif dan
provokatip dengan melakukan blokade di beberapayaii Republik Indonesia.
Hal ini jelas bahwa Belanda bermaksud untuk mengkam kekerasan.
Perdebatan di meja perundingan hanya untuk mengalabata dunia bahwa

Republik sangat keras kepala.

2.1.2. Masa-masa Menjelang Agresi Militer |

Masa-masa menjelang Agresi Militer Belanda | mekapamasa-masa
yang sangat mencemaskan baik bagi Republik Ind@anssupun Belanda.
Perseteruan antara Belanda dan Republik semakimneiag dan situasi di
lapangan semakin memanas karena genderang perdaly ditabuh dan perang
pidato oleh Belanda dan Republik semakin gencadaRanggal 24 Mei 1947
Perdana Menteri Belanda, Beel, berpidato di Makassdawesi Selatan (wilayah
yang masih dikuasai Belanda) yang berisikan peaayattidak puas terhadap
sikap dan tindakan Republik terhadap perjanjianggarjati. Diwaktu yang
hampir bersamaan, dari pihak Republik, JenderahiB8sidirman mengucapkan
pidato untuk mengobarkan semangat lasykar TentaleyaR Indonesia (TRI)
untuk tetap mendukung upaya delegasi Republik dat@megakkan isi perjanjian

!5 Setiap brigade Belanda berkekuatan 4 bataliominfal batalion artileri lapangan, 1 eskadron
berlapis baja, 1 kompi zeni, 1 kompi angkutan béomalan lain-lainnya. Setiap divisi
berkekuatan lebih kurang 20.000 orang.
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Linggarjati dan mempertahankan kedaulatan wilayapuRlik dari ancaman
militer Belanda.

Untuk mengantisipasi serangan balasan oleh Repuéiikadap warga
Belanda bekas tawanan Jepang yang masih tinggadlaliggman apabila Belanda
melancarkan Agresi Militer, Belanda mengangkut sermarga Belanda dari
wilayah Republik ke Jakarta. Suasana semakin tedamgna Belanda tidak
mengijinkan anggota TRI yang mengantar bekas tawamamasuk ke Jakarta
walaupun sudah memperoleh ijin dari Gubernur Jehd&n Mook.

Belanda Pada tanggal 3 Juni 1947 Belanda membtiatatum agar
Republik memenuhi tuntutan Belanda dan apabilandal@ktu 14 hari Jawaban
Republik tidak memenuhi tuntutan Belanda maka pihBklanda akan
menyelesaikan kebuntuan diplomasi menurut kehen@aksendiri dengan
menggunakan kekuatan militer atau dengan kata magiaksanakan perang
dengan Republik Indonesia. Isi ultimatum sangata&ifi bernada mengancam
dan menyudutkan Republik Indonesia karena sangahbai@si kewenangan
Republik dalam hal:

(1) Hubungan dengan luar negeri;

(i) Memaksakan kerja sama dibidang militer damarkenan serta

mengurangi kekuatan TR,

(i)  Pengaturan = masalah-masalah  pokok ekonomi utdera

perdagangan luar negeri;

(iv)  Pengembalian hak-hak orang asing atas peaasaftdan

(v) Hubungan kerja sama dengan daerah-daerahdlhiar wilayah

Republik Indonesia.

Ultimatum ini menimbulkan keguncangan di pihak Rapudimana pihak
militer dan partai politik tidak dapat menerimaimiatum tersebut karena sangat
bertentangan dengan semangat Linggarjati. Menugarsepujuan Linggarjati
seharusnya secara politik kedudukan Negara Repliainesia sama derajatnya
dengan Negara Belanda. Usulan Belanda untuk merajiset status Negara
Republik Indonesia menjadi daerah otonom Pemerijajahan “Hindia Belanda”
jelas sangat naif dan melanggar persetujuan LijeggaDibidang ekonomi,

ultimatum tersebut tidak saja akan menghilangkdogmg untuk pembangunan
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ekonomi, tetapi juga akan menghalangi upaya PemaériRepublik Indonesia
untuk melakukan ekspor keluar negeri. Bagi pihagu®ék, menerima ultimatum
sama saja dengan menghilangkan pengakuan seeafacto atas kedaulatan
wilayah Republik Indonesia dan menerima statusgjaingn kembali atas seluruh
wilayah Indonesia. Pihak militer dari Republik Im@ésia segera mengambil sikap
dengan melakukan siaga. Ketegangan semakin memnidgkajelas sekali kedua
belah pihak saling menyalahkan. Republik menyatalangan tegas bahwa
persetujuan Linggarjati dapat dilaksanakan tanpanya ancaman salah satu
pihak. Presiden Soekarno dengan tegas mengusufj@andana sebesar 3,5 juta
Gulden dipergunakan untuk kegiatan yang bertujwzak (@ood will) bukan untuk
kegiatan yang bertujuan buruke(l will).

Semakin memburuknya perseteruan membuat PemeriR@publik
Indonesia segera membuat nota Jawaban tertanglyali 8947 (Nasution, 1978)
yang pada intinya terdiri dari beberapa usulan gadaerikut:

€) Menyetujui pembentukan Pemerintahan nasional sersentntuk
mempersiapkan sidang konstituante dan penyerahlmagaan dari
Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Fededanesia.
Selama masa peralihan kedudukde facto Republik tidak akan
dikurangi. Republik akan mengakui terbentuknya Rerteh
Indonesia Timur dan Pemerintah Borneo;

(b) Menyetujui pembentukan lembaga devidaviezeninstitujitbersama
untuk seluruh Indonesia, setelah terbentuk Penadripéralinan;

(c) Menyetujui penyusunan Badan Pusat Pembagian Makaménk
seluruh wilayah Indonesia oleh Pemerintah perajihan

(d) Penjaminan keamanan dan ketertiban di wilayah Répwaalah
kewajiban polisi Republik sendiri. Dalam hal inil8eda sama sekali
tidak perlu dan tidak seharusnya mencampuri urkeamanan dalam
negeri di wilayah Republik;

(e) Perdagangan ekspor dan impor dilakukan menurut npstu

Pemerintah peralihan; dan
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) Persoalan besar mengenai penyelenggaraan perjahireggariati
supaya ditangani oleh kedua delegasi. Semua keputlikaksanakan
oleh Pemerintah peralihan dan Negara-Negara bagian.

Nota balasan dari Republik Indonesia, sebagaimagiah t diduga
sebelumnya, ditolak oleh Komisi Jenderal Belandagyanenganggap nota
balasan tersebut bertentangan dengan semangatakjamiygPenolakan Belanda
atas nota balasan Republik menunjukkan adanyadtesalinterpretasi terhadap
isi perjanjian Linggarjati dan tidak adanya niatkbdari Belanda karena mereka
selalu berburuk sangka terhadap Indonesia, sehiagagpun yang diusulkan atau
dilakukan oleh Indonesia selalu dianggap salah Betanda.

2.1.3. Pelaksanaan Agresi Militer Belanda |

Agresi Militer Belanda |, yang oleh Belanda dinan@perasi Produk
(Operatie Product, merupakan Operasi Militer yang dilakukan oleHaeda di
daerah Pulau Jawa dan Pulau Sumatra dari tangghll21947 sampai 5 Agustus
1947. Belanda menyebut Agresi Militer ini sebagaksiA Polisionil, dan
menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Blelani sebagai urusan
dalam negeri Belanda untuk mengembalikan ketertibaom sehingga Belanda
mengabaikan seruan masyarakat Internasional untektaati isi perjanjian
Linggarjati dan menghentikan pertikaian dengan Répundonesia.

Daerah-daerah di pulau Jawa yang diserang olemé&&ladalah daerah
Jawa Barat (antara lain Bogor, Bandung, Banteng@iamg, Cirebon, Bandung,
Garut, Cicalengka, Sukabumi, Serang, Pangalengda)a Tengah (Tegal,
Pekalongan, Semarang, Purwokerto, Cilacap, Gombalay) Jakarta. Di pulau
Sumatra, daerah-daerah yang digempur oleh Belantaraa lain adalah
Palembang, Jambi, Padang, Tebing Tinggi Pemataagte®] Medan dan lain-
lain. Agresi Militer ini dilancarkan segera setel@ubernur Jendral Van Mook
mengeluarkan ultimatum agar pihak Republik menamikhdur pasukannya sejauh
10 kilo meter dari garis demarkasi yang serta naittdak secara mentah-mentah
oleh Republik. Van Mook juga dengan lantang mengataecara sepihak bahwa
Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Lamggi. Serangan Belanda yang
dilakukan secara cepat dan mendadak, dengan kekudteer yang besar disertai

dengan perlengkapan militer yang modern, di belzedgerah tersebut diatas
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benar-benar mengejutkan Republik. Perlawanan yatakutan oleh pihak

Republik sangat tidak memadai karena perlengkapsitermtentara Republik

sangat tidak memadai, dan organisasi militer Rebubiasih belum solid

sehingga Republik mengalami kesulitan untuk mengélbdasi kekuatan dan
kesatuan-kesatuan militer yang ada. Sebagai akiaimaka dengan mudah
Belanda menduduki banyak wilayah baik di pulau Jdesa Sumatra. Disamping
itu di Jakarta banyak diplomat Republik yang diteayg oleh Belanda.

Agresi Militer Belanda | menuai kecaman dari bepardlegara termasuk
Inggeris dan Amerika Serikat yang merasa kecewa tatgadinya Agresi Militer
Belanda tersebut. Sebagian besar komunitas Inten@s pada saat itu
mengkawatirkan terjadinya pergolakan  berkepanjangarang  dapat
mengakibatkan kekacauan politik, militer dan ekonsehingga pihak komunis
akan dapat memanfaatkan situasi yang kacau tersefwtk memperbesar
pengaruh mereka di IndonesfaBelanda secara mati-matian membela tindakan
mereka melakukan apa yang mereka sebut Aksi Palistersebut dengan
mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Persenil@angsa Bangsa pada hari
kedua setelah Agresi Militer dilakukan, yang padaya:

a. Belanda menuduh bahwa Republik tidak sanggupaks@hakan

persetujuan Linggarjati;

b. Gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 194k sklanggar oleh
tentara Republik, dan Pemerintah Republik tidaknglkermenyangkal
segala pelanggaran yang terjadi;

c. Di garis demarkasi selalu ada penyerbuan deghéentara Belanda dan
juga penyerbuan ke Indonesia Timur dan KalimantaraB

d. Banyak terjadi pemusnahan alat-alat yang lbgaha

e. Blokade ekonomi terus dilakukan sehingga mentakyat kelaparan;

f. Banyak tawanan di daerah Republik yang beluspdskan oleh pihak
Republik; dan

g. Propaganda perang dibesar-besarkan oleh RadpubRe dari
Yogyakarta.

16 Nasution, A.HSeputar Perang Kemerdekaan Indone8isjarah AD dan Penerbit Angkasa,
1979
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Dengan demikian maka menurut Belanda pihak Reptdllh melakukan
tindak kejahatan dan perlu dihukum. Oleh karenaBelanda merasa perlu
melakukan Aksi Polisionil untuk ketertiban umum.l@8&la juga merasa bahwa
pihak Republik tidak sanggup mempertahankan keamdaa tidak mau bekerja
sama dengan Belanda.

Akan tetapi dunia Internasional tidak dapat menarmngumentasi yang
disampaikan Belanda dengan begitu saja dan meugjeatidak dapat menerima
kenyataan bahwa Belanda telah mengerahkan kekmaligernya baik laut, darat
maupun udara secara besar-besaran untuk melakui@asiMiliter di Indonesia.
Tercatat pihak Belanda mengerahkan 3 divisi yandenodi Jawa, dan 3 brigade
di Sumatra, sedangkan lebih dari selusin bataligelar di pulau-pulau lain di
Indonesia’

Pada tanggal 31 Juli 1947 Pemerintah Republik lagi@njuga menulis
surat kepada Dewan Keamanan PBB yang isinya mensotmya Dewan
Keamanan bertindak untuk mengatasi sengketa IndoBetanda® Berkat
inisiatif India dan Australia, persoalan agresidwoal Belanda ini dibawa ke
Dewan Keamanan PBB. Setelah melalui perdebatanitsekbirnya Dewan
Keamanan PBB mencela agresi kolonial Belanda dapehdapat bahwa harus
segera diperintahkan penghentian pertempuran eetakbelah pihak.

2.2. Perjanjian Renville

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indanelan Belanda yang
ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 dijefaslak kapal perang Amerika
Serikat, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhamjdng Priok, Jakarta,
sebagai tempat yang nettalPerundingan tersebut ditengahi oleh Komisi Tiga
Negara (KTN) atu Committee of Good Offices for Indsia yang terdiri dari

Amerika Serikat, Australia dan Belgia. Delegasidel’ ternyata hampir semua

Yibid

ibid

19 http://id.wikipedia.org.wiki/Perjanjian _Renville

0 Delegasi Indonesia terdiri atas Perdana Menteii Sgarifuddin, Ali Sastroamijoyo, Dr. Tjoa
Sik Len, Moh. Roem, Haji Agus Salim, Narsun darliranda. Delegasi Belanda terdiri dari Abdul

Kadir Widjojoatmojo, Van Vredegurgh, Dr. Soumulilangeran KartaNegara dan Zulkarnain.
http://id.wikipedia.org.wiki/Perjanjian _Renville
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berasal dari Indonesia sendiri sehingga dengan kikemielas terlihat bahwa
Belanda tetap melakukan politik adu domba agar kaemapat menguasai
Indonesia dengan mudah. Setelah melalui perdehaag sengit antara kedua
belah pihak yang bertikai dari tanggal 8 DesemBdi7Ilsampai dengan 17 Januari
1948 maka diperolah hasil persetujuan damai yatingyenadalah sebagai berikut:

() Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayadohesia sampai
kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republignksla Serikat
(RIS) yang segera terbentuk;

(i) Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukgang sejajar
dengan Negara Belanda dalam Perserikatan Indon@&standa,

(i) Republik Indonesia akan menjadi Negara Bagian RIS;

(iv) Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyemnattekuasaannya
kepada Pemerintahan Federal sementara; dan

(v) Pasukan Republik Indonesia yang berada di kentearus ditarik ke
daerah Republik Indonesia. Daerah kantong adalaefadayang berada
di belakang Garis Van Mook, yaitu garis yang metgmgkan dua
daerah terdepan yang diduduki Belanda.

Menurut Nasution (1979), isi perjanjian Renvillecae lengkap terdiri
dari 12 pasal pokok dan 6 pasal keterangan dadak yenyelesaian politik
sebagai berikut:

1. Bantuan dari KTN akan diteruskan untuk melaksanaldan
mengadakan perjanjian untuk menyelesaikan pertikaoalitik di
pulau-pulau Jawa, Sumatra dan Madura berdasar &epadsip
naskah perjanjian “Linggajati”;

2. Telah dimengerti, bahwa kedua belah pihak tidakdlemenghalang-
halangi pergerakan-pergerakan rakyat untuk mengakamksuaranya
dengan leluasa dan merdeka, yang sesuai dengaranjer]
Linggarjati. Juga telah disetujui bahwa kedua befahak akan
memberi jaminan tentang adanya kemerdekaan begsidden
berkumpul, kemerdekaan mengeluarkan suara dan paimya dan
kemerdekaan dalam penyiaran (publikasi), asal jamimi tidak
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dianggap meliputi juga propaganda untuk menjalarkekerasan dan
pembalasamnrépresailles;

3. Telah dimengerti, bahwa keputusan untuk mengadgleanbahan-
perubahan dalam Pemerintahan pamongpraja di ddeexh hanya
dapat dilakukan dengan sepenuhnya dan suka-relgpeiaduduk di
daerah-daerah itu pada suatu saat setelah dapatirdiya keadaan
dan ketentraman dan tidak adanya lagi paksaan &epéglat;

4. Bahwa dalam mengadakan suatu perjanjian politiekdikan pula
persiapan-persiapan untuk lambat laun mengurangkaiah kekuatan
tentaranya masing-masing;

5. Bahwa, setelah dilakukan penandatanganan perjgogianusuhan dan
dapat dilaksanakan perjanjian itu, maka kegiatatandalapangan
ekonomi, perdagangan, perhubungan dan pengangkuatesn
diperbaiki dengan segera, dengan bekerja bersama-danana harus
diperhatikan kepentingan-kepentingan semua baggrb lain di
Indonesia;

6. Bahwa akan diadakan persediaan-persediaan untutuwakg tidak
kurang dari enam bulan dan tidak lebih dari satlarbusetelah
ditandatanganinya perjanjian, dalam waktu mana tdegogdi tukar-
menukar pikiran, dan pertimbangan tentang soal-gaag penting
secara merdeka dan dengan tidak ada paksaan. Sefelwaktu itu,
dapat diadakan pemilihan umum secara merdeka, aglyat
Indonesia dapat menentukan kedudukannya sendapédngan politik
dalam hubungan dengan Negara Indonesia Serikat;

7. Bahwa suatu dewan yang akan menetapkan Undang-gndasar
(Konstitusi) akan dipilih secara demokrasi untuknetapkan suatu
Undang-Undang dasar buat Negara Indonesia Serikat;

8. Telah didapat persetujuan, bahwa, jika setelahndétnganinya
perjanjian, sebagai yang dimaksud dalam pasal i,sd&h satu dari
kedua belah pihak meminta kepada PBB untuk mengadakatu
badan buat melakukan pengawasan sampai saat disengia

kedaulatan Pemerintah Belanda kepada Pemerintahr&ldgdonesia
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Serikat, maka pihak yang kedua akan menimbangnygashesungguh-
sungguh;

9. Kemerdekaan buat bangsa Indonesia seluruhnya;

10.Bekerja bersama antara bangsa Belanda dan bartyseebia;

11.Satu Negara berdasarkan federasi yang berdaulaigade suatu
Undang-Undang dasar yang timbulnya melalui jaldarja@emokrasi;

12.Suatu Unie dari Negara Indonesia Serikat dengammj&an Belanda

dan bagian-bagiannya yang lain, dibawah raja Beland

Keenam pasal tambahan yang diajukan oleh KTN adahbagai berikut:

1. Kedaulatan atas Hindia Belanda seluruhnya ada kiam t@tap berada
di tangan Kerajaan Nederland, sampai waktu yangtagikan.
Kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan jpadee Negara
Indonesia Serikat. Sebelum masa peralihan demiktan habis
temponya Kerajaan Nederland dapat menyerahkan &lakkkwajiban
dan tanggung Jawab kepada perintah Federal semeyatag dibentuk
dari daerah-daerah yang nantinya akan merupakaardldgdonesia
Serikat. Jika sudah terbentuk, Negara Indonesiaiké&erakan
merupakan Negara yang berdaulat dan merdeka belldeau sejajar
dengan Kerajaan Belanda. Belanda dalam Unie Neukitadonesia,
dikepalai oleh raja Belanda (the King of the Nelded). Adapun
status Republik Indonesia adalah dari Negara yangabung dalam
Negara Indonesia Serikat;

2. Dalam Pemerintah Federal sementara, sebelum diadadtaubahan
dalam Undang-Undang dasar Negara Indonesia Serkepada
Negara-Negara bagian akan diberikan perwakilan yalilg

3. Sebelum KTN membubarkan, tiap-tiap pihak boleh nméansupaya
pekerjaan komisi diteruskan yaitu guna membantuygeraian
perselisihan berkenaan dengan penyelesaian pojisikg mungkin
terbit selama masa peralihan. Pihak lainnya tidan&eberatan atas
permintaan demikian itu, permintaan tersebut akemagikan oleh

Pemerintah Nederland kepada Dewan Keamanan;
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4. Dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan atau lebih daahun sesudah
persetujuan ini ditandatangani, maka di daerahaflaedi Jawa,
Sumatra dan Madura akan diadakan pemungutan quakas{) untuk
menentukan apakah rakyat di daerah-daeraha terakdnturut dalam
Republik Indonesia atau Negara bagian yang laglatim lingkungan
Negara Indonesia Serikat. Plebisit ini diadakarawdidh pengawasan
KTN, jika kedua belah pihak dapat persetujuan dadeitikel 3 yang
menentukan kepada KTN memberikan bantuan dalam tecsbut.
Kemungkinan tetap terbuka jika kedua pihak dapasgtejuan akan
menggunakan cara lain dari pemungutan suara untekyaakan
kehendak rakyat di daerah-daerah itu;

5. Sesudah ditetapkan batas-batas Negara bagian yearaksdid itu,
maka akan diadakan rapat pembentuk Undang-Undasey deenurut
cara demokrasi, untuk menetapkan Konstitusi buagaie Indonesia
Serikat. Wakil-wakil dari Negara-Negara bagian akarewakili
seluruh rakyat;

6. Jika ada Negara bagian memutuskan tidak akan tserta
menandatangani Konstitusi tersebut sesuai dengsai palan 4 dalam
persetujuan Linggarjati, kedua pihak tidak akaneketan diadakannya
perundingan untuk menetapkan perhubungan istimengah Negara
Indonesia Serikat.

Selain itu perjanjian Renville juga membuahkan gg@n penghentian
permusuhan antara Belanda dan Republik Indonesig tgadiri dari 10 pasal dan
3 pasal tambahan perjanjian yang mengatur 10 ketenfaitu:

a) Peraturan umum gencatan senjata;

b) Penetapan daerah-daerah pendudukan;

c) Daerah-daerah terdepan;

d) Daerah-daerah yang dikosongkan militer;

e) Evakuasi;

f) Lalu-lintas sipil melalui garis status-quo;

g) Angkatan udara;

h) Angkatan laut;
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I) Pertemuan antara panglima-panglima militer darukeloelah pihak;

j) Aturan tambahan.

Penandatanganan perjanjian Renville menimbulkanudkan bagi

Republik Indonesia karena:

(a) Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya Kegadonesia Serikat
melalui masa peralihan;

(b) Indonesia kehilangan sebagian daerah kekuagadamena garis Van
Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah kekua&sdanda.
Wilayah Republik Indonesia yang diakui Berlandaysadaerah Jawa
Tengah, Yogyakarta dan Sumaitra;

(c) Pihak Republik Indonesia harus menarik selupalsukannya yang
berada di daerah kekuasaan Belanda dan kantongriargerilya
untuk masuk kedaerah Republik Indonesia;

(d) Wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sémdan dikurung
oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda;

(e) Timbul reaksi keras dikalangan para pemimpipuRék Indonesia
yang mengakibatkan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddiarena
dianggap menjual Negara kepada Belanda;

() Perekonomian Indonesia diblokade secara séedsd oleh Belanda;

(g) Dalam usaha memecah belah Negara kesatuan lkeputonesia,
Belanda membentuk Negara-Negara Boneka sepertiardlel§orneo
Barat, Negara Madura, Negara Sumatra Timur, NeBasandan, dan
Negara Jawa Timur (Nasution, 1979).

2.2.1. Keadaan Menjelang Perjanjian Renville

Setelah perjanjian Linggarjati ditandatangani ptadaygal 15 Nopember
1946 dan diratifikasi oleh Pemerintah Republik Inésia dan Pemerintah
Belanda pada tanggal 25 Maret 1947, situasi dirledia tidak otomatis menjadi
lebih baik. Ternyata isi perjanjian tersebut tidddpat terlaksana sebagaimana
yang diharapkan akibat dari perbedaan persepsidephisi perjanjian dan adanya
sikap saling mencurigai dari pihak Belanda dan hedta. Berbagai peristiwa
penting mewarnai perjalanan Negara Republik Indenegmang baru saja

memproklamirkan kemerdekaannya.
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Peristiwa-peristiwa penting yang tercatat dalanarsdy perjalanan Negara
Republik Indonesia pasca penandatanganan perjdnjiggarjatf* antara lain:

() Terjadinya perbedaan pendapat yang sengit antdma \¥ang menyetujui
(sayap sosialis yang diwakili oleh partai Pesindign kubu yang
menentang (pihak Nasionalis-Islam yang diwakiliholeartai Masyumi
dan PNI) isi perjanjian Linggarjati;

(i) Belanda semakin memecah belah wilayah Indonesigabemembentuk
Negara Indonesia Timur (NIT), melalui Konferensi rnpasar yang
diselenggarakan pada tanggal 18 sampai dengan 2éniber 1946,
dimana Belanda menunjuk Sukowati sebagai Presidiéndxsebut;

(i) Setelah perjanjian ditandatangani, ternyata Pdtsyumi dan beberapa
unsur pejuang Republik Indonesia menentang hasjamg@n tersebut.
Hal ini menimbulkan banyak kekacauan sehingga dafaakteknya
perjanjian Linggarjati sulit sekali untuk dilaks&aa yang ujung-ujungnya
menimbulkan Agresi Militer Belanda I;

(iv) Aksi Militer Belanda yang sangat jelas bertentandangan isi perjanjian
Linggarjati menyebabkan Syahrir mengundurkan debagai Perdana
Menteri.

Peristiwa-peristiwa tersebut diatas, yang diperbuleh Agresi Militer
Belanda | di wilayah Republik Indonesia, mendorpritk Belanda dan Republik
Indonesia, atas desakan masyarakat Internasiomsigadakan gencatan senjata
dan melakukan perundingan damai yaitu Perjanjianvile. Namun Belanda
terus melakukan upaya politik untuk melemahkangd®epublik Indonesia pada
saat perjanjian Renville akan dilaksanakan. Van IMorengangkat delegasi yang
diketuai oleh asistennya sendiri yaitu Abdul Kagiing terkenal sebagai “anak
NICA”. Anggota delegasi terdiri dari pegawai kolahdan kaum kolaborator dari
Negara-Negara bentukan Belanda. Selain itu pihd&n8la membuat seolah-olah
perundingan Renville tidak penting. Alat-alat pkbbi Belanda juga tidak
memuat berita tentang perjanjian Renville tetafpiHebanyak memuat berita
tentang Indonesia Serikat dan kedatangan PerdanateMeBeel dan dua
menterinya, Jonkman dan Drees, ke Indonesia un@&umbpntukan Pemerintah

L http://id.wikipedia.org.wiki/Sejarah _ Indonesia
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Federal sementafa.Hal ini jelas bahwa Belanda tetap melakukan poliu
domba dan sabotase jalannya perundingan Renviltekutetap menguasai

Indonesia.

2.2.2. Keadaan Pasca Perjanjian Renville

Dalam persetujuan Renville, Republik Indonesia memkln cukup
banyak konsesi kepada pihak Belanda. Salah sasetpgran yang diberikan oleh
Republik adalah mengosongkan kantong-kantong dpafia Federal yang
dikuasai tentara Republik yang mengakibatkan hiyahDivisi Siliwangi dari
wilayah Jawa Barat ke Jawa Tengah.

Persetujuan Renville juga menimbulkan masalah pedéikkan memicu
konflik senjata diantara berbagai kesatuan mildgrihak Republik Indonesia.
Walaupun perjanjian Renville telah ditandatangdehdBelanda dan Republik
Indonesia, tidak semua pejuang Republik yang tengglolalam berbagai Laskar,
seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar HizbuBabillilah dibawah
pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiri mematuhi hasil persetujuan Renville
tersebut’. Mereka terus melakukan perlawanan senjata tephaara Belanda.
S.M. Kartosuwiryo menganggap menyerahnya Soekarao Hatta kepada
Belanda sebagai kekalahan Negara Republik Indoter$iadap Belanda sehingga
mengganggap Negara Republik Indonesia telah buBavl. Kartosuwiryo
kemudian mendirikan Darul Islam/Tentara Islam (Dlydan memproklamirkan
berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

Selain menghadapi pemberontakan DI/TII di Jawa Bgaag dipimpin
oleh S.M. Kartosuwiryo, Pemerintah Republik harus emmadamkan
pemberontakan DI/TII di Aceh yang dipimpin oleh [MaBeureueh. Setelah

beberapa tahun melakukan gerilya, Daud Beureueh mima pengikutnya

2 Nasution, A.HSeputar Perang Kemerdekaan Indone8lsjarah AD dan Penerbit Angkasa,
1979

%3 3.M. Kartosuwiryo adalah Ulama karismatik yang mesklamirkan Negara Islam Indonesia
(NII) di Tasikmalaya pada tahun 1949 dan memimgmbperontakan terhadap Pemerintah
Republik Indonesia, tertangkap kemudian dihukum peda tahun 1962.
http://id.wikipedia.org.wiki/Perjanjian _Renville

4 http:/fid.wikipedia.org.wiki/Perjanjian _Renville
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akhirnya mengakhiri pemberontakan mereka melaluusi¥warah Kerukunan

Rakyat Aceh yang diadakan pada Bulan Desember 862

DI/TII juga melakukan pemberontakan di Kalimantaela®an pada bulan
Oktober 1959 yang dipimpinoleh lIbnu Hajar. Semlday Hajar menyerah, tetapi
setelah menyerah kembali melarikan diri dan melakukemberontakan lagi.
Pada akhir tahun 1959 Ibnu Hajar beserta selurujgaa gerombolannya
tertangkap dan dihukum m&#ti

Pemerintah Republik Indonesia juga menghadapi peontakan DI/TII di
Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar MuzakRamberontakan ini diawali
oleh rencana Pemerintah untuk membubarkan Kes&eatya Sulawesi Selatan
(KGSS) dan para anggotanya akan disalurkan ke masata Akan tetapi Kahar
Muzakkar menolak rencana Pemerintah tersebut daumhg agar KGSS dan
kesatuan gerilya lainnya dimasukkan ke dalam sagade yang disebut Brigade
Hasanuddin dibawah pimpinannya. Pemerintah mendiaktutan Kahar
Muzakkar dan melantik Kahar Muzakkar sebagai Péjkakil Panglima Tentara
dan Tritoriun VII. Seusai dilantik, Kahar Muzakkaeserta para pengikutnya
melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjdéeamgkap dan mengadakan
pengacauan dan menyatakan gerakannya sebagai badgan DI/TII
Kartosuwiryo. Pemberontakan Kahar Muzakkar dapsadi oleh Pemerintah dan
Kahar Muzakkar tertembak mati oleh pasukan PenariiRepublik Indonesia
pada tanggal 3 Februari 1965

Perjanjian Renville juga menyebabkan mundurnya &erdvienteri Amir
Syarifudin karena seluruh anggota Kabinet yangiriedari anggota Partai
Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi meletakkaratab ketika perjanjian
Renville ditandatangani dengan alasan bahwa Anmialte banyak memenuhi
keinginan Belanda. Amir Syarifudin sendiri meletakljabatannya pada sebagai
Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948 ymitiya empat hari setelah
perjanjian Renville ditandatangani. Setelah Amir idur, Presiden Soekarno

menunjuk Mohamad Hatta sebagai Perdana Mentergligak tetap memangku

% http://id.wikipedia.org.wiki/Negara _Islam_Indofees
% ibid

' ibid
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jabatan sebagai Wakil Presiden, untuk memimpinustigabinet Presidensiil
darurat (1948 — 1943,

Dari uraian tersebut diatas, ternyata perjanjianvitle cukup membuat

Pemerintah Republik Indonesia mengalami berbagacayjogan baik beberapa
pemberontakan militer di beberapa daerah akibaidddet puasan beberapa
pimpinan Laskar yang ada, maupun jatuh bangunnyankaParlementer akibat

perbedaan pendapat/pandangan politik dari berlpagti politik yang ada.

2.3. Agresi Militer Belanda I

Dalam upayanya untuk menguasai kembali bekas wilggmhannya di
Indonesia, dan dengan alasan untuk menegakkan keamdan ketertiban
menurut versi mereka sendiri, Belanda merancangra®@péMiliter gabungan
pasukan darat, udara dan laut dengan memakai €ypeliasi Burung Gagak
(Operatie Kraa). Operasi yang dirancang oleh Panglima Tentaraajdan
Belanda, Letnan Jenderal Simon Spoor yang dikesi@gai penganut garis keras,
bertujuan untuk merebut kota Yogyakarta yang menjadkota Republik
Indonesia. Alasannya adalah untuk menghancurkatah@eran para ekstremis
(menurut versi Belanda), menghapus Republik Indarsesi peta dan mendirikan
Negara Indonesia Serikat yang diikat dalam satggpiatan dengan Kerajaan
Belanda. Selain itu Belanda selalu beranggapan #akeberadaan Republik
Indonesia merupakan sesuatu yang melawan hukurh, lk@eenanya Belanda
berniat untuk melenyapkan Republik Indonesia ustlama-lamanya.

Dari segi strategi militer, serangan militer secarendadak yang
dilakukan Belanda menjelang pagi hari pada tandgalDesember 1948 ini
memang berhasil karena daerah Yogyakarta dengaapelapat dikuasai oleh
Belanda tanpa perlawanan yang berarti oleh tefRepublik. Namun dari sudut
pandang tata krama kehidupan bernegara, serandjger elanda ini, walaupun
dikemas dengan menggunakan istilah Operasi Palismoanuai banyak kecaman
dari pihak Internasiondl Dunia Internasional mengecam serangan militegyan

dilakukan secara mendadak tanpa sebelumnya mengkenurperang ini

%8 http://id.wikipedia.org.wiki/Sejarah _ Indonesia

29 Pour, JuliusDoorstoot Naar DjokjaKompas: Jakarta, 2009.
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dilaksanakan oleh Belanda pada saat sedang bertemgserundingan antara
pihak Republik dengan Belanda dibawah pengawasamidf{otiga Negara
(KTN)*° yang membawa mandat dari PBB, sebagai tindak tigrélaksanaan
perjanjian Renville yang ditandatangani beberapkrbsebelumnya. Operasi
Militer Belanda Il tersebut jelas melanggar ketamtuPasal 10 dari perjanjian
Renville tentang gencatan senjata. Oleh karen&Ttd mendesak DK PBB untuk
menanggapi secara serius meletusnya kembali pehanstdi Indnesia sebagai
tindak “perkosaan terhadap persetujuan gencatajataeRenville, yang telah
ditandatangani bersama oleh Pemerintah BelandeRdanblik pada tanggal 17
Januari 1948 (Pour, 2009).

Serangan militer oleh Belanda secara mendadak btdrseelah
menimbulkan banyak korban jiwa dari pihak tentaepéblik dan kerusakan yang
sangat besar. Serangan militer ini benar-benarasamgngejutkan Pemerintah
Republik dan menimbulkan perdebatan diantara peminiRepublik karena
pimpinan militer bertekad untuk menjawab serangaltem Belanda dengan
melancarkan serangan gerilya sedangkan para pemisigl bersikukuh untuk
menerapkan strategi perlawanan melalui perjuandgplomdasi. Menurut Pour
(2009), sebagai dampak serangan militer Belanda Ykgyakarta, juga
menimbulkan pertikaian antara pelaksana OperasiteMildi Yogya dengan
pimpinan sipil di Den Haag, Belanda. Yang dipeitika adalah apakah Operasi
Militer yang tidak populer dikalangan dunia Intesmmal ini masih akan
dilanjutkan atau harus dihentikan dan bagaimanaemekan jalan keluar tanpa

harus kehilangan muka ketika semua jalan menjaatubu

2.3.1. Persiapan Agresi Militer Il

Belanda bertekad untuk merebut pangkalan udara &fagqsekarang
bernama Bandara Adi Sucipto) di Yogyakarta dengasaa pangkalan udara
tersebut selalu dipakai oleh oleh Pemerintah Répuinituk menembus blokade

Belanda, mendatangkan obat-obatan dari luar nedgamijuga sebagai lalu lintas

%0 Komisi tiga Negara (KTN) dibentuk dengan membavesmdate PBB untuk mengawasi
perundingan damai antara Indonesia dan BelandaaMesmi komisi tersebut adal&wod
Offices Committegang terdiri dari perwakilan tiga Negara (Amerileri®at, Australia dan
Belgia). Ketua KTN diatur secara bergiliran (PQ&009)
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masuknya diplomat asifly Bagi Belanda, merebut landasan udara Magoewo
menjadi sangat penting untuk dijadikan pijakan kntomendobrak pertahanan
tentara Republik Indonesia. Oleh karena itu Belangampersiapkan Operasi
Militer tersebut secara matang dengan menggelandiek pasukan darat dan
pasukan udaranya secara besar-besaran, bahkarakergelar pasukan terbesar
yang pernah dilakukan Belanda (Pour, 2009). Peasi&pperasi Militer Belanda
yang dirancang oleh Jenderal Spoor mendapat dukupgiauh dari Louis Beel,
Wakil Agoeng Mahkota di Belanda

Secara militer, persiapan Jenderal Spoor untuk oérapangan udara
Magoewo dengan sekali pukul, sangat mengesankdoerKasilan serbuan militer
tersebut bergantung pada pukulan pertama, seramgaa secara mendadak. Pour
(2009) mencatat untuk melakukan serangan secaea-besaran ke Yogyakarta
yang dikenal dengan istilalDborstood Naar Djokja’melibatkan unsur militer
andalan Belanda beserta perlengkapan militernyg yaoderen sebagai berikut:
() pasukan khusus payung baret merkbrps Speciale Troeper KST), (ii)
pasukan komando baret hijau, (iii) sebuah pesawekhead -12 dan enam buah
pesawat temputarvard dari pangkalan udara Kalijati, Bogor, (iv) empas@eat
pengebomMitchell B-25 dan dua pesawdustangP-51 dari pangkalan udara
Cililitan, Batavia, (v) enam belas pesawat angldkota C-47, pesawat
pengeboniMitchell B-25, dan empat pesawat pengirRgier Cubdari pangkalan
udara Andir, Bandung, (vi) dua puluh pesawat angRakota C-47, sebuah
pesawat Lockhead L-12, sepuluh pesawat pemburufirgplilima pesawat
pengebom B-25 dan empat pesawat Auster dari pamgkadara Kalibanteng,
Semarang, (vii) Sebagai pendukung operasi di pdagkadara Surabaya juga
disiapkan empat pesawatister enam pesawdtireflikes dan tiga pesawat angkut

ringanCatalina.

ibid

%2 Untuk menghilangkan kesan sikap kolonialnya, Bégamenghapus jabatan Letnan Gubernur
Jenderal, yang dipegang oleh Dr. Hubertus Van Mdak, menggantinya dengan jabatan Wakil
Mahkota AgoengHlooge Vertegenwoordiger van de Krdgmang mereka sebut sebagai kantor
perwakilan di Batavia untuk mengurus kepentingarajfean Belanda di bekas wilayah
jajahannya. Jabatan Wakil Mahkota Agoeng dipegéely Br. LJM Beel, yang sebelumnya
menjabat sebagai Perdana Menteri (Pour, 2009)
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Dari penjelasan tersebut diatas, dapat dikatakaw®@elanda tidak mau
kehilangan kesempatan untuk menghapus Republiknbsla dari peta melalui
serangan militer secara besar-besaran tanpa mauagair berapapun biayanya
padahal pada saat itu keadaan perekonomian Betmudag morat marit. Segala
kemampuan dan perlengkapan militer yang terbaik gyanereka miliki
dipergunakan untuk mencapai tujuan mereka yaituelmgr Yogyakarta dari
tangan Republik dan menangkap menangkap para pé&apablik yang mereka
anggap sebagai ekstremis.

Dr. Beel, selaku Wakil Mahkota Agoeng di Bataviaangat lihai
mendramatisasi laporan yang dikirim kepada Perdéeateri Dr. Drees di Den
Haag, Belanda, yang intinya melaporkan bahwa sitaksJawa semakin
memburuk sehingga Pemerintah Kerajaan Belanda memssdah tidak
mempunyai peluang selain mengijinkan dilakukanny&r@si Militer pada pukul
00:00, hari Minggu tanggal 19 Desember 1948.

2.3.2. Masa-masa Menjelang Agresi Militer 1l

Setelah perjanjian Renville ditandatangani padaarbulanuari 1948,
Belanda mendirikan beberapa Negara Bagian di wildyegkas Hindia Belanda
yang telah mereka kuasai kembali melalui Agresiitdtill misalnya di Pulau
Jawa, Belanda mendirikan Negara Pasoendan, dan emtmkbPermusyawaratan
Federal melalui konferensi Federal di Bandung phdEn Mei 1948 tanpa
memberitahu Pemerintah Republik (Pour, 2009). Bgsja Renville sulit
dilaksanakan karena kedua belah pihak, baik Belamdpun Pemerintah
Republik, saling menuduh bahwa masing-masing pihelakukan pelanggaran.

Belanda menuduh Republik melakukan banyak pelaaggatengan
melakukan penyusupan dan penyerangan disertai rphaja didalam wilayah
yang dikuasai Belanda. Mereka juga menuduh pihapuBR& tidak dapat
menguasai tentara rakyat. Sedangkan pihak Indonesiganggap Belanda tidak
pernah menghormati isi perjanjian yang telah dikafpadengan terus melakukan
politik adu domba seperti pembentukan beberapa fdegaderal dan konferensi
Federal Bandung tersebut diatas. Belanda juga utudering melakukan

pelanggaran garis demarkasi militer yang telahpdikati.
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Karena kedua belah pihak menemui jalan buntu, Belatan Pemerintah
Republik sepakat untuk melakukan perundingan dayaag dilakukan secara
bergiliran di wilayah kedua Negara.dibawah pengawakTN. Belanda tetap
berpendirian bahwa masalah Indonesia adalah madalam negeri mereka dan
mempunyai rencana sendiri untuk menyelesaikan @iasaldonesia dengan
menolak keras campur tangan Negara lain termasuk PBengan tegas wakil
Belanda dalam sidang Majelis Umum PBB menyatakahwha Pemerintah
Belanda tidak pernah mengakui hak Dewan Keaman&rk wampur tangan di
Indonesia walaupun Pemerintah Belanda telah menddsa-jasa KTR?.

Secara sepihak Belanda membentuk beberapa NegaiseriRatan
(Federal), yang merupakan boneka dari KerajaannBeladi daerah-daerah bekas
jajahan yang mereka duduki kembali. Dalam bukumsggudul: ‘De Politionele
Acti€’, Pierre Hijboer menyatakan bahwa dalam cetak g dirancang di Den
Haag, Belanda, pada pertengahan 1948, Republiknésild sesungguhnya sudah
mulai dihapus. Dalam rencana tersebut, bekas wilafandia Belanda akan
dibentuk daerah baru dengan nama Indonesia yadtig tgiri kumpulan beberapa
Negara Bagian (Federal). Setelah itu akan dibeRerkerintahan sementara yang
akan mengatur proses alih kekuasaan. Hal ini j@lsunjukkan sikap Belanda
yang arogan dan bersifat mau menang sendiri tanpagamggap kedaulatan
Negara Indonesia, bahkan secara terang-terangawarelketentuan-kententuan
yang berlaku dalam hukum Internasional mengenaakiathn suatu Negara.
Sikap Belanda juga bertentangan dengan resolused¢eamanan (DK) PBB
yan secarade factomengakui eksistensi Republik Indonesia dimanaediag
resolusi DK yang dikeluarkdfy PBB selalu menggunakan nama INDONESIA
ketimbang Netherlands Indies.

Serangan militer Belanda ke Yogyakarta sungguhktiddbayangkan
sebelumnya oleh Pemerintah Republik karena bebdrapanenjelang serangan,

Belanda dan Pemerintah Republik sedang melakukanngi@gan tentang

% Nasution, A.HSeputar Perang Kemerdekaan Indone8lisjarah AD dan Penerbit Angkasa,
1979

% Resolusi-resolusi DK PBB tersebut adalah: (i) ResidVo. 27 tertanggal 1 Agustus 1947, (ii)
Resolusi No. 30 dan 31 tertanggal 25 Agustus 1@d)7Resolusi No. 36 tertanggal 1 Nopember
1947, dan (iv) Resolusi No.67 tertanggal 28 Jarnl@dir.
http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer_Belanda.
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pelaksanaan perjanjian Renville, di daerah Kaligr@daerah wisata yang terletak
sekitar 15 Km disebelah Utara Yogyakarta). Peruyalinantara Belanda dan
Republik, yang diawasi oleh KTN, berlangsung sardeit karena Belanda tidak
pernah menyetujui setiap saran yang diajukan Répubituk mencari jalan
keluar dari kebuntuan diplomasi. Menurut catatgarad (Nasution, 1979 dan
Pour, 2009) Belanda sengaja melakukan tindakanikpghng sangat merugikan
Republik dan selalu membuat ultimatum akan melakdkelakan militer.

Karena mengganggap Republik keras kepala tanpaalpemenuruti
kemauan Belandd akhirnya Belanda memberi ultimatum kepada Refubli
bahwa serangan militer Belanda akan dilakukan peagiggal 13 Desember 1948.
Namun berkat upaya diplomasi yang dilakukan olepuRgék, melalui jasa KTN,
karena masih menginginkan dilakukannya perundirdgmai, Belanda bersedia
menunda pelaksanaan Operasi Militer tersebut, demberi peluang kepada
Republik untuk merumuskan usulan baru. Namun peitabean oleh pihak
Kabinet Belanda secara sengaja tidak disampaikagatiesegera oleh Mr. Elink
Schuurman, Ketua delegasi Belanda, kepada del&ggmiblik sehingga seolah-
olah Republik tidak menanggapi permintaan Belandakumemberi Jawaban.

Surat kepada delegasi Republik yang sebenarnya selapai di Batavia
pada tanggal 16 Desember 1948, mereka tunda pemyammya ketangan
delegasi Republik. Surat tersebut baru mereka KierKaliurang pada tanggal 17
Desember 1948 dengan ultimatum bahwa Jawaban deRgpublik harus sudah
sampai di Batavia sebelum jam 10:00 pagi, tanggaDé&sember 1948. Ini jelas
berarti bahwa mereka hanya memberi waktu kepadaliR&gkurang dari 24 jam
untuk memberi tanggapan — suatu hal yang sangalt tithsuk akal. Taktik ini
sengaja mereka lakukan untuk membenarkan tuduhamkeneébahwa pihak
Republik tidak pernah tulus dalam melaksanakaragesi perjanjian dengan

Belanda.

% pihan Republik telah bersedia untuk memberi bgtzekansesi, tetapi menolak keras
permintaan Belanda yang dinilai tidak masuk akaituydalam masa peralihan nanti tentara
Republik harus dibubarkan, dan hanya tentara Kandgelanda yang diberi wewenang untuk
menjaga keamanan termasuk di bekas daerah RejBblik, Julius. Doorstood Naar Djokja,
2009)
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Dari manuver yang dilakukan Belanda tersebut nampakwa ada
persekongkolan politik di tingkat operasional Belandi Batavia, yaitu Ketua
delegasi Belanda (Mr. Elink Schuurman), Wakil Matak@\goeng (Dr. Louis
Beel), dan Panglima militer Belanda (Letnan Jerld&imon Spoor), yang
ternyata adalah termasuk kelompok garis keras. Raetgersikukuh bahwa
Republik harus dikalahkan secara militer untuk dapanemukan penyelesaian

politik di bekas wilayah Hindia Belanda.

2.3.3. Pelaksanaan Agresi Militer Il

Operasi Militer Belanda ke Yogyakarta, yang dirargceoleh Letnan
Jenderal Simon Spoor, menerapkan stategi pendadakategische verrasing
seperti yang dilakukan oleh tentara Jepang ketikayerbu pangkalan tentara
Amerika Serikat, Pearl Harbour di Hawaii pada tatarggal 7 Desember 19%1
Operasi Militer secara mendadak tersebut dilakyaosha dini hari, hari Minggu,
tanggal 19 Desember 1948 dan melibatkan kekuathtemBelanda yang sangat
besar baik angkatan darat, angkatan laut, maupgkatan udara tanpa lebih
dahulu menyatakan perang kepada pihak RepublikaRi@atan pesawat tempur
sebagai perintis serbuan pasukan darat dan mereikac&uan serta kepanikan
terhadap penduduk sipil, meniru serangan pesawzdrig Nazi waktu menyerbu
Negeri Belanda pada awal Mei tahun 1940

Kekuatan militer yang dikerahkan Belanda untuk rneteYogyakarta
secara mendadak sungguh besar sehingga perlawangmdijakukan oleh tentara
Republik untuk mempertahankan kota Yogyakarta datigak berarti. Dalam
hitungan jam, kota Yogyakarta Belanda dapat mer¥bgtyakarta dan menawan
para pemimpin sipil seperti Presiden Soekarno, WRidsiden Mohamad Hatta,
Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya, serta mengkasmgnereka ke Sumatra,
sedangkan pimpinan militer Republik memutuskan kintoelakukan perang
gerilya. Jatuhnya Yogyakarta ketangan pasukan HBalami menyebabkan
dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesi&umatra yang dipimpin

oleh Sjafruddin Prawiranegara. Pasukan Belanda geggepatnya melakukan

38 hitp://id.wikipedia.org.wiki/Pengeboman Pearl Harbo

37 http://id.wikipedia.org.wiki/Wilhelmina_dari_Belaa
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operasi pembersihan pihak Republiken dengan meagndén menawan ratusan
orang yang dicurigai.

Menurut Nasution (1979), Pemerintah Belanda bemaisamtuk
membenarkan Aksi Militernya yang kedua ke Yogyakadengan alasan: (i)
bahwa ada infiltrasi yang dilakukan oleh pasukampu®ék ke dalam daerah-
daerah yang diduduki Belanda, (ii)) bahwa PemeriRaipublik tidak berdaya
mengendalikan TNI yang selalu merusak keamanarkemtraman, serta tidak
dapat memenuhi janji-janjinya karena tidak berkuatss pelbagai golongan di
daerahnya, dan (iii) bahwa Pemerintah Republikktitésa menekan bahaya
komunis®®

Beberapa saat setelah serangan militer ke Yogyaklldksanakan oleh
tentara Belanda, Dr. Beel, Wakil Mahkota Agoenddiavia, melakukan siaran
pers yang menyatakan bahwa Belanda sudah tidak lagauterikat dengan
perjanjian gencatan senjata dengan Republik Ind@neselalui perjanjian
Renville. Belanda menganggap pihak Republik tidakrngh bersedia
menghormati gencatan senjata dan sering melakuldangparan kedalam
wilayah yang diduduki Belanda.

Walaupun Belanda telah menduduki Yogyakarta dan ako&hn
penangkapan terhadap Presiden Soekarno dan Walsiden Hatta tertangkap,
Tentara Republik Indonesia dengan gigih terus nuidalk perlawanan terhadap
Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949 Tentara Nasindahesia (TNI) melakukan
serangan secara besar-besaran terhadap kota Yogyajang terkenal sebagai
Serangan Umur®. Serangan Balik oleh TNI terhadap Belanda di Yogytkini ,
dirancang oleh jajaran tertinggi militer berdasarkastruksi Panglima Besar
Sudirman, dengan mengikut sertakan beberapa pucogiman sipil setempat.
Serangan umum ini dilakukan untuk membuktikan kepddnia Internasional
bahwa TNI, yang nota bene juga berarti Republiloiesia, masih ada dan cukup

kuat untuk melakukan perlawanan terhadap Belandean§an Umum tersebut

% Alasan-alasan bagi pembenaran tindakan militeai tersebut disanggal oleh Pemerintah
Republik melalui Memorandum Delegasi Indonesiaateggal 20 Januari 1949 yang ditujukan
kepada DK PBB. Nasutiogekitar Perang Kemerdekaan Indonegia 11, Penerbit Angkasa,
1979

%9 http://id.wikipedia.org.wiki/Sejarah _ Indonesia
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ternyata membuat moral pasukan Belanda menurun, rdambuat posisi
Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsubig PBB.

Agresi Militer Belanda Il ini juga menuai kecambaras dari beberapa
Negara Asia. Atas inisiatif dari Burma, Perdana Manndia, Jawaharlal Pandit
Nehru, mengadakan Konferensi Asia di India yangadiih oleh 19 Negara (4
sebagai peninjau yaitu: China, Thailand, Nepal 8alandia Baru; dan 15 sebagai
peserta penuh vyaitu: Afganistan, Australia, Buri@g, Lanka, Mesir, Ethiopia,
India, Iran, Irak, Libanon, Pakistan, Filipina, Aré&audi, Siria, dan Yaman).
Konferensi yang diselenggarakan dari tanggal 20pgsahengan 23 Januari 1949
ini bertujuan untuk memberi dukungan politik danriinbagi perjuangan rakyat
Indonesia yand sedang mati-matian mempertahankamerkekaan Republik
Indonesia?’

Negara-Negara peserta Konferensi ini mengutuk Advester Belanda
karena jelas penggunaan kekuatan militer Belandzadap Negara Republik
Indonesia yang berdaulat merupakan pelanggaranekbpdap semangan piagam
PBB dan melecehkan upaya-upaya yang sedang dilalaieh Dewan Keamanan
PBB melalui jasa KTN untuk mencari penyelesaianaseaamai. Tindakan
Belanda di Indonesia sangat mengganggu perdamaiarmerupakan tindakan
agresi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasala®@RiPerserikatan Bangsa
Bangsd. Konferensi Asia ini menghasilkan tiga butir resglusituk mengatasi
perang yang sedang berlansung di Indonesia, yamgdean disampaikan kepada
DK PBB untuk dipertimbangkan dan ditindak lanjiResolusi yang pertama pada
dasarnya menguatkan dukungan terhadap semua tdamanasas PBB serta
mengakui keharusan mereka melaksanakan setiap usgputDK PBB sesuai
dengan bunyi piagam PBB. Resolusi kedua kepadaaséiegara, baik anggota
atau bukan anggota PBB, untuk:

(i) Selalu memelihara hubungan antara satu sanmantelalui saluran

diplomatik yang lazim;

0 Nasution,Sekitar Perang Kemerdekaan Indonegié 11, Penerbit Angkasa, 1979

“! pasal 39 Piagam PBB menyebutkan, hanya Dewan Kean{®K) yang dapat menentukan ada
tidaknya ancaman terhadap perdamaian, pelanggantzadap perdamaian, atau tindakan agresi,
dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakayeaqggharus diambil untuk memelihara atau
memulihkan perdamaian dan keamanan Internasiottd/twww.kompas.com.kompas —
cetak.0303/26/0pini/209227 .htm
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(i) Agar wakil-wakil mereka di Markas Besar PBBaatpara diplomat

mereka untuk selalu melakukan perundingan.

Resolusi yang ketiga menganjurkan agar PemerinéaheRntah yang
wakil-wakilnya ikut serta dalam konferensi ini dalaberkonsultasi untuk
menemukan cara dan jalan mengatasi masalah diddelain rangka usaha PBB
untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dégjanda.

2.4. Konferensi Meja Bundar Sebagai Penyelesaian Pertikan Indonesia —

Belanda.

Akibat dari Agresi Militer Belanda Il ke Yogyakartdunia Internasional,
terutama Amerika Serikat yang mengancam akan metigha bantuan mereka
kepada Belanda, melakukan tekanan dan memaksadelartuk mengadakan
perundingan kembali dengan Republik Indonésiakibat tekanan dunia
Internasional dan kelelahan melawan kegiatan geniifiter yang dilakukan oleh
TNI, Belanda akhirnya bersedia untuk melakukan peéingan dengan Republik
Indonesia, dan pada tanggal 14 April Belanda dadoriesia melakukan
perundingan damai di Jakarta untuk menyelesaikherbpa persoalan mengenai
kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja BuflélB) di Den Haag
pada tahun yang sama. Perundingan tersebut dig&j#injian Roem — Roijen
(diambil dari nama kedua pimpinan delegasi yaitthetomad Roem dan Herman
van Roijen). Perjanjian Roem — Roeijen menghasilkasepakatan sebagai
berikut:

() Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikanuaeaktivitas
gerilya mereka,;

(i) Pemerintah Republik Indonesia bersedia menghadnfé&ensi Meja
Bundar;

(i) Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Y agyta®;

(iv) Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan s@pegasi Militer
dan membebaskan semua tawanan perang;

(v) Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia setahadan tanpa

syarat sesuai perjanjian Renville pada tahun 1948;

“2 http://id.wikipedia.org.wiki/Sejarah _ Indonesia
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(vi) Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah peusek dengan
dasar sukarela dan persamaan hak;

(vi) Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekoasdan
kewajiban kepada Indonesia.

Setelah kembali dari pengasingan ke ibukota Yogyakaada tanggal 6
Juli 1949, pada tanggal 13 Juli 1949 kabinet Hagagesahkan perjanjian Roem-
Roeijen. Kemudian pada bulan Agustus 1949 gencaajata antara Belanda dan
Indonesia dimulai untuk mempersiapkan jalan merkguperundingan damai
berikutnya yaitu Konferensi Meja Bundar di Den HaaBelanda, guna
menentukan status Negara Republik Indonesia.

Setelah semua usaha Belanda untuk meredam kemarnddékdonesia
melalui jalan kekerasan yaitu Agresi Militer | ddnselalu berakhir dengan
kegagalan yang memalukan Belanda. Agresi MilitefaBda tersebut menuai
kecaman keras dari dunia Internasional yang mem&kada untuk mengakhiri
penggunaan kekuatan militer terhadap Indonesia,g yakhirnya membuat
Belanda bersedia untuk mengadakan beberapa pegamdidengan Republik
Indonesia untuk menyelesaikan perseteruan merekearase diplomasi.
Perundingan-perundingan yang kemudian dilaksanakéh Belanda dan
Republik Indonesia adalah perundingan Linggarjad®erjanjian Renville,
Perjanjian Roem — Roijen, dan Konferensi Meja Bund@erjanjian Linggarjati,
Perjanjian Renville dan Perjanjian Roem - Roijelaliedibahas sebelumnya.
diawal BAB ini.

Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan pertemuata@Pemerintah
Republik Indonesia dan Belanda yang diadakan di Baag, Belanda dari 23
Agustus hingga 2 Nopember 19%9. Sebagaimana perjanjian-perjanjian
sebelumnya, KMB pun berjalan alot walaupun akhirme@nghasilkan beberapa
butir kesepakatan, diantaranya adalah serah tekadaulatan dari Pemerintah
kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikatuali Papua bagian Barat.
Walaupun Indonesia menginginkan agar semua bekesatdaHindia Belanda

menjadi wilayah Indonesia, Belanda bersikeras &ggua bagian Barat terpisah

3 http://id.wikipedia.org.wiki/Konferensi _ Meja_Bdar
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dari Indonesia karena alasan perbedaan etnis. KMiBugd tanpa keputusan
mengenai status Papua bagian Barat sehingga dalaat p disebutkan bahwa
masalah Papua bagian Barat bukan bagian dari serama kekuasaan kepada
Republik Indonesia, dan masalah ini akan diselesailalam waktu satu tahun.

Kesepakatan berikutnya adalah dibentuknya sebusklpguan Belanda —
Indonesia dengan Kerajaan Belanda sebagai Kepagaraledan pengambil alihan
hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia.

Setelah penandatangan KMB, pada tanggal 27 Desenil9d€9,
Pemerintahan sementara dibentuk dengan Soekarnagaeliresiden, dan
Mohamad Hatta sebagai Perdana Menteri yang segembentuk Kabinet
Republik Indonesia Serikat. Walaupun Pemerintalohedia menerima persetuan
KMB dengan berat hati, hal yang paling menarik akddlahwa hasil kesepakatan
KMB, antara lain pembentukan Negara Indonesia &erdukanlah akhir dari
perjuangan Negara Republik Indonesia, karena tugedenarnya adalah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disampaikahdPresiden Soekarno ketika

menabur bunga di Taman Makam Pahlawan Semaki dyal@gta®*

“ Pour, JuliusDoorstoot Naar DjokjaKompas: Jakarta, 2009
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BAB 3
AGRESI MILITER BELANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL

Sebagaimana berlaku dalam sistem hukum lainnyajrhulkiternasional
juga mengenal tentang keberadaan subyek hukummDial&kum Internasional,
yang dimaksud dengan subyek hukum Internasionah ipemegang segala hak
dan kewajiban menurut hukum Internasional.

Dalam hukum Internasional, dikenal adanya bebenampaam subyek
hukum Internasional. Subyek-subyek hukum terseddahiNegara, Takhta Suci,
Palang Merah Internasional/lnternational Commitdéehe Red Cross (ICRC),
organisasi Internasional, Individu, serta pembetordtau pihak dalam sengketa
(belligerent)*

Sebagai salah satu subyek hukum Internasional,risl@gerupakan subyek
hukum Internasional yang bersifat klasik dan telabrima keberadaannya secara
absolut sejak dahulu kala sebagai oleh dunia lagtonal. Dikatakan demikian,
sebab apabila kita melihat kepada sejarah perkegabahukum Internasional,
dapat dilihat bahwa hakikat utama dari hukum Irdsional ialah hukum antar
Negara.

Meskipun telah diterima sebagai subyek hukum I@tgional secara
absolut oleh dunia Internasional, sebuah Negagk tdhpat serta merta masuk
dan diakui menjadi subyek hukum Internasional. Wntlapat diakui sebagai
Negara yang merupakan subyek hukum Internasiordduah Negara harus
memenuhi beberapa persyaratan yang disyaratkankekeimtuan dalam hukum
Internasional.

Syarat-syarat tersebut ialah syarat mengenai damy wilayah Negara
dengan batas-batas yang jelas, memiliki warga Negang jelas dan pasti,
memiliki Pemerintahan yang efektif, serta memikkmampuan untuk melakukan

hubungan (luar negeri) dengan Negara fiihlanya Negara-Negara yang telah

5 Kusumaatmadija, Mochtar & Agoes, EttyPengantar Hukum Internasionadlumni: Bandung,
2003.

“ Article 1 Montevideo Convention 1933 on Rights d&hdies of States
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memenuhi persyaratan-persyaratan ini yang pada uyanakan mendapat
pengakuan dan diterima sebagai subyek hukum Irgiermmal oleh dunia
Internasional.

Dikaitkan dengan permasalahan Agresi Militer yanitpkdikan oleh
Belanda terhadap Indonesia, posisi Indonesia selmagdu Negara amatlah
penting untuk dikaji. Hal ini menjadi penting memgat hanya apabila Indonesia
sebagai suatu Negara telah memenuhi syarat uniakediorikan sebagai subyek
hukum Internasional, maka klaim Indonesia yang mtkan bahwa
permasalahan Agresi Militer Belanda merupakan delquermasalahan dalam
ruang lingkup hukum Internasional dapat dibuktikan.

Hal ini terjadi sebab hanya apabila Indonesia s&bsgatu Negara telah
memenuhi syarat sebagai sebuah subyek hukum Istenad Agresi Militer
yang dilakukan oleh Belanda dapat dipandang sebsegfauah tindakan yang
melanggar ketentuan dalam hukum Internasional meagitindakan Agresi
Militer tersebut dilakukan oleh Belanda, sebagausé Negara yang merupakan
subyek hukum Internasional, terhadap Indonesiagsels@buah Negara yang juga
merupakan subyek hukum Internasional bertentangagah prinsip-prinsip dan
ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional mexgeeperangan.

Dengan kata lain, persoalan antara Belanda dannési® mengenai
Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda terhadbpmonesia, merupakan
sebuah persoalan antar Negara yang dalam hal raitbmasuk ke dalam ruang
lingkup hukum Internasional.

Namun untuk membahas secara lebih lanjut mengegaesh Militer
Belanda dengan menggunakan perspektif hukum Irdgienmal, terlebih dahulu
kita harus melihat secara lebih dalam mengenaistatdonesia sebagai sebuah

Negara dalam perspektif hukum Internasional.

3.1. Negara Indonesia Sebagai Subyek Hukum Inters#onal.

Sebagai sebuah Negara yang baru merdeka, Indoteegia mendapat
sorotan yang tajam dari dunia Internasional. Saoroitai diberikan terkait
mengenai pemenuhan atas persyaratan-persyaratark wikuinya Negara

Indonesia sebagai sebuah Negara yang merupakaeksibyum Internasional.

Agresi militer ..., Reza Ade Christian, FH U, 2011 Universitas Indonesia



42

Dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tepthak dan
kewajiban Negara, dijelaskan bahwa untuk dapatudiagbagai sebuah Negara
yang merupakan subyek hukum Internasional, suatyafdeharuslah memenuhi
syarat-syarat yang berupa memiliki warga Negaray yetap, memiliki wilayah
yang tetap, memiliki Pemerintahan (yang berdautsjta memiliki kemampuan
untuk melakukan hubungan (luar negeri) dengan Nelgam?’

Keempat syarat ini adalah mutlak untuk dipenuhihoteiatu Negara
apabila Negara tersebut hendak untuk diakui damidtia oleh dunia Internasional
sebagai Negara yang merupakan subyek hukum. Indoseisagai sebuah Negara
yang baru merdeka, tentu harus dapat membuktikamvdadirinya telah
memenuhi keempat syarat ini untuk diakui sebagapgaie yang berhak

menyandang status sebagai subyek hukum Internésiona

3.1.1. Syarat Untuk Memiliki Warga Negara Yang Te&ap

Syarat untuk memiliki warga Negara yang tetap ddagarat yang
pertama disebutkan dalam pasal 1 Konvensi Montevi#33 tentang hak dan
kewajiban Negara. Penyebutan syarat ini sebagaiatsyang pertama dapat
dimaklumi mengingat suatu Negara tidak mungkin ek@a apabila tidak terdapat
anggota masyarakat (warga Negara) yang membentgdral&u.

Hans Kelsen berpendapat bahwa hak dan kewajibag gamniliki oleh
suatu Negara dalam hukum Internasional, sebenadgmh hak dan kewajiban
semua manusia yang merupakan anggota masyaralg@mgangorganisir dirinya
dalam Negara itu. Dalam konteks ini, Negara dipagdaebagai sebuah
konstruksi yuridis yang tidak akan mungkin ada taapanya manusia-manusia
yang merupakan anggota masyarakat dari Negafa itu.

Jika memang keberadaan warga Negara itu menjadiingeniantas
bagaimana dengan Negara Indonesia pada saat kd&a@ndga? Sudahkah

4T The state as a person of international law shoos$@ss the following qualifications:
(a) a permanent population; (b) a defined territ¢cy government; and (d) capacity to
enter into relations with the other states.

8 Kusumaatmadija, Mochtar & Agoes, EttyPengantar Hukum Internasionallumni: Bandung,
2003.
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Indonesia sebagai suatu Negara memenuhi persyauatak memiliki warga
Negara?

Sebagai sebuah Negara yang berdiri diatas wilayahg ypernah
mengalami 2 kali masa penjajahan, yakni penjajaBatanda dan Jepang,
Indonesia sesungguhnya telah mengenal konsep temtarga Negara bahkan
sebelum menyatakan kemerdekaannya.

Walaupun konsep warga Negara selama masa penjajahamasih
terbatas pada konsep mengenai penggolongan penchatukin ketika Indonesia
menyatakan kemerdekaannya, konsep penggolonganugigadini menjadi
dimatangkan sehingga kemudian konsep warga Nega@nésia menjadi jelas
dan mengatur secara tegas tentang siapa yang meaja@d Negara Indonesia.

Dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Badan dHdiky Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) selama a magrsiapan
kemerdekaan Indonesia, kita dapat melihat bahwadmwarga Negara Indonesia
telah dibicarakan serta dipersiapkan secara matdely para bapak bangsa
Indonesia.

Hasil dari rapat-rapat BPUPKI tersebut kemudiatugerg dalam bentuk
sebuah pasal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Ndgdomesia tahun 1945.
Dalam pasal 26 UUD Negara Indonesia yang disahkaia panggal 18 Agustus
tahun 1945 tersebut dijelaskan bahwa yang menjadjavNegara Indonesia ialah
orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bargsaybng disahkan dengan
Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia. #etenini pula yang
kemudian melahirkan sebuah Undang-Undang No 3 tdl94i6 tentang Warga
Negara dan Penduduk Negara Indonesia yang mengaara lebih rinci
mengenai kewarganegaraan Negara Indonesia.

Dengan melihat kepada kenyataan ini, kita tentu adamenarik
kesimpulan bahwa sebagai sebuah Negara yang badekae Indonesia telah
memenuhi salah satu persyaratan yang diminta @sal @ Konvensi Montevideo
tahun 1933 tentang hak dan kewajiban Negara, yaamgenai memiliki warga
Negara.

Dikatakan demikian, sebab berdasarkan penjelasdasgisebagai sebuah

Negara yang baru merdeka, Indonesia telah bermasientukan mengenai siapa
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saja yang merupakan warga Negara Indonesia danabatid&lam waktu yang
sangat singkat, telah mampu menciptakan sebuahupmmayang secara rinci

mengatur mengenai kewarganegaraan Indonesia.

3.1.2. Syarat Untuk Memiliki Wilayah Dengan BatasBatas Yang Jelas

Selain warga Negara, salah satu unsur utama dawiakeNegara ialah
wilayah dari Negara tersebut. Hal ini terjadi sebdbklah mungkin suatu Negara
dapat berdiri tanpa memiliki suatu wilayah yang jadnwilayah dari Negara
tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hukueriasional merupakan
keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatunfab atau persoalan yang
melintasi batas Negara. Dengan demikian, keberadadwum Internasional
tidaklah dapat dipisahkan dari keberadaan sebuafarsle/ang mana keberadaan
suatu Negara juga tidak dapat dipisahkan dari bhgemya Negara tersebut
berdasarkan kedaulatan yang dimiliki oleh Negarayiang mana secara internal
kedaulatan ini diwujudkan dalam bentuk supremasi dembaga-lembaga
Pemerintahan yang ada di Negara tersebut sedasgkara eksternal ditunjukkan
dalam bentuk supremasi Negara tersebut sebagalshionkum Internasional.

Dalam konsep ini, ruang dari berlakunya kedaulateygara sebagai
kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara dibatash eldayah Negaranya,
sehingga Negara hanya memiliki kekuasaan tertindgjam batas wilayah
Negaranya. Oppenheim bahkan berpendapat bahwa adiapga wilayah dengan
batas-batas tertentu, suatu Negara tidak dapaggipnsebagai subyek hukum
Internasionaf?

Dalam pengertian ini, Negara diartikan sebagai alelkesatuan geografis
yang disertai dengan kedaulatan dan yurisdiksinyasimg-masing. Dengan
demikian wilayah suatu Negara menjadi sebuah koys@g sangat mendasar
dalam hukum Internasional untuk menunjukkan addmkaasaan tertinggi dan
eksklusif suatu Negara dalam batas-batas wilayahnya

Adapun salah satu peranan penting dari wilayah tedalam hukum

Internasional dapat dilihat dari prinsip penghom@natterhadap integritas

49 Kusumaatmadija, Mochtar & Agoes, Ettyengantar Hukum Internasionallumni: Bandung,
2003.
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kewilayahan (territorial integrity) yang dimuat dal berbagai instrumen
Internasional, yang mana salah satunya dapat tddédam bentuk larangan untuk
melakukan intervensi terhadap permasalahan-peratesainternal suatu Negara.

Melihat tentang begitu pentingnya konsep wilayahtsuNegara dalam
hukum Internasional, maka pertanyaan tentang wildyagara Indonesia pada
saat menyatakan kemerdekaannya menjadi pentings ifdnvensi Montevideo.
Apakah Indonesia sebagai sebuah Negara telah reemilayah Negara dengan
batas-batas yang jelas?

Untuk menjawab pertanyaan itu maka kita perlu na¢lkembali kepada
masa-masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Paalayeapy dilakukan oleh
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Is@opada tanggal 10 juli
1945, para bapak bangsa Indonesia telah memutus&kiui voting bahwa yang
menjadi wilayah Negara Indonesia ialah wilayah yaneliputi wilayah yang
dahulu merupakan wilayah Hindia Belanda ditambahgda Malaya, Borneo
Utara, Papua, Timor-Portugis, beserta pulau-putkitagnya. Penentuan wilayah
ini sejalan dengan janji-janji Pemerintah Jepanggydahulu pernah mengatakan
akan memberikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesiagai bagian dari upaya
mereka untuk mengambil hati rakyat Indonesia gum@eldncarkan upaya
pendudukan” Jepang atas Indonesia serta membameridgah Jepang dalam
perang dunia II.

Ketika Jepang berada pada ambang kekalahan pgramgnpin tertinggi
Jepang untuk wilayah asia tenggara, Jenderal Tieranemanggil Ir. Soekarno
dan Moh, Hatta untuk menemuinya di Markas Besatintgyi Jepang untuk
wilayah Asia Tenggara yang berada di kota Dall&rtdtuan yang kemudian
berlangsung pada tanggal 11 Agustus 1945 itu diodMden untuk menyerahkan
nasib Indonesia kepada tangan orang-orang Indoneseadiri untuk
memaklumkan dan melaksanakan kemerdekaannya skswgan janji-janji yang
telah diberikan oleh Pemerintah Jepang beberapa ts¢belumnya.

Dalam pertemuan ini Jenderal Terauchi berjanji akaemberikan
kemerdekaan bagi seluruh bekas wilayah Hindia-Bleajdan diberikan kepada
Indonesia) namun menolak rencana penggabungan ahildyindia-Belanda
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dengan wilayah bekas kekuasaan Inggris di Malaya Kiaimantan (sekarang
menjadi Negara Malaysia dan Singapura) (Rickle#®8).

Pertemuan yang dilaksanakan 2 hari setelah radmefatah Jepang
menyatakan kesanggupannya untuk menyerah kepaala ékutu dalam perang
dunia kedua ini sebenarnya dapat dilihat dari sugtya terakhir pihak Jepang
melakukan perlawanan kepada Sekutu sebelum akhimgr@ka secara resmi
menandatangani penyerahan diri tanpa syarat kepeldztu.

Dalam upaya terakhir ini, Pemerintah Jepang seolahdorong pihak
Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya dan rfaemgkvilayah yang
dahulu merupakan wilayah jajahan Jepang, setelalekaenengambilnya dari
tangan sekutu (Belanda), dibandingkan harus mengiémbh kepada sekutu
wilayah yang sebelumnya telah mereka rebut ini dgafrereka benar-benar akan
menyerah kepada sekutu.

Upaya terakhir Pemerintah Jepang ini rupanya disaiméngat oleh pihak
Indonesia yang telah lama mempersiapkan kemerdekaanndonesia pun
akhirnya menyatakan kemerdekaannya pada tanggadstus 1945 dan dengan
segera membentuk Pemerintahan yang efektif bedakulayah Indonesia.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dilihat denglas bahwa sebagai
suatu Negara, sejak awal kemerdekaannya Indonekf tmemiliki wilayah
dengan batas-batas yang jelas. Dengan demikiaragaelsebuah Negara,
Indonesia dapat dikatakan telah memenuhi syaragrkgizan wilayah Negara
dengan batas-batas yang jelas sebagaimana digamddékam pasal 1 Konvensi
Montevideo tahun 1933 tentang hak dan kewajibaraikeg

3.1.3. Syarat Untuk Memiliki Pemerintahan

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1 tahun 1933 tentank diten Kewajiban
Negara juga mensyaratkan adanya sebuah Pemerintdiam suatu Negara
sebagai salah satu syarat bagi Negara tersebw diatkui sebagai subyek hukum
Internasional.

Diadakannya syarat ini dapat dimaklumi sebab kelzena sebuah
Pemerintahan dalam suatu Negara merupakan hal pamigng. Hal ini terjadi

sebab Pemerintah dalam suatu Negara ialah sebut#n yang dengan segala
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alat-alat kelengkapannya menjalankan fungsinya gsebgpelaksana dari
kedaulatan yang dimiliki oleh Negara.

Pemerintah dalam hal ini dipandang sebagai rept@siesatu-satunya dari
Negara baik dalam urusan melaksanakan kedaulatayardlesecara internal,
seperti menjalankan fungsi untuk menyelenggarakaegaikh, menetapkan
kebijakan-kebijakan publik, membuat serta menempKaukum; maupun
berfungsi sebagai representasi dari Negara dalarsanonya untuk melakukan
hubungan diplomatik dengan Negara lain.

Keberadaan sebuah Pemerintahan dalam suatu Neggea dapat
digunakan sebagai indikator untuk menentukan apaketiu Negara tersebut
telah memiliki kedaulatan ataupun tidak.

Sebagai sebuah Negara yang baru saja merdeka,ekidotentu harus
membuktikan diri kepada dunia Internasional bahwi@nyh sebagai sebuah
Negara telah pula memiliki kedaulatan yang dibutikdengan keberadaan
sebuah Pemerintahan nasional yang efektif dan biatda

Bukti-bukti bahwa Indonesia sebagai sebuah Negatah t memiliki
sebuah Pemerintahan nasional yang efektif dan blatdaapat dilihat sejak
tanggal 18 Agustus 1945. Pada waktu tersebut BaR#rsiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) telah menetapkan untuk menganigk&oekarno serta Moh.
Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden Negdmésia.

Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945, selainetapkan untuk
membagi wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi, PRiga menetapkan untuk
membentuk 12 departemen sebagai sebuah upaya metulastikan berjalannya
Pemerintahan dengan efektif dan efisien. Semeittafada tanggal 22 Agustus
1945, PPKI juga telah menetapkan untuk membentukittoNasional, partai
nasional Indonesia, serta badan keamanan rakyaapukd pada tanggal 25
september 1945, melalui putusan Presiden RI, PatabriRl secara resmi
meresmikan posisi pegawai negeri dalam Pemerintislegara Indonesia.

Keberadaan Pemerintahan yang berdaulat dan efdiktiidonesia juga
dapat dilihat dari akivitas Pemerintahan Repubittdnesia pada masa-masa awal
kemerdekaan hingga selama masa Agresi Militer Bielandan Il berlangsung.

Pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan bates&ipun dipenuhi oleh
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ketidak-stabilan politik yang terjadi akibat darerpkaian politik yang terus
menerus berlangsung antara partai politik sehirigggap menyebabkan kabinet
Pemerintahan Indonesia jatuh bangun, namun Pemlerintionesia tetap dapat
menjalankan fungsinya sebagai Pemerintahan yamablet dan efektif.

Dimulai dari kemampuan Pemerintah Indonesia untakmbentuk
kabinet-kabinet Pemerintahan (yang meski berulaalg jktuh bangun namun
tetap mampu untuk menjalankan fungsi Pemerintabaik eksekutif, legislatif
maupun yudikatif dengan efektif), kemampuan untudnoetak mata uangnya
sendiri yang diberi nama Oeang Repoeblik IndonegiRl), kemudian
kemampuan Pemerintah Indonesia untuk mengorgahiskuatan angkatan
bersenjatanya meskipun pada kenyataanya dilapangesih terdapat banyak
Laskar-Laskar bersenjata yang belum tergabung deragekatan bersenjata
Republik Indonesia pada saat itu, hingga kemamp@smnerintah Indonesia untuk
mengirimkan wakil-wakil Pemerintahan untuk melakuk@aubungan diplomatik
dengan Negara-Negara lain yang mana dikemudian kemampuan untuk
melakukan hubungan diplomatik ini sangat bergunalkumenolong perjuangan
bangsa Indonesia dalam menghadapi Agresi Militeigydilakukan oleh Belanda
(Nasution,1979).

Efektifitas dari Pemerintahan Republik Indonesigajuapat terlihat dari
tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah fedoa dalam menangani
upaya-upaya pemberontakan dalam negeri yang tef@am kurun waktu 1946-
1965. Bahwa pada masa-masa awal kemerdekaan Inadeesatat sedikitnya
terjadi beberapa kali pemberontakan yang dilakukeh warga Negara Indonesia
sendiri terhadap Pemerintahan Republik Indonesia.

Pemberontakan-pemberontakan seperti DI/TII di JaBarat yang
dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo yang memberontalbagai reaksi ketidak-
puasan dari penandatanganan perjanjian Renvilla Blemerintah Indonesia,
pemberontakan DI/ TIl juga kemudian terjadi di wda Aceh (yang dipimpin
oleh Daud Beureuh), Kalimantan Selatan (yang dipingbeh Ibnu Hajar), dan
wilayah Sulawesi Selatan (dipimpin oleh Kahar Mkaak serta pemberontakan
oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1%HEalu mampu untuk

diatasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengara-cara yang efektif
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meskipun terkadang harus mengorbankan nyawa dak dangsa sendiri
(Nasution, 1979).

Melihat kepada fakta-fakta tersebut, efektifitagi dandakan-tindakan
yang diambil oleh Pemerintah Indonesia juga dapiiatl sebagai sebuah contoh
tentang dimilikinya sebuah Pemerintahan yang dfelean berdaulat yang tidak
hanya mampu untuk mempertahankan kedaulatannyaupayia pemberontakan
yang terjadi tetapi juga mampu untuk mengatasimymydn cara-cara yang efektif.

Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahsyaksdari tanggal 18
Agustus 1945, Negara Indonesia telah memiliki sebBamerintahan dalam
Negaranya. Pemerintahan nasional ini telah dapaébdi sebagai sebuah
Pemerintahan yang efektif dan berdaulat mengirmdtiffakta yang terjadi pada
hari-hari setelah pembentukan Pemerintahan nasiddegara Indonesia,
Pemerintah RI telah mampu menunjukkan dirinya sabsgbuah Pemerintahan
yang berdaulat dengan menjalankan fungsi Pemeéantata secara efektif dan

berdaulat.

3.1.4. Syarat Untuk Memiliki Kemampuan Melakukan Hubungan Dengan

Negara Lain

Syarat terakhir yang dimuat dalam pasal 1 Konvétsintevideo tahun
1933 tentang hak dan kewajiban Negara untuk selNedmara dapat diakui
menjadi subyek hukum Internasional ialah syaratukinmampu melakukan
hubungan Negara lain.

Sebagai syarat terakhir, syarat ini memiliki kaitgang erat dengan
pengakuan yang diberikan kepada sebuah Negard\elghra lainnya. Dikatakan
demikian sebab pada umumnya, sebuah hubungan diploemtar Negara tidak
akan mungkin terjadi tanpa terlebih dahulu didasarkpada pengakuan
keberadaan dan kedaulatan antar Negara dan bedgsgbaliknya bahwa suatu
hubungan diplomatik antar Negara pada umumnya b&eakibat pada pemberian
pengakuan atas eksistensi dari Negara tersebusbedtale factomaupun secara
de jure

Sebagai syarat yang terakhir, syarat untuk memiké&mampuan untuk

berhubungan dengan Negara yang lain berkaitan tatak hanya dengan
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kemampuan suatu Negara untuk membuat sebuah hubangamatik dengan
Negara lain melainkan juga daya tawar politik ydmygiliki oleh suatu Negara.

Pada umumnya pengakuan atas eksistensi dari swafardy baik secara
de factomaupunde jureoleh Negara lain (yang sangat dibutuhkan untuk ot&m
sebuah hubungan diplomatik dengan Negara lainnidgk thanya semata
didasarkan pada kemampuan Negara tersebut unt@kokein hubungan dengan
Negara lain tetapi juga berdasarkan pertimbangditispaari Negara yang
memberi pengakuan.

Dalam praktek bernegara, suatu Negara baru tidak sé&rta merta dengan
begitu saja mendapatkan pengakuan dari Negarataseksistensinya meskipun
Negara tersebut bisa saja telah memiliki keseluryterangkat (seperti wilayah
yang pasti, Pemerintahan yang berdaulat, dan pekdyang tetap) yang
memungkinkan dirinya untuk memulai suatu hubungamgdn Negara lain.
Negara-Negara yang telah dulu ada biasanya akarparbitungkan unsur-unsur
politis (seperti apakah memang secara politik Negarsebut mampu untuk
menjadi sebuah Negara atau apakah memberikan pengtdhadap Negara baru
tersebut akan mendatangkan keuntungan-keuntungan yiang mungkin saja
tidak hanya terbatas pada keuntungan politis, b&gara yang memberikan
pengakuan bagi Negara baru tersebut) sebelum miabgrengakuan terhadap
sebuah Negara baru yang sangat diperlukan guna laienuibungan diplomatik
dengan Negara lain.

Terkait dengan persoalan Indonesia, posisi Indanssbagai sebuah
Negara yang baru saja merdeka tentu saja menimbulkebuah pertanyaan
tentang kemampuan Indonesia untuk memulai suaturntgamn diplomatik dengan
Negara lain. Apakah Indonesia, sebuah Negara yamg baja merdeka dan
sedang mengalami permasalahan dengan Inggris dé&ndae (yang hendak
menguasai kembali wilayah bekas jajahannya) telamitiki kemampuan untuk
melakukan suatu hubungan diplomatik dengan Negaraya.

Pada sub-bab sebelumnya penulis telah menjelaskémvab sebagai
sebuah Negara, Indonesia telah memiliki wilayahgdenbatas-batas yang jelas,
penduduk yang tetap serta Pemerintahan yang etidifoerdaulat. Ketiga unsur

tersebut, terutama dimilikinya pemerintahan yangkef dan berdaulat, sangat
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membantu Indonesia, sebagai sebuah negara yangsbfumerdeka, untuk
memiliki kemampuan melakukan hubungan dengan Ndgara

Di dalam bukunya, Nasution (1979) menjelaskan denganjang lebar
bahwa berkat kepiawaian berdiplomasi tokoh-tokohmé&etah Republik
Indonesid® pada saat itu, Indonesia mampu untuk melakukatu suabungan
diplomatik dengan Negara lainnya dengan terlebithulla mendapatkan
pengakuan secara de facto dan de jure dari Neg@ara tersebut.

Tidak hanya dalam permasalahan untuk memperolelyagean dari
Negara-negara lain, para tokoh-tokoh tersebut ppgampu untuk membina suatu
hubungan yang baik dengan organisasi-organisasini@sional yang ada, seperti
PBB dan Palang Merah Internasional yang semakingoakan bukti bahwa
Indonesia telah mampu untuk membina suatu huburigan negeri dengan
Negara-Negara lain termasuk juga dengan organsganisasi Internasional
yang ada pada saat itu.

Keterlibatan aktif Pemerintah Indonesia melalui Wvakakilnya dalam
sidang-sidang Dewan Keamanan PBB yang membahasemangermasalahan
antara Indonesia dengan Belanda, serta kemampumerifgah Indonesia untuk
turut aktif dalam pertemuan antar Negara dalamaskdkrnasional, seperti pada
saat berlangsungnya Konferensi Asia yang memberiétiakungan terhadap
Indonesia atas permasalahannya dalam menghadagsiAgiliter Belanda, juga
turut menjadi bukti dari kemampuan Indonesia sebaghuah Negara untuk
membina suatu hubungan diplomatik dengan Negarayai

Melihat kepada bukti-bukti ini, kita tentu dapatmiguat suatu kesimpulan
bahwa Indonesia, meskipun merupakan sebuah Nega@haru saja merdeka,
telah memiliki tidak hanya wilayah negara dengata®#atas yang jelas, dan
penduduk yang tetap, tetapi juga telah memilikusébpemerintahan yang efektif
dan berdaulat yang mampu untuk membawa Negara ésttomelakukan suatu
hubungan diplomatik dengan Negara lainnya yandp tiellaih dahulu ada sebelum

Indonesia merdeka.

* Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Moh. Hatta, Haji A&alim, Syahrir, dll.
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Dari penjelasan dalam sub-bab sebelumnya, maka teméu dapat
menyimpulkan bahwa sebagai sebuah Negara, Indotedata memenuhi segala
persyaratan sebagai mana disyaratkan dalam pa&ahdensi Montevideo tahun
1933 tentang hak dan kewajiban Negara untuk dauid sebagai sebuah
Negara yang merupakan subyek hukum Internasional.

Sebagai sebuah Negara yang telah memenuhi syarak dikatakan
sebagai subyek hukum Internasional, Indonesia thenamiliki kedudukan yang
sama dengan Belanda yang juga merupakan Negarany@mgdi subyek hukum
Internasional.

Status sebagai subyek hukum Internasional menualki bahwa kedua
Negara harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan tgadgpat dalam hukum
Internasional. dan mengingat kedua Negara terdelngah terlibat dalam suatu
permasalahan akibat dari tindakan Belanda yang kuleda Agresi Militer
terhadap Indonesia, maka akan sangat tepat apathilenelihat tindakan Belanda

tersebut dalam perspektif hukum Internasional.

3.2.  Agresi Militer Dalam Ketentuan-Ketentuan Hukum Internasional

Belajar dari dampak kehancuran yang ditimbulkarh alea kali perang
dunia, hukum Internasional semakin berkembang nmuenajah dimana
penggunaan cara-cara kekerasan untuk menyelesaiwagketa antar Negara
semakin ditinggalkan dan penggunaan cara-cara [emayan sengketa antar
Negara secara damai semakin ditekankan untuk dkgnna

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudiajadnelasar atas
berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapanjadi bukti dari
perkembangan hukum Internasional tersebut. Daleagaf PBB tersebut kita
dapat melihat bahwa Negara-Negara yang ada, yamyadari betapa dua kali
perang dunia telah menyengsarakan begitu banyalak pibepakat untuk
membangun kembali tatanan dunia serta hukum Irgemal menjadi lebih baik
dari sebelumnya dengan mendasarkan pada pemenakas#&si manusia, serta
penghormatan atas kesamaan derajat antar bangs&ebar maupun kecil, serta
menjamin pada terciptanya keamanan serta kedamaida®*

®1 Article 1 UN Charter
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Bahwa untuk memenuhi tujuan itu, setiap Negara ypada saat itu
menandatangani Piagam PBB serta menjadi anggotaP8& tersebut sepakat
untuk membatasi penggunaan kekuatan militer serteanekankan pada
penggunaan cara-cara damai untuk menyelesaikanapalahan antar Negara
yang mungkin akan timbul di kemudian h#i.

Dalam piagam ini, penggunaan kekuatan militer oklatu Negara
dibatasi kebolehannya hanya untuk hal-hal yangraecendesak perlu dalam
rangka upaya membela diri dari ancaman yang nyataseketika terjadi pada
Negara tersebuf, atau pun untuk melaksanakan keputusan Dewan Keaman
PBB sebagai badan yang berwenang untuk menentwamtau tidaknya suatu
keadaan yang mengancam keamanan dan perdamaiaa dami mengambil
tindakan untuk menjaga keamanan dan ketertibaradiari ancaman tersebit.

Dalam pengertian ini, kita dapat melihat bahwaiselmtuk melakukan
upaya pembelaan diri dari ancaman yang nyata degtike terjadi atau untuk
melaksanakan keputusan sebagaimana diambil olelaE®amanan PBB, suatu
negara tidak dibenarkan untuk menggunakan kekunaiigernya terhadap negara
lain terlebih apabila penggunaan kekuatan milgesebut dilakukan untuk tujuan-
tujuan yang bersifat negatif seperti untuk mergmgnganeksasi) wilayah yang
dimiliki oleh negara lain ataupun untuk melakukaomeriyelesaian sengketa”
dengan negara lainnya.

Di dalam Piagam PBB memang tidak terdapat ketenyaag secara tegas
mengatur mengenai pelarangan terhadap suatu Negtrk melakukan Agresi
Militer, namun dengan melihat kepada pembatasarbp&amsan mengenai
penggunaan kekuatan militer oleh suatu Negara,gs@ibana tercantum dalam
ketentuan pasal 2, pasal 39, dan pasal 51 daraRid@BB, maka kita dapat
menarik kesimpulan bahwa Agresi Militer (penggun&akuatan militer yang
tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercad&lam Piagam PBB)

52 Article 2 UN Charter
%3 Article 51 UN Charter

% Article 39 UN Charter

Agresi militer ..., Reza Ade Christian, FH U, 2011 Universitas Indonesia



54

merupakan suatu tindakan yang terlarang untuk wliak oleh suatu Negara
terhadap Negara lainnya.

Selain dengan menggunakan ketentuan hukum yangptrddalam
Piagam PBB, ketentuan hukum Internasional yang atendgentang penggunaan
kekuatan militer oleh suatu Negara juga dapatalldalam Konvensi Montevideo
tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara. Dakamvensi tersebut,
dijelaskan bahwa setiap Negara memiliki kewajibantuk menghormati
kedaulatan yang dimiliki oleh Negara lainnya, yangna dalam hal ini setiap
Negara dilarang untuk melakukan intervensi terhalkisgiaulatan yang dimiliki
oleh Negara lainny& Bentuk intervensi ini tidak hanya dibatasi ata@rivensi
dengan menggunakan kekuatan militer (Agresi Miljteamun demikian dalam
hal telah terjadi sebuah pengambil-alihan suatayaih Negara oleh Negara lain
dengan menggunakan kekuatan militer, maka konvensecara tegas melarang
setiap peserta dari konvensi tersebut untuk menddéum maupun keuntungan
apapun atas wilayah yang diduduki oleh suatu Negargy melakukan Agresi
Militer tersebut®

Hal ini terjadi sebab pada hakikatnya tindakan s=mmaitu bertentangan
dengan semangat utama dari setiap Negara yangusalar memiliki tujuan
utama untuk menjaga perdamaian dunia serta selahgumsahakan penggunaan
cara-cara damai untuk menyelesaikan setiap peratasalyang mungkin timbul
diantara Negara-Negara yang afa.

Dalam prakteknya, isu mengenai Agresi militer mekgn isu yang
sangat sensitif bagi dunia Internasional. Sejarahadmencatat setidaknya hampir
seluruh negara yang melakukan pernah melakukan sAgdvkliter terhadap
Negara-Negara lainnya selalu mendapatkan hukumary ¥e@ras dari dunia
Internasional.

Jerman, Jepang, dan ltalia dapat menjadi contobkuNegara-Negara

yang mendapatkan hukuman yang sangat keras daa thiernasional sebagai

%5 Article 8 Montevideo Convention 1933 on Rights &hties of States
%% Article 11 Montevideo Convention 1933 on Rights &uties of States

> Article 10 montevideo Convention 1933 on Rightd &uties of States
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akibat dari dilakukannya Agresi Militer oleh negaregara tersebut. Kita tentu
dapat mengingat bagaimana perilaku Agresi Militerman, Jepang, dan lItalia
yang menyerang Negara-Negara tetangganya, sehkeggadian menyebabkan
terjadi Perang Dunia Il yang memiliki akibat yargngat dahsyat karena telah
menelan korban jiwa dan menimbulkan kerugian métgang begitu besar,
menjadi penyebab dari jatuhnya hukuman dari dumiarmasional yang berupa
penangkapan besar-besaran sejumlah petinggi Negaebut, termasuk petinggi
militer yang turut terlibat dalam melakukan Agrédiliter, untuk kemudian
dijatuhi hukuman mati atas tuduhan melakukan keégmh@erang dan kejahatan
terhadap kemanusiaan. Tidak hanya itu, Negara-ldegersebut kemudian
dituntut untuk mengganti kerugian materiil yang etith oleh Negara-Negara
yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari shgviliter yang mereka
lakukan.

Contoh lain dari reaksi dunia Internasional terlpadaatu bentuk Agresi
Militer juga dapat dilihat dari kasus Agresi Militgang dilakukan Negara Irak
terhadap Negara Kuwait pada periode tahun 1990:1P@#la peristiwva yang
dikenal sebagai Perang Teluk | tersebut Negara $e&ara terang-terangan
melakukan Agresi Militer terhadap Kuwait untuk mangksasi wilayah Kuwait
yang kaya akan minyak. Atas peristiwa ini, dunigefnasional kemudian
memberikan reaksi yang keras terhadap Agresi Miligang dilakukan oleh Irak
dengan cara menjatuhkan sanksi ekonomi sekaligngehgrkan resolusi Dewan
Keamanan PBB yang berisi perintah kepada Negaraildemnggota PBB untuk
membentuk pasukan koalisi dibawah bendera PBB gnekkukan serangan
balasan terhadap Irak guna membebaskan wilayah iKyaag diduduki oleh
Irak.®

Seiring dengan perjalanan waktu, pasukan koalishgyalibentuk
berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB no 67&édiasil untuk memukul
mundur pasukan Irak dari Kuwait dan mengakhiri gigvia yang dikenal sebagai
Perang Teluk I. Sebagai akibat dari peristiwa yengatat telah menelan korban
jiwa dan menimbulkan kerugian yang sangat besaebert dunia Internasional
pun kini semakin bersikap keras terhadap segaltubekgresi Militer. Hal ini

%8 http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_War
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dapat terlihat dari semakin kerapnya dunia Inteoma$ untuk mengeluarkan
sanksi-sanksi yang tegas dan keras (dalam rupaepikban embargo, sanksi
ekonomi, hingga pengerahan kekuatan bersenjatsddep Negara-Negara yang
telah melakukan Agresi Militer.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat memdtaimwva meskipun
perihal mengenai Agresi Militer tidak secara khusligtur dalam ketentuan-
ketentuan dalam hukum Internasional, namun denganggunakan beberapa
ketentuan sebagaimana telah penulis sebutkan sefmgdu untuk melihat
pandangan dari hukum Internasional mengenai Aghkdifier serta melihat
kepada praktek yang dilakukan oleh Negara-Negang gaa terkait reaksi dunia
Internasional terhadap Agresi Militer yang munggitfakukan oleh suatu Negara
kita dapat menyimpulkan bahwa Agresi Militer merkga suatu hal yang
dilarang untuk dilakukan dalam hukum Internasional.

Pelarangan tersebut tidak hanya karena Agresiavigiangat bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam PiRgBnserta Konvensi
Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajibanargtetapi juga sangat
ditentang oleh Negara-Negara yang ada dalam prdi¢ekegara antar Negara
mengingat Agresi Militer selalu menghasilkan tidenya korban jiwa yang besar

tetapi juga menimbulkan kerugian materiil yang besa

3.3. Agresi Militer Belanda Melanggar Ketentuan-Keéentuan Dalam

Hukum Internasional

Dalam bukunya, Nasution (1979) menjelaskan bahwkndasetiap
kesempatan, pihak Belanda selalu mendalilkan balgeesi Militer yang
dilakukannya bukanlah suatu tindakan Agresi Militeelainkan hanya sebuah
aksi untuk mengembalikan keamanan dan ketertibalandanegri (Aksi
Polisionil). Tindakan ini dilakukan Belanda untulengesankan bahwa seolah-
olah Indonesia masih merupakan wilayah milik Bedandan juga guna
menghindari sorotan dunia Internasional yang peat #u bersikap sensitif
terhadap peperangan setelah mengalami kehancungriuar biasa akibat perang
dunia kedua.
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Sikap seperti ini tentu saja mendapat tantangary yamas dari pihak
Indonesia. Didalam bukunya, Nasution memuat menthnandelegasi Indonesia
kepada Dewan Keamanan PBB tertanggal 20 januar® 324hg mana dalam
memorandum tersebut pihak Indonesia tidak hanyalbraetah secara keras dalil-
dalil dari Belanda tetapi juga membuktikan bahwdil-dalil pihak Belanda
mengenai Agresi Militernya merupakan dalil yangabatlan menyatakan bahwa
Agresi Militer yang dilakukan oleh pihak Belandasebut merupakan suatu
tindakan yang bertentangan dengan hukum Internalsion

Salah satu dalil pihak Belanda yang dibuktikanlsaleh pihak Indonesia
adalah mengenai dalil yang menyatakan bahwa Advdger yang dilakukan
oleh pihak Belanda hanyalah merupakan suatu AkdisiBail yang tidak
memiliki dimensi Internasional sama sekali.

Pihak Indonesia menyangkal keras dengan mengatasdawa pada saat
Agresi Militer, baik Agresi Militer I maupun AgresMiliter Il dilakukan,
Indonesia sudah merupakan sebuah Negara yangibseddiri, dan memiliki
kedaulatan penuh atas wilayahnya. Dalam sub-bablsahya, penulis telah
menulis mengenai kedudukan Negara Indonesia selsapaiah subyek hukum
Internasional. Dalam penjelasan sub-bab tersebotligetelah membuktikan
bahwa pada dasarnya Indonesia sebagai sebuah Nebtdranemenuhi segala
persyaratan sebagaimana terdapat dalam ketentsahlp&onvensi Montevideo
tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara untakudsebagai Negara yang
merupakan subyek hukum Internasional. Bahwa demgamenuhi persyaratan
tersebut, Indonesia tidak lagi dapat dikatakan g@&baebuah wilayah yang
merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Belandaangmgat kedudukan
Indonesia kini telah setara dengan Belanda sebiggara yang merupakan
subyek hukum Internasional.

Melihat kepada keadaan ini, kita tentu dapat memaHhHzahwa pada
hakikatnya Agresi Militer yang dilakukan oleh Betn terhadap Indonesia
bukanlah sebuah permasalahan dalam lingkup nasiomghinkan sebuah

permasalahan dalam ruang lingkup Internasional.
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Mengingat permasalahan antara Indonesia dengamdielanerupakan
permasalahan dalam ruang lingkup Internasional,antatia tentu perlu melihat
Agresi Militer Belanda dalam perspektif hukum Im@sional.

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, kimdsikum
Internasional tidak mengatur secara spesifik meaigkgresi Militer, namun pada
hakikatnya hukum Internasional mengatur secaras jelaengenai perihal
kebolehan penggunaan kekuatan militer oleh suatgafde terhadap Negara
lainnya. Dalam perspektif ini kita tentu mempertakgn tindakan Belanda yang
melakukan Agresi Militer (menggunakan kekuatan terifiya) terhadap
Indonesia.

Pada kenyataanya, Agresi Militer yang dilakukanhokelanda tidak
dilakukan baik dalam rangka upaya membela diriagap ancaman yang nyata
dan seketika ataupun dalam rangka melaksanakans tuggbagaimana
diamanatkan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. nBelasemata-mata
melakukan Agresi Militer demi mencapai tujuannyaulinberkuasa kembali di
wilayah Indonesia, wilayah yang dahulu pernah ndénjmilayah jajahannya
selama 350 tahun dengan terlebih dahulu melakukemyaiupaya diplomatik
“setengah hati” yang sengaja dilakukan untuk memgem bahwa penggunaan
kekuatan militer merupakan satu-satunya jalan umhéayelesaikan sengketa
dengan Indonesia dikarenakan sikap Indonesia yaaeka katakan “selalu
menggagalkan keberlangsungan upaya penyelesaiagkesan melalui jalur
diplomasi”.

Tindakan semacam ini tentu saja bertentangan sggtasadengan prinsip-
prinsip yang terdapat dalam ketentuan hukum Inteonal. Belanda tidak hanya
telah melanggar kedaulatan Indonesia sebagai sedaghra tetapi juga telah
melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum Inteynaki

Setidak-tidaknya terdapat 5 poin yang dapat dilinatuk mengatakan
bahwa Aksi Militer Belanda pada hakikatnya merupalkiegresi Militer yang
melanggar ketentuan-ketentuan dalam Hukum Intesnaki

1. Pada hakikatnya Agresi Militer Belanda terhadapoimesia telah
melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Internasioebhgaimana

tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933 tentandk Han
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Kewajiban Negara khususnya dalam pasal 3 dan pdsal
Dalam pasal 3 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hn
Kewajiban Negara dijelaskan bahwa eksistensi sbigara tidak
dipengaruhi oleh pengakuan dari Negara lainnyaamgbengertian
ini, meskipun suatu Negara belum mendapatkan pegaklari
Negara lain, hal ini tidak berarti Negara terseimdk eksis sebagai
sebuah Negara, melainkan tetap eksis sebagai sélagata apabila
telah memenuhi syarat-syarat untuk terbentuknyatusiNegara
sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dari Konvemsitédideo
1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara. Sementargpastal 4
Konvensi Montevideo 1933 Tentang Hak dan Kewajilegara
secara jelas mengatakan bahwa setiap Negara miekatikidukan
yang sama di mata hukum Internasional, memiliki-hak yang
sama, dan memiliki kapasitas yang sama untuk naerkah
fungsinya sebagai sebuah Negara. Hak-hak terseiolatklah
didasarkan pada sejauh mana kekuatan yang dinulé setiap
Negara untuk menjamin pelaksanaan dari fungsi Negaelainkan
pada kenyataan bahwa Negara tersebut merupakareksiiojkum
dalam Hukum Internasional. Dari pengertian ini,aktentu dapat
melihat bahwa penggunaan dalil oleh Belanda yangcote untuk
membenarkan tindakan Agresi Militernya kepada I dengan
mengatakan bahwa Agresi Militer tersebut hanyalaérumpakan
sebuah Aksi Polisionil belaka mengingat bagi Be#tanshdonesia
bukanlah sebuah Negara (karena belum mendapatkeyalean de
jure oleh Belanda) melainkan hanya bagian dari yahaya yang
hendak memberontak tidaklah tepat. Dalil tersebenjadi cacat
karena meskipun belum mendapatkan pengakuan peteutia¢to
dande jure oleh Belanda, Indonesia tetaplah sebuah Negarg ya
memiliki  hak untuk mempertahankan integritasnya dan
kedaulatannya dari segala bentuk upaya pelanggaatas
kedaulatannya sebagai sebuah Negara mengingat dsidotelah

memenuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan d&anvensi
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Montevideo 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negatakudapat
dikatakan sebagai sebuah Negara yang merupakarmksidykum
Internasional. Dan sebagai sebuah Negara yang alanpsubyek
Hukum Internasional, Indonesia tidak hanya memikkidudukan
tetapi juga hak-hak yang sama dengan Belanda selsapaah
Negara yang mana tentu saja segala hal-hal irk tdpat dilanggar
begitu saja oleh Belanda dengan melakukan Agrekiekterhadap
Indonesia.

2. Agresi Militer Belanda merupakan sebuah tindakamgyalapat
dikatakan sebagai sebuah penyalahgunaan kekuatiter naleh
Belanda yang tidak hanya melanggar tujuan darigPiagBB tetapi
juga melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimanantanas dalam
Piagam PBB  khususnya pasal 49 dan pasal 51.
Dikatakan demikan sebab pada dasarnya sebagailsébegara
yang merupakan anggota PBB, Belanda memiliki kdvaajiuntuk
menyelesaikan segala bentuk permasalahan dengaaraNkEgnnya
dengan menggunakan cara-cara damai, tanpa menggunak
ancaman, kekuatan militer, ataupun tindakan-tinddkanya yang
bertentangan dengan tujuan utama dari Piagam Piite apabila
tindakan-tindakan tersebut melanggar kedaulataritoft@l) dari
suatu Negara vyang ada di dunia Internasiohal.
Tindakan Agresi Militer Belanda menjadi sebuah dikah yang
melanggar ketentuan dalam Hukum Internasional dil@tan oleh
sifat dari tindakan tersebut yang dilakukan dengehanggar batas-
batas kebolehan penggunaan kekuatan militer yajigkdn dalam
hukum Internasional. Agresi Militer Belanda tida&nlya dilakukan
dengan alasan yang tidak tepat, karena tidak diekdalam rangka
upaya pembelaan diri atau melaksanakan keputusanDdavan
Keamanan PBB, tetapi juga melanggar dari semargatpdinsip-

prinsip umum yang terkandung dalam Piagam PBB ks

% Pasal 2 butir 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
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mengenai prinsip penghormatan atas kedaulatan gemnigki oleh
suatu negara dalam posisinya sebagai subyek Hukigmnésional.

3. Selain melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konwdositevideo
1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara dan PiagaB) RBresi
Militer Belanda juga dapat dikatakan melanggar keten-ketentuan
yang termuat dalam resolusi-resolusi Dewan KeamaR&B
mengenai perintah untuk menghentikan permusuharaa®elanda
dengan Indonesia serta untuk melakukan gencatajataedan
melakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa melaluir
diplomatik. Secara jelas kita dapat melihat bahwgresi Militer
yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesiek titanya tidak
sejalan dengan perintah yang tercantum dalam Es@solusi
Dewan Keamanan PBB mengenai penghentian permusdaan
penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik fiejaiga dapat
dikatakan melanggar perintah gencatan senjata denghak
Indonesia sebagaimana termuat dalam resolusi-gsdlewan
Keamanan PBB tersebut.

4. Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda juga daplikatakan
melanggar isi dari berbagai kesepakatan antara riteate Belanda
dengan Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalamtuk
perjanjian-perjanjian Internasional yang dibuatholeedua belah
pihak dalam rentang waktu 1946-1947. Agresi Militeelanda
dikatakan  melanggar dari  berbagai  perjanjian-pggan
Internasional yang telah dibuat sebelumnya olehdPiatah kedua
Negara karena pada hakikatnya Agresi Militer sarfgmtentangan
dengan isi berbagai macam perjanjian-perjanjianerhatsional
tersebut terutama yang berkaitan dengan pengakeaargle fact9
terhadap wilayah Republik Indonesia oleh Belandagyanana
melalui Agresi Militernya, Belanda terus berupayantuk
menganeksasi wilayah-wilayah yang merupakan wilaiR@publik
Indonesia dan berupaya untuk menghancurkan Repuididnesia

guna menguasai kembali wilayah Republik Indonesia.
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Bahwa dalam beberapa kesempatan Belanda selalu atagag
bahwa mereka menganggap bahwa segala macam bemjaRjipn
Internasional yang pernah dibuatnya dengan Perafrilmdonesia
hanyalah merupakan dokumen politik belaka dan dakasebuah
perjanjian Internasional yang patut untuk ditepain ditaati, namun
hal itu tidak dapat menjadi dalil untuk membenarkadakan Agresi
Militer yang dilakukan oleh Belanda yang sangatgsén
bertentangan dengan isi dari perjanjian-perjanjrarnasional yang
pernah dibuat antara pemerintah Belanda dengan ri?eate
Indonesia.

5. Dalam buku Nasution (1979) kita juga dapat melibatwa ketika
melakukan Agresi Militernya, Belanda kerap melakulsgrangan-
serangan yang ditujukan kepada kalangan sipil seloegksi frustasi
atas perang gerilya yang dilakukan oleh angkatarsebgta
Indonesia terhadap tentara Belanda. Salah satstiperiyang cukup

terkenal ialah peristiva pembantaian di rawa gedeada tentara

Belanda membantai habis rakyat sipil yang adawlargede semata
mata hanya karena menuduh bahwa rakyat sipil didamnat

membantu geriliyawan Indonesia dalam memerangatarBelanda.
Sikap semacam ini tentu saja sangat bertentangagadeprinsip-
prinsip umum dalam hukum perang dimana prirtigiinction atau
pembedaan yang membedakan antara rakyat sipil detegdara
merupakan prinsip umum yang dianut dalam praktejakeeNegara.
Bahwa sudah sepantasnya rakyat sipil tidak tumtdukan sebagai
sasaran tembak dalam peperangan terlebih hanysadida pada
tuduhan belaka terlebih lagi hanya untuk meluapiasa frustasi
akibat dari perang geriliya yang berkepanjangataisenenyerang
warga sipil, tentara Belanda juga tercatat pernalakakan serangan
dengan menggunakan pesawat-pesawat tempur terhzegwat

yang memiliki tanda palang merah Internasional ydikgim oleh

organisasi Palang Merah Internasional guna memibanwtuan obat-

obatan kepada pihak Indonesia yang menderita akibatAgresi
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Militer Belanda. Dalam peristiwa yang terjadi dp#angan udara
Magoewo di Yogyakarta ini tidak hanya menyebabkatuhjnya
pesawat yang memuat bantuan tersebut tetapi jugeewaskan 2
(dua) orang perwira angkatan udara Indonesia, Agsu dan
Adisumarmo yang kemudian diberikan gelar pahlavesolusi oleh
Pemerintah Indonesia dan namanya diabadikan sebagaia
bandara udara masing-masing di Yogyakarta dan Jteastiwa-
peristiwva semacam ini tentu menjadi sebuah perhatasendiri
sebab menjadi sebuah fakta bahwa ternyata selainmddanggar
ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalanmbadaser
instrumen Hukum Internasional, melanggar isi daerjgnjian-
perjanjian Internasional yang dibuat antara penegiiBelanda dan
Pemerintah Indonesia, Agresi Militer Belanda juganyata dipenuhi
oleh berbagai macam tindakan oleh tentara Belaratay ydapat
dikategorikan sebagai sebuah tindakan yang term#&suldalam
kejahatan perang karena menyerang rakyat sipilsdagek-subyek
lain yang seharusnya tidak boleh untuk diperanghokebuah

angkatan bersenjata dalam sebuah peperangan.
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BAB 4
PERAN SERTA DUNIA INTERNASIONAL SEMASA AGRESI
MILITER BELANDA | DAN I

Pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengataerila, baik secara
politik maupun militer, yang terus belangsung sdjadonesia memproklamirkan
kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menyiteageen banyak Negara.
Beberapa Negara sangat prihatin dengan pertikaaaig yidak kunjung padam
sehingga mereka mengangkat pertikaian antara Beldad Indonesia ini sebagai
sebuah persoalan Internasional. Berbagai Negarabeéapagai belahan dunia
terus memantau pertikaian yang terjadi antara lesiandengan Belanda dan turut
berperan serta dan berupaya memberikan dukungak orgngakhiri pertikaian
antara Indonesia dengan Belanda secara damai daartabat.

Negara-Negara yang berasal dari wilayah Asia, Tiniengah, dan
Australia adalah contoh-contoh dari Negara-Negaragymemiliki peranan yang
sangat aktif dalam rangka upaya penyelesaian stnghk®ara Indonesia dan
Belanda. Negara-Negara tersebut dikatakan mengbkanan yang sangat aktif
sebab pada kenyataannya Negara-Negara tersebatighsgngat antusias untuk
tidak hanya memberikan pengakuan terhadap Indgnéstapi juga untuk
menolong Indonesia untuk menyelesaikan persoalagaseBelanda yang sedang
dihadapinya serta untuk memberikan dukungan baikilmpolitik maupun
materiil bagi Indonesia.

Salah satu bentuk dukungan dari Negara-Negara wadsan tersebut,
selain dari pemberian bantuan materi berupa obatiaobdan lain sebagainya
ilalah pada saat dilangsungkannya Konferensi Agig yiprakarsai oleh Perdana
Menteri India, Jawaharlal Pandit Nehru di Indiaagatnisiatif dari Burma) yang
bertujuan untuk memberikan dukungan politik danihoagi Negara Indonesia
yang sedang berusaha sekuat tenaga mempertahard@erdekaannya dari
Agresi Militer Belanda khususnya Agresi Militer Beda I1.

Dalam konferensi yang dihadiri oleh 19 Negara tausdyang mana 4
Negara yakni China, Thailand, Nepal dan Selandiau Baertindak sebagai

peninjau; sementara 15 Negara lainnya yakni, Afjanj Australia, Burma, Sri
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Lanka, Mesir, Ethiopia, India, Iran, Irak, Leban®&akistan, Filipina, Arab Saudi,
Siria, dan Yaman bertindak sebagai peserta perelbjusi Negara yang hadir
sepakat untuk mengutuk keras penggunaan kekuatditermbleh Belanda
terhadap Indonesia karena menganggap bahwa tindaksebut tidak hanya
merupakan sebuah tindakan yang mengganggu keansen@anketertiban dunia
tetapi juga merupakan sebuah tindakan yang saigk pantas karena sangat
bertentangan dengan semangat dan ketentuan ydwmandeng dalam Piagam
PBB serta upaya penyelesaian sengketa antara lsidodengan Belanda yang
sedang diusahakan oleh PBB dengan membentuk KdigéeNegara.

Pada konferensi yang berlangsung dari tanggal 20a88ari1949 tersebut
Negara-Negara peserta juga berhasil untuk menghasB (tiga) buah resolusi
terkait dengan upaya penyelesaian sengketa amdmndsia dengan Belanda.
Resolusi-resolusi yang kemudian dibawa oleh Nebkegara peserta Konferensi
Asia tersebut untuk dikonsultasikan untuk kemudiaimdak lanjuti dalam rapat-
rapat Dewan Keamanan PBB yang membahas upaya peaig@l sengketa antara
Indonesia dengan Belanda di kemudian hari tersaaira lain berisi ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

Resolusi yang pertama pada dasarnya menguatkamglukuterhadap
semua tujuan dan asas PBB serta mengakui kehameazka melaksanakan
setiap keputusan DK PBB sesuai dengan bunyi piaB&B. Resolusi kedua
kepada semua Negara, baik anggota atau bukan angB&, untuk:

(i) Selalu memelihara hubungan antara satu sanmantelalui saluran

diplomatik yang lazim;

(i) Agar wakil-wakil mereka di Markas Besar PBBaatpara diplomat

mereka untuk selalu melakukan perundingan.

Resolusi yang ketiga menganjurkan agar PemerinéaheRntah yang
wakil-wakilnya ikut serta dalam konferensi ini dalaberkonsultasi untuk
menemukan cara dan jalan mengatasi masalah diddelatn rangka usaha PBB
mencari jalan keluar atas permasalahan antara ésthbondengan Belanda
(Nasution, 1979)

Permasalahan antara Indonesia dengan Belanda hdaka menarik

perhatian dan peran serta dari Negara-Negara ddvabai belahan dunia, tetapi
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juga turut menarik perhatian dan peran serta dabdgai organisasi Internasional
yang ada. Salah satu Organisasi Internasional igxogtat pernah terlibat dalam
urusan penyelesaian sengketa antara Indonesiad&weanda ialah Organisasi
Palang Merah Internasional. Pada masa-masa avekiuddnnya Agresi Militer
oleh Belanda, Palang Merah Internasional tercaatgh berupaya begitu keras
untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang berugd-oblatan kepada
Indonesia yang mereka katakan telah mengalami pitaie akibat dari Agresi
Militer yang dilakukan oleh Belanda (Nasution, 1279

Tercatat telah beberapa kali Organisasi Internasiomn berupaya dengan
keras untuk dapat menyalurkan bantuan kepada Isdodeengah upaya Belanda
untuk menutup rapat-rapat setiap peluang bantuannksional diberikan kepada
Indonesia. Setelah menemui kegagalan pada upaygayg pertama untuk
mengirimkan bantuan kepada Indonesia melalui jdhut, beberapa upaya
berikutnya dari Palang Merah Internasional untukngnémkan bantuan kepada
Indonesia juga turut mengalami kegagalan akibat ddw@p agresif yang
ditunjukan oleh Belanda atas seluruh upaya pembebantuan terhadap
Indonesia.

Salah satu upaya yang cukup mendapat perhatiangké@erakhir dengan
sangat tragis adalah upaya mengirimkan bantuaniung&ur udara dengan
menggunakan pesawat ringan bertanda Palang Metaimasional yang berakhir
dengan kegagalan karena pesawat tersebut diterahak gleh pesawat tempur
Belanda saat akan mendarat di lapangan udara MagdeWogyakarta. Dalam
persitiwa tersebut hampir seluruh penumpang pestnsegbut tewas, termasuk 2
penerbang Indonesia, Adisutjipto dan Adisumarmo gyaarut gugur dalam
peristiwa tersebut.

Meskipun kerap mengalami kegagalan pada upaya-ogayang pertama
untuk memberikan bantuan kepada Indonesia, namukatb&egigihan baik
Palang Merah Internasional, tokoh-tokoh Republikiolmesia, serta pejuang-
pejuang Indonesia, pada akhirnya seiring denganingkatnya dukungan
terhadap posisi Indonesia serta tekanan kepadariPésheBelanda atas tindakan

Agresi Militer yang dilakukannya terhadap Indonesmantuan-bantuan yang
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dikirimkan oleh Palang Merah Internasional akhirmgpat diterima oleh pihak
Indonesia dikemudian hari.

4.1. Peran Serta Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalamefbode Agresi

Militer | dan Il

Selain Palang Merah Internasional, organisasi mat&onal lainnya yang
juga turut berperan serta dalam penyelesaian p&tkantara Indonesia dengan
Belanda ialah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagaiisasi Internasional yang
baru beberapa tahun berdiri untuk menggantikampleiga Bangsa-Bangsa, PBB
mempunyai peran yang signifikan dalam penyelessgmgketa antara Indonesia
dengan Belanda. Dikatakan demikian sebab sebaganisasi Internasional yang
berfungsi sebagai wadah berkumpulnya Negara-Negarg ada di dunia, PBB
terbukti memiliki kekuatan politikk yang besar yangampu untuk memaksa
Belanda untuk kembali menggunakan jalur diplomasnag menyelesaikan
sengketa dengan Indonesia, serta mampu menekamdBelatuk tidak menyalah-
gunakan kekuatan militer yang selalu menjadi pilihatama Belanda dalam
menyelesaikan pertikaiannya dengan Indonesia.

Keterlibatan PBB dalam pertikaian antara Indonekia Belanda dapat
ditelusuri hingga jauh sebelum dilakukannya Agré&liter untuk pertama
kalinya oleh Belanda. Sejarah mencatat bahwa PBtmpa kali terlibat dalam
permasalahan terkait dengan Indonesia ketika péemattari Ukraina (yang pada
saat itu masih merupakan bagian dari federasi Wmef mengajukan sebuah
topik pembicaraan dalam rapat Dewan Keamanan PBR) y& 12° terkait
dengan tindakan tentara Inggris di Indonesia yasrgbat pertikaian dengan
orang-orang Indonesia (yang dalam rapat terselmyatiikan sebagai Golongan
Nasionalis Indonesigzdonesian Nationalist Movement

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari Ukrairenyatakan bahwa
tindakan tentara Inggris yang terlibat pertikaisanghn orang-orang Indonesia
merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dd?egsal 1 (2) dari Piagam
PBB yang mana tindakan tersebut telah memicu skedfwulaan yang menurut
pasal 34 dari Piagam PBB mengancam keamanan damk&th dunia.

¢ Rapat berlangsung pada tanggal 7 Februari 1946

Agresi militer ..., Reza Ade Christian, FH U, 2011 Universitas Indonesia



68

Berdasarkan dari sudut pandang ini, pada rapat D&gamanan PBB ke-
16°* perwakilan dari Ukraina mengajukan sebuah rancangsolusi Dewan
Keamanan PBB untuk menciptakan suatu komisi yamtyjoan untuk mencari
informasi lebih lanjut tentang situasi yang terjddindonesia dan melaporkannya
kepada Dewan Keamanan PBB sehingga Dewan Keamar&® dapat
mengambil suatu tindakan yang tepat terkait sitdelsidonesia.

Meskipun rancangan resolusi tersebut mendapat diakudari perwakilan
Uni Soviet (USSR), resolusi tersebut mendapat @éaol yang kuat dari Negara-
Negara seperti Inggris, Amerika Serikat, PeranBisgzil, dan Belanda yang
menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh t@rteggris bukanlah suatu
tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakamg dapat mengancam
perdamaian serta keamanan dunia, melainkan melulwk u menciptakan
keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Australi@auveztuju dengan
perlunya pembentukan sebuah komisi guna mencaorniasi yang lengkap
mengenai situasi di Indonesia menolak pendapat gieélam Ukraina dengan
mengatakan bahwa tidak ada dasar untuk menyataklawabtindakan tentara
Inggris di Indonesia, berdasarkan pasal 34 Piagd®B, Anerupakan suatu
tindakan yang dapat mengancam perdamaian sertaakeandunia.

Sementara itu perwakilan dari Amerika Serikat méskgen bahwa
berdasarkan keadaan yang terjadi dilapangan, PetaderAmerika Serikat yakin
bahwa tindakan tentara Inggris tidak akan mengarieamanan serta kedamaian
dunia dan oleh sebab itu Pemerintah Amerika Serikatyakinkan Dewan
Keamanan PBB untuk tidak perlu mengambil tindakpapan terkait dengan
tindakan yang dilakukan oleh tentara Inggris dioimekia.

Pada rapat ke-£7 perwakilan dari Meksiko sempat mengajukan usulan
untuk membentuk suatu komisi untuk mengumpulkaibdgai macam informasi
yang diperlukan terkait dengan topik (terkait deng#uasi di Indonesia) yang
sedang dibicarakan dalam rapat Dewan Keamanan &BBbut. Perwakilan dari

Meksiko menyatakan bahwa komisi tersebut tidak ak@ngganggu gugat

¢l Rapat berlangsung pada tanggal 11 Februari 1946

%2 Rapat berlangsung pada tanggal 12 Februari 1946
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kewenangan Belanda sebagai “pemilik” kedaulatanindionesia tetapi juga
apabila diperlukan oleh Pemerintah Belanda, dam alapat berperan sebagai
mediator guna menyelesaikan permasalahan antavadai dengan Belanda.

Akhirnya pada rapat ke-18 rancangan resolusi yang diajukan oleh
perwakilan Ukraina dan USSR dinyatakan ditolak labteroting menunjukkan
mayoritas suara dalam rapat tersebut menentangngan resolusi yang diajukan
oleh perwakilan Ukraina dan USSR. Dengan ditolakmgacangan resolusi
tersebut, persoalan terkait keadaan di Indonesiatikan telah ditutup.

Setelah menyelesaikan persoalan mengenai keadahrdatiesia pasca
pertikaian yang terjadi akibat antara tentara lisgdengan penduduk Indonesia,
atau yang lebih dikenal dengan kasus Indonesiarst@uel, peran serta PBB
dalam proses penyelesaian pertikaian antara IngoreEsngan Belanda tidak
lantas berhenti begitu saja. Dalam perkembanga@ patan-bulan berikutnya
PBB terlibat semakin dalam guna menghentikan peEdik antara Indonesia
dengan Belanda secara damai.

Keterlibatan yang semakin dalam ini disebabkan dietbagai faktor,
pertama adalah faktor semakin menguatnya dukurgyliadap posisi Indonesia
sebagai Negara baru yang dapat dilihat dari semadnyaknya Negara-Negara
yang memberikan pengakuan kedaulatan secara p@&p#dd Indonesia. Faktor
yang kedua ialah semakin berkembangnya sentimeratihegleh dunia
Internasional terhadap Belanda yang dinilai semakémgabaikan norma-norma
dalam hukum Internasional dari tindakannya yan@kenelanggar seruan-seruan
dunia Internasional maupun berbagai resolusi dBB Fang menekankan pada
penyelesaian secara damai mengenai persoalan drdaresia dengan Belanda.,
karena pihak Belanda selalu menggunakan kekuatafitenrmya dalam
menyelesaikan persoalaannya dengan Indonesian$eléindakan Belanda yang
kerap melanggar secara sepihak atas perjanjian gidmgt dengan Pemerintah
Indonesia juga turut menimbulkan sentimen yang tifedari dunia Internasional
terhadap posisi Pemerintah Belanda dalam kasuselemayan pertikaiannya

dengan Indonesia.

%3 Rapat berlangsung pada tanggal 13 Februari 1946
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Faktor yang ketiga ialah semakin menguatnya kgaan Pemerintah
Amerika Serikat bahwa Pemerintah Belanda membi&gaiflik yang terjadi
antara Belanda dengan Indonesia dengan cara memymjkan dana bantuan
yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat kntobemulihkan keadaan
perekonomian Negara Belanda yang porak porandaatakiéri perang dunia
kedua. Seperti yang dijelaskan oleh Julius Pousmndddukunya “Doorstoot Naar
Djokja”, bahwa setelah melihat betapa dahsyat kekumiliter yang dikerahkan
oleh Belanda, yang notabene adalah sebuah Negamg parekonomiannya
hancur lebur dalam perang dunia kedua sehinggh maengkin untuk membiayai
pengerahan kekuatan militer dalam skala sebes@ada saat melakukan Agresi
Militer untuk kedua kalinya, Pemerintah Amerika i8ar mulai mencurigai
bahwa seluruh kekuatan militer tersebut dibiayai danyalahgunaan dana yang
diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalaigpam Marshall Plan untuk
memulihkan perekonomian Negara Belanda. Kecurigaialyang pada akhirnya
terbukti benar, menjadi dasar bagi Pemerintah Ame8erikat untuk semakin
menggerakkan PBB, yang mana Amerika Serikat meampaalah satu motor
penggerak utamanya, untuk semakin aktif lagi twetta dalam upaya-upaya
penyelesaian sengketa antara Indonesia denganddelan

Keterlibatan PBB yang semakin dalam untuk mengéfes sengketa
antara Indonesia dengan Belanda dapat dilihatsettlang Dewan Keamanan PBB
yang dilakukan hanya beberapa hari setelah dilakuka Agresi Militer yang
pertama oleh Belanda. Pada tanggal 30 juli 1947 laaaya berselang 3 hari dari
terjadinya Agresi Militer yang pertama oleh Belanga&rwakilan dari Negara
Australia mengirim sebuah surat kepada Dewan Keamd?BB yang berisi
tentang khawatiran Pemerintah Australia atas sityasg sedang terjadi di
wilayah Indonesia, khususnya di pulau Jawa dan Sans®rta seruan kepada
selurunh Negara anggota Dewan Keamanan PBB untukikdirsama dan
mencari solusi atas keadaan yang berlangsung dnésig.

Surat tersebut mendapat tanggapan yang positif Negara-Negara
anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, hanya berséahgri dari tanggal
dimana Pemerintah Australia mengirimkan suratetar§s Dewan Keamanan

PBB telah mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan RBE7 yang berisikan
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seruan baik kepada pihak Belanda maupun Indonear® yerlibat dalam

pertikaian untuk segera meletakan senjata dan miaakupaya diplomatik untuk
menyelesaikan sengketa diantara mereka. Resolusai&eamanan PBB ini

pun ditanggapi oleh pihak Indonesia dan Belandayaemengeluarkan perintah
gencatan senjata pada tanggal 4 Agustus 1947.

Perserikatan Bangsa Bangsa sangat prihatin terhadap berlangsunnya
pertikaian politik dan militer antara Belanda daepRBblik Indonesia. Beberapa
anggota PBB mengusulkan agar masalah Indonesiardelani dibahas dalam
sidang PBB untuk mencapai penyelesaian secara dameaiyusul diterimanya
resolusi PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 terhadapam agar Indonesia dan
Belanda menghentikan pertikaian dan menyelesaikesefisinan mereka melalui
arbitrasi atau upaya perdamaian lainnya, Dewan lKeam PBB mengadakan
beberapa kali sidang antara tanggal 12 dan 25 Agus947 guna menentukan
cara yang paling tepat yang dapat dipergunakankumtembantu penyelesaian
pertikaian antara Belanda dan Indonesia secaraid&@e@ma sidang beberapa
rancangan resolusi dibuat seperti misalnya usutgar aAmerika Serikat dan
Australia bertindak sebagai penengah atau pembamts&buah komisi arbitrasi
tiga Negara yang terdiri dari satu Negara penersgab beberapa Negara yang
dipilih oleh pihak yang bertikai atau dipilih ol&ewan Keamanan.

Seiring dengan perjalanan waktu serta upaya-upagbonaatik yang
dilakukan oleh para tokoh-tokoh Republik Indonesiami mendapatkan
dukungan atas perjuangan revolusi Indonesia, Dewaamanan PBB
mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 3@ patjgal 25 Agustus
1947. Resolusi tersebut berisikan pernyataan balsetlah mempelajari
keinginan baik dari pihak Belanda dan Indonesialkimematuhi resolusi Dewan
Keamanan PBB No. 27, Dewan Keamanan PBB memeriatakkpada kedua
belah pihak untuk mempersiapkan pejabat diplomatgteka di Batavia untuk
memberikan keterangan tentang situasi yang beuaggs

Perwakilan Republik Indonesia mengusulkan agar Dewaamanan
menunjuk sebuah komisi untuk menengahi perselissetangkan perwakilan
Belanda mendesak Dewan Keamanan agar Republik ésgomenerima tawaran
dibentuknya komisi arbitrasi yang terdiri dari bedipa Negara.
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Setelah mempertimbangkan usulan serta sikap darefatah Indonesia
dan Pemerintah Belanda tersebut akhirnya Dewan KeamPBB mengeluarkan
resolusi Dewan Keamanan PBB No. 31 yang berisikaratan untuk membantu
menyelesaikan secara damai sengketa antara pihiakddedengan Indonesia
Dewan Keamanan memutuskan untuk membentuk komietasi yang terdiri
dari beberapa Negara untuk membantu Republik Irslandgan Belanda dalam
menyelesaikan pertikaian mereka. Dewan Keamanasether membantu kedua
belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan memsledalui pembentukan
Komite Jasa BaikGommittee of Good Officeatau Komite Tiga Negara (KTN)
dimana setiap pihak yang bertikai boleh menunjuly 8gegara sebagai penengah
dan Negara yang ketiga ditunjuk oleh kedua Negamg ytelah ditunjuk oleh
masing-masing pihak yang bertikai. Pemerintah Bianenunjuk Belgia sebagai
wakil mereka didalam Komite Tiga Negara sedangkamédtintah Republik
Indonesia memilih Australia sebagai wakil, dan Aal&d dan Belgia menunjuk
Pemerintah Amerika Serikat sebagai anggota Konmetegk. Dewan Keamanan
meminta Komite Tiga Negara yang telah terbentukikimembantu kedua belah
pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakgtma mentaati resolusi
gencatan senjata. Dewan Keamanan juga memutuskavable@anggotaan ketiga
Negara tersebut tidak dapat diganti oleh Negaradan posisi ketua diatur secara
bergiliran.

Untuk mendukung tugas Komite Tiga Negara, setelafalon beberapa
sidang Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi KondDéawan Keamanan
yang berkedudukan di Batavia yang beranggotakarstokarir dari Negara-
Negara Australia, Belgia, China, Perancis, Inggien Amerika Serikat. Pada
tanggal 1 November 1947 Dewan Keamanan PBB menkptaisi Konsuler
beserta para pembantu militer mereka untuk membHoimite Tiga Negara
dalam menjalankan tugas mereka di Indonesia

Setelah laporan sementara Komite Tiga Negara wiiteroleh Dewan
Keamanan PBB pada bulan February 1948, beberapardemngota PBB
mengusulkan agar Komite Tiga Negara diberi wewengny lebih luas. Pada
bulan Desember 1948 kekerasan pecah kembali danit&omga Negara

mempertanyakan apakah keberadaan mereka masiHullgrer Dalam sidang
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tanggal 21 Januari 1949, Kuba, China, Norwegia demerika Serikat
mengusulkan agar Komite Tiga Negara dirubah meniaahnisi PBB Untuk
Indonesia dengan fungsi baru dan wewenang yank leas.

Perwakilan Amerika Serikat menganggap bahwa Koriga Negara
memikul beban tugas yang sangat berat tetapi Deigamanan PBB tidak
memberi wewenang kepada mereka untuk melakukan si@sgo Tetapi
perwakilan USSR menolak usulan Amerika Serikatefens karena menurut
mereka apabila tugas Komite Tiga Negara diperlnada hal ini berarti memberi
peluang yang lebih besar bagi Amerika Serikat untekakukan intervensi dalam
urusan dalam negeri Indonesia. Perwakilan Belangga jmenolak usulan
perluasan wewenang Komite Tiga Negara karena memeaganggap bahwa
usulan tersebut meminta Pemerintah Belanda merkemalhak-hak penting
tertentu kepada Komite atau Dewan Keamanan PBBis?tmahwa Komite harus
mengambil keputusan melalui voting akan berartiw@alkeputusan voting akan
ditentukan oleh Amerika Serikat. Perwakilan Belanogenolak pemberian
kekuasaan yang lebih luas kepada Komite Tiga Negarak menangani
pembentukan sebuah Pemerintahan sementara Fepelaksanaan pemilihan
umum, penyerahan kedaulatan, pemberian rekomekelaada Dewan Keamanan
PBB untuk pengembalian beberapa wilayah kepada feate Republik, dan
penarikan tentara Belanda.

Setelah melalui perdebatan sengit dalam beberdpags pada tanggal 28
Januari 1949 Dewan Keamanan PBB merubah nama Kdasa Baik menjadi
Komite PBB untuk Indonesia (United Nation Comissfon Indonesia / UNCI) ,
dan meminta Komisi Konsuler untuk memfasilitasiasigugas Komite yang baru
terbentuk ini dengan menyediakan pengamat miktaf, dan fasilitas serta untuk
sementara menunda kegiatan-kegiatan lainnya. Padayhng sama Dewan
Keamanan PBB juga memutuskan bahwa keanggotaan sKkdpdB Untuk
Indonesia tetap sama yaitu Australia, Belgia daneAka Serikat. Komisi PBB
Untuk Indonesia akan tetap memberikan bantuan lkegmldak Belanda dan
Indonesia dan tetap bertanggung Jawab kepada Die@samanan PBB.

Pada tanggal 3 April 1951 Komite PBB Untuk Indoaesnelaporkan

bahwa mengingat keadaan yang membaik dalam halemspitasi penarikan
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tentara Belanda dari wilayah Indonesia, maka peagamiliter sudah tidak
diperlukan lagi sehingga Komisi Konsuler dinyatakadak berfungsi lagi
walaupun secara formal Dewan Keamanan tidak mennkataya.

Mengikuti perkembangan informasi yang menyatakahwlaa tindakan
permusuhan antara tentara Belanda dan Indonesi& sga terus terjadi, pada
tanggal 26 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mekanusuntuk
mengeluarkan Resolusi No. 32 yang berisikan sekepada kedua belah pihak,
baik Belanda maupun Indonesia untuk menjalankarenkean sebagaimana
terdapat dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB NcerR@it persoalan gencatan
senjata dan penyelesaian sengketa secara damai.

Seiring dengan perjalanan waktu, Dewan KeamangesefRlaan Bangsa-
Bangsa mengeluarkan sebuah resolusi Dewan KeanfBmNo. 40 dan 41 pada
tanggal 28 Februari 1948 yang memerintahkan kegadaisi Tiga Negara untuk
mengawasi perkembangan keadaan politik baik diydtwa bagian barat dan
Madura, serta perkembangan keadaan politik di whHaljndonesia secara umum
sebagai tindak lanjut dari ditanda-tanganinya pgiga gencatan senjata serta
perjanjian Renville antara Pemerintah Indonesia Belanda pada tanggal 17
Januari 1948.

Seperti yang telah penulis sampaikan pada babisebgh, bahwa upaya
penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi antadonesia dan Belanda
semakin memburuk pasca penadatanganan perjanjanllBesebagai akibat dari
manuver-manuver politik yang dilakukan oleh PentahinBelanda. Hal ini
berakibat pada semakin buntunya upaya-upaya diploryeng hendak dilakukan
oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda untuk mesgiglen sengketa diantara
kedua belah pihak. Menanggapi keadaan sepertiDeivan Keamanan PBB
mengeluarkan sebuah Resolusi No. 55 pada tanggalufi91948 sebagai
tanggapan atas laporan yang diberikan oleh Komigja TNegara tentang
kebuntuan upaya-upaya diplomasi antara Pemerimi@ddnesia dengan Belanda.
Resolusi ini berisikan himbauan kepada kedua beilladk untuk secara seksama
menjalankan prinsip-prinsip sebagaimana tercantaliand perjanjian Renville.

Berkaitan dengan memburuknya keadaan antara Pdaterindonesia

dengan Belanda sebagai akibat dari kebuntuan lpojiing terjadi diantara
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mereka, dunia Internasional sekali lagi dikejutkaleh tindakan Pemerintah
Belanda yang secara terang-terangan kembali medangggjanjian sebagaimana
telah dibuat sebelumnya dengan melakukan Agresitdvtiya yang kedua
terhadap Indonesia. Thomas Kingston Critchley, valdri Australia dalam
Komisi Tiga Negara, menyebut Agresi Militer kedwnyg dilakukan oleh Belanda
pada tanggal 19 Desember 1948 ini sebagai seln@dikéin yang nekat dan tanpa
dasar. Secara logika hal ini sulit dijelaskan karbagaimana mungkin Belanda
berani melakukan Agresi Militer untuk kedua kalirketika para anggota Komisi
Tiga Negara serta tim pemantau gencatan senjatg gldoentuk berdasarkan
mandat Dewan Keamanan PBB berada di kota Kaliuseamgy berjarak sangat
dekat dari kota Yogyakarta yang menjadi sasaramaitAgresi Militer Belanda
yang kedua tersebéit.

Reaksi negatif yang keras juga ditunjukkan olehrl&€ochran, wakil
Amerika Serikat dalam Komisi Tiga Negara, terkagndan tindakan Belanda
melakukan Agresi Militer yang kedua tersebut. Redatidaklah disangka bahwa
Belanda akan berani melakukan Agresi Militer unkeklua kalinya, yang secara
kasat mata sangat melanggar ketentuan dalam panaRgnville dan resolusi
Dewan Keamanan PBB, tanpa terlebih dahulu menguranmpkrnyataan perang
terhadap Pemerintah Indone&iddemang benar pada malam hari sebelum Agresi
Militer kedua dilaksanakan Pemerintah Belanda tefs@mberitahukan perihal
pernyataan perang terhadap wakil dari Indonesi8adavia, namun demikian,
pemberitahuan itu dilakukan dengan sangat mend@ualya berselang beberapa
jam sebelum Agresi Militer kedua dilaksanakan) sgba tidak mungkin
Pemerintah Indonesia yang berkedudukan di Yogyakaakan mampu
memberikan tanggapan atas pernyataan perang tersebogingat saluran
komunikasi dari dan menuju Yogyakarta dari Batav@ah diputus oleh
Pemerintah Belanda sejak sore hari sehingga tidakgkin berita tersebut akan

dapat disampaikan kepada Pemerintah Indonesiagijakarta®®

% pour, JuliusDoorstoot Naar DjokjaKompas: Jakarta, 2009.

®®ibid
®®ibid
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Perihal yang kedua ialah tidaklah disangka bahwkrla akan berani
melakukan Agresi Militer yang kedua sebagai sebupdilya untuk melakukan
pemaksaan untuk menerima kenyataafait ( accompl) terhadap dunia
Internasional, khususnya terhadap Dewan KeamananB P#Bengenai
permasalahan antara Indonesia dengan Belanda.nBagaiBelanda dengan nekat
melakukan Agresi Militer yang kedua kalinya terhadiadonesia tepat pada saat
Dewan Keamanan PBB akan melakukan reses merupaidakan yang tidak
dapat diterima oleh akal sehat . Namun demikiarkaiekeputusan dan tindakan
yang cepat Merle Cochran, laporan mengenai AgreldielBelanda yang kedua
dapat dikiimkan serta diterima dengan baik di $#ayang mengakibatkan
pembatalan reses serta pemberlakuan sidang daaoattanggal 22 Desember
1949 guna membahas kasus Indonesian Questfdn 1.

Setelah menjalani sidang secara intensif dan o@ar&iewan Keamanan
PBB akhirnya mengeluarkan sebuah resolusi padag#hrizy Desember 1949
terkait dengan Agresi Militer kedua yang dilakul@deh Belanda. Dalam resolusi
No. 63 tersebut, Dewan Keamanan PBB meminta dengaas kepada
Pemerintah Belanda untuk segera menghentikan ageeserhadap Indonesia
serta meminta Pemerintah Belanda untuk dengan ssegpetepaskan seluruh
tahanan politik yang telah ditahan oleh Pemerint@lelanda sejak
dilangsungkannya Agresi Militer Belanda yang kegada tanggal 19 Desember
1949.

Empat (4) hari kemudian, dikarenakan oleh sikap étertah Belanda
yang seolah tidak peduli terhadap resolusi Dewaanikénan PBB No. 63, sekali
lagi melalui resolusi No.64 Dewan Keamanan PBB mésnkepada Pemerintah
Belanda untuk segera melepaskan tahanan politikg y@ah ditahan oleh
Pemerintah Belanda sejak tanggal dimulainya Advikier yang kedua. Namun
berbeda dengan resolusi Dewan Keamanan PBB sebeluragolusi kali ini
disertai ancaman bahwa Pemerintah Belanda harusatuknresolusi ini dalam
tempo 24 jam sejak resolusi ini dikeluarkan.

Tidak hanya itu, pada tanggal yang sama Dewan Keam®&BB juga
mengeluarkan resolusi No.65 yang meminta KomisidGter yang berkedudukan

*"ibid
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di Batavia untuk segera memberikan laporan menderamidaan gencatan senjata
serta keadaan di seluruh wilayah-wilayah yang ditudatau sebelumnya

diduduki oleh tentara Belanda.

4.2. Komisi Tiga Negara

Komisi Tiga Negara adalah suatu komisi yang beratad@n 3 Negara
yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB melalui Rss@ewan Keamanan
PBB No. 31 yang bertujuan untuk membantu penyelesaengketa antara
Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Indonesia ydindai semakin
memburuk pasca dilakukannya Agresi Militer Belahtierhadap oleh Pemerintah
Belanda pada tanggal 27 Juli 1947.

Komisi yang beranggotakan Negara-Negara sepertitrdlizs (sebagai
Negara yang ditunjuk oleh Indonesia untuk menjadkilmya dari komisi ini),
Belgia (sebagai Negara yang ditunjuk oleh PemdriBalanda untuk menjadi
wakilnya dalam komisi ini), serta Amerika (sebabEgara yang ditunjuk oleh
Australia dan Belgia untuk turut serta menjadi anggdari komisi ini) yang
memiliki nama resmi Komite Jasa Baik untuk IndoaeCommittee of Good
Offices for Indonesia) ini memiliki tugas utama wuktmembantu penyelesaian
sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan PéaheriBelanda sekaligus juga
untuk memantau situasi terkait dengan gencatarmatsenjang dilakukan oleh
kedua belah Negara pasca diterbitkannya ResolusaB&eamanan PBB no 27
pada tanggal 1 Agustus 1947 yang berisikan perintatuk menghentikan
permusuhan antara Pemerintah Belanda dan Pemerintidnesia setelah
pecahnya insiden Agresi Militer Belanda | terhatiagpnesia.

Dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 31 yang mierjasar
pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN) juga disebatkhahwa dalam
melakukan tugas-tugasnya KTN akan dibantu olehuskaimisi Konsuler yang
dibentuk yang berkedudukan di Batavia. Selain @laoh Resolusi yang sama
juga dijelaskan bahwa keanggotaan dari komisiidlek dapat diubah dan posisi
ketua komisi dari komisi ini akan diatur untuk thgd secara bergiliran diantara
ketiga negara tersebut (Ricklefs, 2008).
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KTN yang merupakan kepanjangan tangan dari PBB tddpatakan
memiliki peranan yang sangat aktif dan besar dgerses pencarian solusi damai
atas sengketa yang terjadi antara Pemerintah Belatghgan Pemerintah
Indonesia. Dikatakan demikian s,ebab pada pralgébkrshari dilapangan, KTN
secara aktif terlibat sebagai mediator dalam upgama diplomatik yang
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan PemeriBeanda untuk menemukan
solusi atas sengketa yang terjadi diantara kedugarfde serta aktif untuk
memantau perkembangan dilapangan terkait dengaikgian yang dialami oleh
kedua Negara.

Peranan yang sangat aktif dan besar dari KTN dapdibat dari
pencapaian yang dilakukan oleh KTN yang berhasiilumembawa Pemerintah
Indonesia dan Belanda menghasilkan perjanjian Renperjanjian Roem-Roeijn
serta dilakukannya Konferensi Meja Bundar.

Dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai mediatok tkddua Negara
yang bertikai, KTN kerap mengalami kendala-kendgkng berarti yang
disebabkan oleh sikap keras kepala yang ditunjulddah Pemerintah Belanda
dalam setiap perundingan-perundingan yang dilakokeim kedua Negara.

Seperti yang telah penulis jelaskan dalam bab-bbblsmnya, sikap keras
kepala, bahkan dalam beberapa kesempatan cendexculy yang sering
ditunjukkan oleh pihak Belanda terhadap Indonesrafx menjadi batu sandungan
dalam setiap perundingan yang berlangsung anta@ksdegara. Tidak hanya itu
sikap-sikap semacam itu yang sering ditunjukkanh oRemerintah Belanda
terhadap Indonesia dalam beberapa kesempatan gmgairnmengagalkan upaya-
upaya perundingan yang dimotori oleh KTN.

Selain menghadapi kesulitan yang diakibatkan oi&hpskeras kepala
Pemerintah Belanda, KTN juga kerap menemui kesulitatuk menjalankan
tugasnya sebagai pemantau keadaan di wilayah kébthgmra yang sedang
bertikai karena sulitnya akses terutama yang didebaoleh “blokade-blokade”
yang Belanda lakukan atas wilayah Indonesia. Balayahg sangat ingin untuk
menghancurkan Indonesia untuk merebut kembali aflaypdonesia dari tangan
Pemerintah Indonesia, sering kali menunjukkan silsgpengah hari untuk
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membantu KTN dalam menjalankan tugasnya dengan ersoig akses-akses
yang dibutuhkan oleh KTN.

Sikap mempersulit akses semacam ini terutama ditakwleh Belanda
menjelang dan selama Agresi Militer Belanda Il. B&eman jaringan komunikasi,
sikap yang sangat tidak bersahabat yang hampir sekai tidak mau membagi
informasi, hingga beberapa upaya untuk menghalatapbi perwakilan dari
KTN untuk melaksanakan tugas pemantauan dengan emsutip akses untuk
menuju dan memperoleh informasi dari suatu daekhbhsusnya daerah yang
diduduki oleh Belanda merupakan sedikit contoh dapaya-upaya yang
dilakukan oleh Belanda untuk mempersulit pelaksanagas-tugas dari KTN.

Dari sudut pandang Belanda, sikap semacam ini tdapat dipahami
mengingat salah satu tugas KTN untuk mengumpulkéommasi untuk kemudian
dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai &madh wilayah
Indonesia terkait pertikaian kedua Negara. Belansyadari bahwa apabila
informasi yang didapat oleh KTN merupakan suatanmdsi yang bersifat negatif
maka hal ini tentu akan dapat menimbulkan reaksatiedari dunia Internasional
sehingga dapat memperburuk posisi Belanda di matgadnternasional yang
telah rusak akibat dari dilakukannya Agresi Militeoleh Belanda yang sudah
tentu akan semakin mempersulit upaya Belanda untoénghancurkan
keberadaan Republik Indonesia dengan “bersih”.

Diantara berbagai macam kesulitan yang disebablen Belanda yang
dihadapi olen KTN dalam melakukan tugas-tugasngauktan yang terjadi pada
detik-detik menjelang dan selama Belanda melakukgresi Militer Il dapat
dikatakan sebagai kesulitan yang terbesar yangldpialeh KTN. Pada bab-bab
sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa AgrefieMIl dilakukan oleh
Belanda dalam keadaan yang sangat mendadak s&elahda pada beberapa
waktu sebelumnya selalu “mengagalkan” perundingamsplingan yang terjadi
antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indoneskait penyelesaian
sengketa antar kedua Negara serta pelaksanadpedgmjian Renville.

Bahwa pada detik-detik menjelang dilaksanakannyaegigMiliter 1l
(Sabtu, 18 Desember 1948), Belanda secara tibartibagumumkan bahwa

terhitung mulai tanggal 19 Desember 1948, pukuDOQvaktu Batavia, mereka
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tidak lagi terikat dengan perjanjian yang merekatbsebelumnya (Perjanjian
Renville) dengan pihak Indonesia (Pour, 2009%etika surat ini diterima oleh
wakil Republik Indonesia di Batavia, surat ini mmabulkan kepanikan yang luar
biasa sebab meskipun dalam surat tersebut tidakkaldmat yang menyatakan
Belanda akan menyerang Republik Indonesia, namwaissurat pemberitahuan
yang mengatakan bahwa Belanda tidak lagi terikgiala perjanjian yang
sebelumnya dibuat dengan Republik Indonesia terkan adiiringi dengan

serangan militer, sebab selama ini (pasca Agrediteklil) hanya perjanjian

Renville lah, selain dari upaya yang dilakukan olfN, yang menjadi pintu

penghalang dari dilakukannya kembali serangan emildlen Belanda kepada
Indonesia.

Meskipun telah memberitahukan sebelumnya bahwa kaetidak lagi
terikat dengan Perjanjian Renvfifenamun surat pemberitahuan tersebut tidak
pernah bisa disampaikan kepada Pemerintah Repubidonesia yang
berkedudukan di Yogyakarta sebab seluruh saluramukitkasi dari Batavia ke
Yogyakarta, baik saluran telefon dan telegram telggutus oleh Belanda pada
sore harinya. Tidak hanya itu, bahkan ketua KTNgydiminta bantuannya oleh
wakil Republik Indonesia di Batavia untuk membéritkan Pemerintah Republik
Indonesia di Yogyakarta terkait surat dari PemahnBelanda tersebut tidak
mampu berbuat apa-apa setelah menghadapi kenyatdava bahkan dengan
pesawat milik Angkatan Udara Amerika Serikat sgkali mereka tidak dapat
berangkat ke Yogyakarta karena Belanda telah mprivdndara kemayoran dari
segala bentuk penerbangan keluar dari Batavia. &ahlpaya terakhir untuk
menemui ketua delegasi Belanda di KTN demi menumelayerangan kepada
pihak Republik Indonesia kembali menghadapi kegagakebab ketua delegasi

Belanda untuk KTN pada saat itu, Elink Schuurmamyla mengatakan satu kata

% pengumuman diberikan melalui sebuah surat yangu#in kepada kepala delegasi Republik
Indonesia yang mana dalam surat tersebut Pemei#ianda menuliskan “.the said
agreement should be terminated and is consideretbdgnger binding as from Sunday, 19
December 1948, 00:00 hours Batavia time”.

% pengumuman tersebut praktis dilakukan hanya lzergé jam sebelum Agresi Militer Il akan
dilangsungkan sebab surat pengumuman tersebuttmikan kepada pihak Indonesia pada
pukul 9 malam waktu Batavia sementara Agresi Milgelanda Il mulai dilakukan pada pukul 12
malam.
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atas permintaan wakil Republik dan ketua KTN paat gu, ‘hein” yang berarti
tidak (Pour, 2009).

Tidak hanya menghadapi kesulitan pada detik-deténjelang Agresi
Militer Belanda Il, KTN juga menghadapi kesulitaang sangat berarti pada saat
Agresi Militer 1l berlangsung. Sebelum Agresi Malitll berlangsung, ada banyak
delegasi KTN yang berada di Yogyakarta dan Kaligrafx1l8 km dari
Yogyakarta), dan ketika Agresi Militer Belanda krlangsung, hampir seluruh
dari anggota delegasi tersebut terjebak dalam Adfeiter Belanda yang kedua
ini.

Tidak hanya itu pada masa-masa awal Agresi Millteberlangsung,
dokumen-dokumen penting terkait KTN yang terdapat kentor delegasi
Indonesia di Batavia turut disita oleh pasukan Bédayang menduduki kantor
tersebut pada pukul 01:00. Bahka 2 perwira KTN gyditemani oleh 2 perwira
dari Indonesia) yang diutus oleh delegasi KTN yaegada di Kaliurang untuk
meninjau keadaan di Yogyakarta setelah Belanda emang habis-habisan kota
itu turut ditangkap pasukan Belanda meskipun padarraya kedua perwira
tersebut dilepas kembali (tetapi kedua perwira tfatonesia tetap ditahan oleh
Belanda) pada hari yang sama untuk kemudian didmarbali ke Kaliurang
(Pour, 2009).

Kesulitan lain yang dihadapi KTN ialah mengenaiaperan atas Agresi
Militer Belanda Il kepada Dewan Keamanan PBB yaadapsaat Agresi Militer
Belanda Il dilakukan sedang memasuki masa resdand® memang sengaja
untuk memilih waktu pelaksanaan Agresi Militer i bertepatan dengan waktu
dimana Dewan Keamanan PBB akan memasuki masa desggmn harapan
bahwa apabila Agresi Militer mereka kali ini berthasnaka mereka dapat
melakukanFait Accomplikepada Dewan Keamanan PBB dengan menciptakan
suatu keadaan dimana Republik Indonesia telah musetika Dewan Keamanan
PBB hendak kembali bersidang pada bulan Januarnggdn tidak perlu lagi
Dewan Keamanan PBB membahas persoalan mengenaekidalan Belanda.

Bahwa sikap Belanda yang kembali menyerang Indanestuk kedua
kalinya ini tentu harus segera diketahui oleh Dew@amanan PBB, namun

ditengah terputusnya saluran komunikasi dan wakéngy sangat sempit
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mengingat Dewan Keamanan PBB akan memasuki mass, resntu menjadi
tantangan tersendiri bagi KTN. Beruntung berkajek&eras pada delegasi KTN
informasi mengenai Agresi Militer Belanda |l dagktngan segera disampaikan
kepada Dewan Keamanan PBB sehingga pada tangg@e22mber, 1 hari
setelah para anggota KTN yang terjebak di Kaliursglgma pelaksanaan Agresi
Militer 1l diterbangkan ke Batavia dari Kaliuramgeh tentara Belanda yang
menduduki kota itu.

Ditengah berbagai kesulitan yang selalu saja diniasklama menjalankan
tugas-tugasnya, namun KTN dapat terus mampu melakaa tugas-tugasnya
dengan baik. Penulis telah menjelaskan pada balséadlumnya bahwa KTN
selalu mampu untuk menjalankan tugasnya dengan bailai dari tugas untuk
menjadi mediator bagi pihak Belanda dan Indonesiuku menyelesaikan
permasalahan mereka melalui jalur damai, mengasgasmelaporkan keadaan di
Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB, bahkan mamfok timembujuk”
pemerintah Belanda untuk melepaskan petinggi-pgtigmerintah Indonesia
yang mereka tahan setelah dilaksanakannya AgréseiBelanda 1.

Dengan demikian melalui penjabaran-penjabaran yelady disampaikan
sebelumnya kita dapat menarik sebuah kesimpulawd®TN yang merupakan
kepanjangan tangan dari PBB dalam penyelesaiangsefahan antara Indonesia
dan Belanda sangat berperan penting dalam upaygelpsaian permasalahan

antara Indonesia dan Belanda.
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BAB 5
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Agresi Militer Belanda | dan Il adalah suatu tindakyang dilakukan oleh
Belanda yang dilatarbelakangi oleh keinginan Bedanchtuk dapat berkuasa
kembali di wilayah Indonesia pasca Indonesia mengnkan kemerdekaannya
sebagai sebuah negara. Peristiwa yang berlangsalagh dentang waktu tahun
1947-1949 ini ternyata tidak hanya membawa dampagi bndonesia dan
Belanda sebagai pihak-pihak yang bersengketa tejaga pada dunia
Internasional mengingat banyaknya keterlibatan alumternasional dalam
penyelesaian persoalan mengenai Agresi Militer idda
Dalam bab-bab sebelumnya penulis telah membehlkabagai penjelasan
terkait persoalan mengenai Agresi Militer Belandalan I, yang mana dari
berbagai penjelasan tersebut dapat ditarik kesampkesimpulan sebagai berikut:
1. Agresi Militer Belanda | dilakukan oleh Belanda wiktmenguasai
wilayah-wilayah penting bagi Republik Indonesiakbsecara politik
maupun ekonomi serta menguasai wilayah-wilayah yayg akan
hasil alam. Agresi Militer yang | ini dilakukan @ah rentang waktu
yang tidak begitu lama dari penandatanganan p&jahjnggarjati
antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah dgelddahwa
setelah terjadi penandatanganan perjanjian Rensdlgmgai upaya
untuk menyelesaikan persoalan atas tindakan Belaydag
melakukan Agresi Militer Belanda | kepada Indongsiekali lagi
Belanda melakukan Agresi Militer 1l terhadap Indsiae Agresi
Militer Belanda Il ini dilakukan dalam rangka memgicurkan secara
total keberadaan Republik Indonesia demi tercapaigita-cita
Belanda untuk berkuasa kembali di wilayah Indongsiag dahulu
merupakan bekas wilayah jajahan Belanda. Setelahgmaelapi
kenyataan bahwa strategi Belanda dalam Agresi avilit gagal
untuk menghancurkan keberadaan Republik Indonesiaka

ditengah berbagai tekanan yang diberikan oleh dim&rnasional
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kepada Belanda atas dilakukannya Agresi MiliteraBdh 11, sekali
lagi Belanda harus kembali ke meja perundingan kuntu
menyelesaikan persoalannya dengan Indonesia me{aloierensi
Meja Bundar.

2. Bahwa ketika Belanda memutuskan untuk melakukaregigviiliter
kepada Indonesia, sebagai sebuah Negara, Inddetgiamemenuhi
segala persyaratan sebagaimana tercantum dalarh IPEsavensi
Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajibanaxkgyakni
telah memiliki wilayah dengan batas-batas yangsjekah memiliki
penduduk yang tetap, telah memiliki pemerintahangyberdaulat
dan efektif, serta memiliki kemampuan untuk melakukubungan
dengan negara lain; yang mana hal ini membawa koessi pada
dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang diberigdalm hukum
Internasional untuk mengatakan bahwa Indonesia pa&en sebuah
Negara yang merupakan subyek dalam hukum Intemmalsio

3. Dengan melihat kepada kenyataan bahwa Indonesia teémenuhi
segala persyaratan untuk dapat diakui sebagai Blegang
merupakan subyek hukum Internasional, maka pensyalag terjadi
antara Indonesia dengan Belanda ialah sebuah psTsoa
Internasional yang terjadi diantara 2 Negara yamagnassama
merupakan subyek hukum Internasional. Dengan damildalil
yang diajukan oleh Belanda yang mengatakan bahwasAililiter
yang mereka lakukan hanyalah merupakan sebuah Pdssionil
belaka tidaklah dapat dibenarkan mengingat Indandsikanlah
merupakan bagian dari Belanda lagi.

4. Mengingat bahwa persoalan antara Indonesia dan néela
merupakan sebuah persoalan Internasional yangditegjatara 2
Negara yang berdaulat, maka perihal mengenai Adfddsger yang
dilakukan oleh Belanda haruslah dilihat dengan rgangkan
ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional yamgngatur
tentang kebolehan dari suatu Negara untuk menggnnk&kuatan

militernya terhadap negara lain. Bahwa berdasarkatentuan-
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ketentuan dalam hukum Internasional, khususnyanketa dalam
Piagam PBB, sebuah Aksi Militer yang dilakukan osefatu Negara
hanya dapat dibenarkan apabila Aksi Militer tersebilakukan

untuk membela diri dari sebuah ancaman yang nyamtaseketika,
ataupun untuk menjalankan mandat dari resolusi Deigamanan
PBB. Pada kenyataannya Agresi Militer yang dilakukaleh

Belanda tidak dilakukan sejalan dengan kebolehary yarcantum
dalam ketentuan hukum Internasional ini tetapi jugangat
bertentangan prinsip-prinsip penyelesaian sengkeii@r Negara
secara damai sebagaimana tercantum dalam Piagam R8®@jan
melihat kepada ini semua maka Agresi Militer Bekanioaik Agresi
Militer Belanda | dan Il dapat dikategorikan sebagebuah Aksi
Militer yang melanggar dari ketentuan-ketentuanawhalhukum
Internasional.

5. Selain melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukuerniasional,
Agresi Militer Belanda juga merupakan suatu tincgakgang
melanggar ketentuan-ketentuan dalam resolusi DeM@amanan
PBB terutama yang berkaitan dengan penyelesaiaogan antara
Indonesia dengan Belanda yang mengharuskan kedugardNe
menghentikan permusuhan dan menyelesaikan persoldarara
kedua Negara melalui jalur damai. Tidak hanya Agresi Militer
Belanda juga dilakukan dengan melanggar ketentedagaimana
tercantum dalam perjanjian Internasional sebagaantatah dibuat
sebelumnya oleh pemerintah Indonesia dan Belankia parjanjian
Linggarjati yang dilanggar dengan dilakukannya Aghdiliter 1 dan
perjanjian Renville yang dilanggar dengan dilakukan Agresi
Militer 1l oleh Belanda.
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5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian guna menyelesaikamuligan tulisan ini,
penulis memiliki beberapa saran yang hendak distapderkait dengan topik
yang dibahas oleh penulis.

1. Menghimbau kepada Pemerintah Indonesia untuk selalu
mengedepankan penggunaan jalur damai dalam setiayelpsaian
sengketa yang mungkin terjadi dengan Negara-Neggtangga
mengingat penggunaan kekuatan militer dalam setiggaya
penyelesaian sengketa antar Negara tidak hanyarakambulkan
kerugian bagi Negara yang terlibat tetapi juga béegara-Negara di
sekitarnya sebagai akibat dari terganggunya keamaserta
kedamaian dunia dalam setiap konflik bersenjatagyamngkin
terjadi antar Negara.

2. Menghimbau kepada Pemerintah Indonesia untuk sentsperan
aktif dalam upaya mendorong Negara-Negara yang ngeda
berkonflik saat ini untuk menyelesaikan konflik gaterjadi dengan
menggunakan jalan damai.

3. Mendorong para peneliti-peneliti maupun akadergesng ada di
Indonesia untuk semakin mendalami permasalahangsalahan
yang terjadi selama masa Revolusi Indonesia khysusiengan
menggunakan sudut pandang hukum Internasional mgaighingga
saat ini sangat sedikit literatur-literatur yangasal dari Indonesia
yang membahas mengenai permasalahan-permasalamgrieymdi

selama masa Revolusi Indonesia.
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Lampiran 1

CHARTER OF THE UNITED NATIONS

WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED

to save succeeding generations from the scourgeaof which twice in our
lifetime has brought untold sorrow to mankind, ata reaffirm faith in
fundamental human rights, in the dignity and waththe human person, in the
equal rights of men and women and of nations lamg small, and to establish
conditions under which justice and respect fordhkgations arising from treaties
and other sources of international law can be ramiat, and to promote social
progress and better standards of life in largexdosn,

AND FOR THESE ENDS

to practice tolerance and live together in peacéh vane another as good
neighbors, and to unite our strength to maintatermational peace and security,
and to ensure, by the acceptance of principledfadstitution of methods, that
armed force shall not be used, save in the comméerest, and to employ
international machinery for the promotion of theomomic and social
advancement of all peoples,

HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH
THESE AIMS.

Accordingly, our respective Governments, througbresentatives assembled in
the city of San Francisco, who have exhibited tlfieilr powers found to be in

good and due form, have agreed to the present &hafrthe United Nations and
do hereby establish an international organizatorbé known as the United
Nations.

CHAPTER |

PURPOSES AND PRINCIPLES

Article 1

The Purposes of the United Nations are:

1. To maintain international peace and securitg, @nthat end: to take effective
collective measures for the prevention and remo¥#hreats to the peace, and for
the suppression of acts of aggression or otherchesaof the peace, and to bring
about by peaceful means, and in conformity with piieciples of justice and
international law, adjustment or settlement of in&tional disputes or situations
which might lead to a breach of the peace;

2. To develop friendly relations among nations dase respect for the principle
of equal rights and self-determination of peopkrsd to take other appropriate
measures to strengthen universal peace;

3. To achieve international cooperation in sohimgrnational problems of an
economic, social, cultural, or humanitarian chagand in promoting and
encouraging respect for human rights and for furetdal freedoms for all

without distinction as to race, sex, language gtigion; and
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4. To be a center for harmonizing the actions dibna in the attainment of these
common ends.

Article 2

The Organization and its Members, in pursuit of Pugposes stated in Article 1,
shall act in accordance with the following Prinel

1. The Organization is based on the principle ef sbvereign equality of all its
Members.

2. All Members, in order to ensure to all of theme rights and benefits resulting
from membership, shall fulfil in good faith the @dtions assumed by them in
accordance with the present Charter.

3. All Members shall settle their internationalliges by peaceful means in such
a manner that international peace and securityjustite, are not endangered.

4. All Members shall refrain in their internationa@lations from the threat or use
of force against the territorial integrity or padal independence of any state, or in
any other manner inconsistent with the PurposéiseoUnited Nations.

5. All Members shall give the United Nations evassistance in any action it
takes in accordance with the present Charter, dvadl sefrain from giving
assistance to any state against which the Unitdibiais taking preventive or
enforcement action.

6. The Organization shall ensure that states waiemot Members of the United
Nations act in accordance with these Principleasas may be necessary for the
maintenance of international peace and security.

7. Nothing contained in the present Charter shalharize the United Nations to
intervene in matters which are essentially witlia tlomestic jurisdiction of any
state or shall require the Members to submit suatiers to settlement under

the present Charter; but this principle shall notjydice the application of
nforcement measures under Chapter VII.

CHAPTER i
MEMBERSHIP
Article 3............
Article 4............
Article 5............
Article 6............

CHAPTER Il
ORGANS

Article 7............
Article 8............

CHAPTER IV

THE GENERAL ASSEMBLY

Composition

Article 9

1. The General Assembly shall consist of all thariers of the United Nations.
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2. Each Member shall have not more than five regmedives in the General
Assembly.

Functions and Powers

Article 10

The General Assembly may discuss any questionayometters within the scope
of the present Charter or relating to the powerd amctions of any organs
provided for in the present Charter, and, excepprasided in Article 12, may
make recommendations to the Members of the UnitatioNs or to the Security
Council or to both on any such questions or matters

Article 11

1. The General Assembly may consider the genemctiptes of cooperation in
the maintenance of international peace and secungltuding the principles
governing disarmament and the regulation of armasneand may make
recommendations with regard to such principleh&®Members or to the Security
Council or to both.

2. The General Assembly may discuss any questigasiimg to the maintenance
of international peace and security brought befiobg any Member of the United
Nations, or by the Security Council, or by a statach is not a Member of the
United Nations in accordance with Article 35, paegd 2, and, except as
provided in Article 12, may make recommendationshwegard to any such
guestions to the state or states concerned oet8elsurity Council or to both.

Any such question on which action is necessaryl fleateferred to the Security
Council by the General Assembly either before terafiscussion.

3. The General Assembly may call the attention lef Security Council to
situations which are likely to endanger internagigmeace and security.

4. The powers of the General Assembly set fortthis Article shall not limit the
general scope of Article 10.

Article 12

1. While the Security Council is exercising in respof any dispute or situation
the functions assigned to it in the present Chatter General Assembly shall not
make any recommendation with regard to that dispusstuation unless the
Security Council so requests. 2. The Secretary-aéneith the consent of

the Security Council, shall notify the General Aabdy at each session of any
matters relative to the maintenance of internatipeace and security which are
being dealt with by the Security Council and skattilarly notify the General
Assembly, or the Members of the United Nationh& General Assembly is not
in session, immediately the Security Council ceasekeal with such matters.

Article 13............
Article 14
Subject to the provisions of Article 12, the Gehegkasembly may recommend

measures for the peaceful adjustment of any sitmategardless of origin, which
it deems likely to impair the general welfare aemdly relations among nations,
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including situations resulting from a violation tife provisions of the present
Charter setting forth the Purposes and PrincipléseoUnited Nations.

Article 15

1. The General Assembly shall receive and consad@ual and special reports
from the Security Council; these reports shalludel an account of the measures
that the Security Council has decided upon or talcemaintain international
peace and security.

2. The General Assembly shall receive and consefeorts from the other organs
of the United Nations.

Article 16............
Article 17............
Article 18............
Article 19............

Article 20

The General Assembly shall meet in regular annessiens and in such special
sessions as occasion may require. Special sesslalk be convoked by the
Secretary-General at the request of the Securityn€ibor of a majority of the
Members of the United Nations.

Article 21............

Article 22

The General Assembly may establish such subsid@agans as it deems
necessary for the performance of its functions.

CHAPTER V

THE SECURITY COUNCIL

Composition

Article 23

1. The Security Council shall consist of eleven Ndens of the United Nations.
The Republic of China, France, the Union of Sowefcialist Republics, the
United Kingdom of Great Britain and Northern Iredaand the United States of
America shall be permanent members of the Sec@iyncil. The General
Assembly shall elect six other Members of the Uhifdations to be non-
permanent members of the Security Council, duerdebaing specially paid, in
the first instance to the contribution of Membefstite United Nations to the
maintenance of international peace and securitytariie other purposes of the
Organization, and also to equitable geographictidution.

2. The non-permanent members of the Security Cbahall be elected for a term
of two years. In the first election of the non-pamant members, however, three
shall be chosen for a term of one year. A retinmgmber shall not be eligible for
immediate re-election.

3. Each member of the Security Council shall havwe r@presentative.
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Functions and Powers

Article 24

1. In order to ensure prompt and effective actignte United Nations, its
Members confer on the Security Council primary oesility for the
maintenance of international peace and security,agmee that in carrying out its
duties under this responsibility the Security Couacts on their behalf.

2. In discharging these duties the Security Couwstall act in accordance with the
Purposes and Principles of the United Nations. §fexific powers granted to the
Security Council for the discharge of these duéies laid down in Chapters VI,
VI, VIII, and XII.

3. The Security Council shall submit annual andemhecessary, special reports
to the General Assembly for its consideration.

Article 25
The Members of the United Nations agree to acoegbicarry out the decisions of
the Security Council in accordance with the pressrdrter.

Article 26

In order to promote the establishment and maintemai international peace and
security with the least diversion for armaments tbé world's human and

economic resources, the Security Council shall dspansible for formulating,

with the assistance of the Military Staff Committe¢erred to in Article 47, plans

to be submitted to the Members of the United Natitor the establishment of a
system for the regulation "of armaments.

Article 27............

Procedure

Article 28

1. The Security Council shall be so organized asb#o able to function
continuously. Each member of the Security Counbalisfor this purpose be
represented at all times at the seat of the Org#aiz

2. The Security Council shall hold periodic meesirad which each of its members
may, if it so desires, be represented by a memb#reogovernment or by some
other specially designated representative.

3. The Security Council may hold meetings at sueltgs other than the seat of
the Organization as in its judgment will best faate its work.

Article 29
The Security Council may establish such subsidmgans as it deems necessary
for the performance of its functions.

Article 30

The Security Council shall adopt its own rules afgedure, including the method
of selecting its President.
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Article 31

Any Member of the United Nations which is not a nbem of the Security
Council may patrticipate, without vote, in the dission of any question brought
before the Security Council whenever the lattersaigrs that the interests of that
Member are specially affected.

Article 32

Any Member of the United Nations which is not a nibem of the Security

Council or any state which is not a Member of thetéd Nations, if it is a party

to a dispute under consideration by the Securityrn€o, shall be invited to

participate, without vote, in the discussion relgtio the dispute. The Security
Council shall lay down such conditions as it deguss for the participation, of a

state which is not a Member of the United Nations.

CHAPTER VI
PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 33

1. The parties to any dispute, the continuance lathvis likely to endanger the
maintenance of international peace and securil],dirst of all, seek a solution

by negotiation, enquiry, mediation, conciliationpiération, judicial settlement,

resort to regional agencies or arrangements, @rqibaceful means of their own
choice.

2. The Security Council shall, when it deems nemgs<all upon the parties to
settle their dispute by such means.

Article 34

The Security Council may investigate any disputeamy situation which might
lead to international friction or give rise to asplite, in order to determine
whether the continuance of the dispute or situat®rikely to endanger the
maintenance of international peace and security.

Article 35

1. Any Member of the United Nations may bring amgpdte, or any situation of
the nature referred to in Article 34, to the ati@mtof the Security Council or of
the General Assembly.

2. A state which is not a Member of the United Niasi may bring to the attention
of the Security Council or of the General Assemdnty dispute to which it is a
party if it accepts in advance, for the purposethefdispute, the obligations of
pacific settlement provided in the present Charter.

3. The proceedings of the General Assembly in @spematters brought to its
attention under this Article will be subject to g@visions of Articles 11 and 12.

Article 36

1. The Security Council may, at any stage of autspf the nature referred to in
Article 33 or of a situation of like nature, recommna appropriate procedures or
methods of adjustment.
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2. The Security Council should take into consideraiany procedures for the

settlement of the dispute which have already beeptad by the parties.

3. In making recommendations under this Article Steeurity Council should also

take into consideration that legal disputes sh@sléh general rule be referred by
the parties to the International Court of Justit@ccordance with the provisions
of the Statute of the Court.

Article 37

1. Should the parties to a dispute of the natuferned to in Article 33 fail to
settle it by the means indicated in that Articleeyt shall refer it to the Security
Council.

2. If the Security Council deems that the contiraganf the dispute is in fact
likely to endanger the maintenance of internatigmedce and security, it shall
decide whether to take action under Article 36 @récommend such terms of
settlement as it may consider appropriate.

Article 38

Without prejudice to the provisions of Articles 83 37, the Security Council
may, if all the parties to any dispute so requesike recommendations to the
parties with a view to a pacific settlement of thepute.

CHAPTER VII

ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PEACE, BREAES OF
THE PEACE, AND ACTS OF AGGRESSION

Article 39

The Security Council shall determine the existeateny threat to the peace,
breach of the peace, or act of aggression and sielte recommendations, or
decide what measures shall be taken in accordaicéivticles 41 and 42, to
maintain or restore international peace and securit

Article 40

In order to prevent an aggravation of the situatihie Security Council may,
before making the recommendations or deciding upenmeasures provided for
in Article 39, call upon the parties concerned tmmply with such provisional
measures as it deems necessary or desirable. $onbignal measures shall be
without prejudice to the rights, claims, or positiof the parties concerned. The
Security Council shall duly take account of failute comply with such
provisional measures.

Article 41

The Security Council may decide what measures mailving the use of armed
force are to be employed to give effect to its siecis, and it may call upon the
Members of the United Nations to apply such measuldiese may include
complete or partial interruption of economic redas and of rail, sea, air, postal,
telegraphic, radio, and other means of communicatend the severance of
diplomatic relations.
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Article 42

Should the Security Council consider that measpresided for in Article 41
would be inadequate or have proved to be inadeqilatey take such action by
air, sea, or land forces as may be necessary tatamaor restore international
peace and security. Such action may include dematdiwsts, blockade, and other
operations by air, sea, or land forces of MembétkeUnited Nations.

Article 43............
Article 44............
Article 45............
Article 46............
Article 47............
Article 48............
Article 49............
Article 50............

Article 51

Nothing in the present Charter shall impair theen&mt right of individual or
collective selfdefense if an armed attack occuiarey a Member of the United
Nations, until the Security Council has taken theasures necessary to maintain
international peace and security. Measures takeMd&wbers in the exercise of
this right of selfdefense shall be immediately mgd to the Security Council and
shall not in any way affect the authority and rexglility of the Security Council
under the present Charter to take at any time aatihn as it deems necessary in
order to maintain or restore international peaatseturity.

CHAPTER VI

REGIONAL ARRANGEMENTS
Article 52............

Article 53............

Article 54............

CHAPTER IX

INTERNATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL COOPERATION
Article 55............

Article 56............

Article 57............

Article 58............

Article 59............

Article 60............

CHAPTER X

THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL
Article 61............

Article 62............

Article 63............

Article 64............
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Article 65............
Article 66............
Article 67............
Article 68............
Article 69............
Article 70............
Article 71............
Article 72............

CHAPTER XI

DECLARATION REGARDING NON-SELF-GOVERNING TERRITORIE
Article 73............

Article 74............

CHAPTER XII
INTERNATIONAL TRUSTEESHIP SYSTEM
Article 75............
Article 76............
CLUCIERa”. . a7
Article 78............
Article 79............
Article 80............
Article 81.............
Article 82 ............
Article 83............
Article 84............
Article 85............

CHAPTER XIlil

THE TRUSTEESHIP COUNCIL
Article 86............

Article 87............

Article 88............

Article 89............

Article 90............

Article 91............

CHAPTER XIV
THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
Article 92............
Article 93............
Article 94............
Article 95............
Article 96............
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CHAPTER XV
THE SECRETARIAT
Article 97............
Article 98............
Article 99............
Article 100............
Article 101............

CHAPTER XVI
MISCELLANEOUS PROVISIONS
Article 102............

Article 103............

Article 104............

Article 105............

CHAPTER XVII

TRANSITIONAL SECURITY ARRANGEMENTS
Article 106............

Article 107............

CHAPTER XVIII
AMENDMENTS

Article 108............
Article 109............

CHAPTER XIX

RATIFICATION AND SIGNATURE
Article 110............

Article 111............
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Lampiran 2

MONTEVIDEO CONVENTION ON THE RIGHTS
AND DUTIES OF STATES

................................. Who.,. after having exhibited their Full Powers, whigere
found to be in good and due order, have agreed tiofollowing:

Article 1

The state as a person of international law shoudds@ss the following
qualifications: (a) a permanent population; (b)efirted territory; (c) government;
and (d) capacity to enter into relations with thieeo states.

Article 2
The federal state shall constitute a sole persdinareyes of international law.

Article 3

The political existence of the state is independ&ntecognition by the other

states. Even before recognition the state hasigine to defend its integrity and

independence, to provide for its conservation amms$ggerity, and consequently to
organize itself as it sees fit, to legislate upninterests, administer its services,
and to define the jurisdiction and competencesotdurts.

The exercise of these rights has no other limitatian the exercise of the rights
of other states according to international law.

Article 4

States are juridically equal, enjoy the same righsl have equal capacity in their
exercise. The rights of each one do not depend timpower which it possesses
to assure its exercise, but upon the simple faatsoéxistence as a person under
international law.

Article 5
The fundamental rights of states are not susceptibl being affected in any
manner whatsoever.

Article 6

The recognition of a state merely signifies thag 8tate which recognizes it
accepts the personality of the other with all tights and duties determined by
international law. Recognition is unconditional arrdvocable.

Article 7
The recognition of a state may be express or tabe. latter results from any act
which implies the intention of recognizing the nstate.

Article 8
No state has the right to intervene in the inteanadxternal affairs of another.
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Article 9

The jurisdiction of states within the limits of rmatal territory applies to all the
inhabitants. Nationals and foreigners are undes#ime protection of the law and
the national authorities and the foreigners may alaim rights other or more
extensive than those of the nationals.

Article 10
The primary interest of states is the conservatibpeace. Differences of any
nature which arise between them should be settleddngnized pacific methods.

Article 11

The contracting states definitely establish asrthe of their conduct the precise
obligation not to recognize territorial acquisit®or special advantages which
have been

obtained by force whether this consists in the eypent of arms, in threatening
diplomatic representations, or in any other effecticoercive measure. The
territory of a state is inviolable and may notthe object of military occupation
nor of other measures of force imposed by andtee directly or indirectly or
for any motive whatever even temporarily.

Article 12
The present Convention shall not affect obligatipreviously entered into by the
High Contracting Parties by virtue of internatioagreements.

Article 13

The present Convention shall be ratified by the hH@ontracting Parties in
conformity with their respective constitutional peslures. The Minister of
Foreign Affairs of the Republic of Uruguay shalarismit authentic certified
copies to the governments for the aforementioneghqae of ratification. The
instrument of ratification shall be deposited ie #rchives of the Pan American
Union in Washington, which shall notify the signgtogovernments of said
deposit. Such notification shall be consideredraexa@hange of ratifications.

Article 14
The present Convention will enter into force betwdee High Contracting Parties
in the order in which they deposit their respectatications.

Article 15

The present Convention shall remain in force indefly but may be denounced
by means of one year's notice given to the Pan &amerUnion, which shall
transmit it to the other signatory governmentseAthe expiration of this period
the Convention shall cease in its effects as reggtrel party which denounces but
shall remain in effect for the remaining High Caating Parties.

Article 16

The present Convention shall be open for the adlcerand accession of the
States which are not signatories. The correspondsiguments shall be deposited
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in the archives of the Pan American Union whichllst@mmunicate them to the
other High Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the following Plenipotentiari¢sve signed this
Convention in Spanish, English, Portuguese anddrremd hereunto affix their
respective seals in the city of Montevideo, Repubfi Uruguay, this 26th day of
December, 1933.

Reservations

The Delegation of the United States of Americasigning the Convention on the
Rights and Duties of States, does so with the espreservation presented to the
Plenary Session of the Conference on December 223, lwhich reservation
reads as follows:

The Delegation of the United States, in voting "yes the final vote on this
committee recommendation and proposal, makes thes s@servation to the
eleven articles of the project or proposal thatUinged States Delegation made to
the first ten articles during the final vote in tHell Commission, which
reservation is in words as follows:

"The policy and attitude of the United States Gowegnt toward every important
phase of international relationships in this heinép could scarcely be made
more clear and definite than they have been madddily word and action
especially since March 4. | [Secretary of StatedebrHull, chairman of U.S.
delegation] have no disposition therefore to induly any repetition or rehearsal
of these acts and utterances and shall not dows&ryEBbserving person must by
this time thoroughly understand that under the Rwelk Administration the
United States Government is as much opposed aso#rgr government to
interference with the freedom, the sovereignty, abther internal affairs or
processes of the governments of other nations.

"In addition to numerous acts and utterances imeotion with the carrying out
of these doctrines and policies, President Roosel@ling recent weeks, gave out
a public statement expressing his disposition napegotiations with the Cuban
Government for the purpose of dealing with the tyreahich has existed since
1903. | feel safe in undertaking to say that under support of the general
principle of non-intervention as has been suggestedjovernment need fear any
intervention on the part of the United States unlderRoosevelt Administration. |
think it unfortunate that during the brief period this Conference there is
apparently not time within which to prepare intetations and definitions of
these fundamental terms that are embraced in fhertreSuch definitions and
interpretations would enable every government tocged in a uniform way
without any difference of opinion or of interpretats. | hope that at the earliest
possible date such very important work will be doimethe meantime in case of
differences of interpretations and also until tHéye proposed doctrines and
principles) can be worked out and codified for tbemmon use of every
government, | desire to say that the United St&@esernment in all of its
international associations and relationships
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and conduct will follow scrupulously the doctrinesd policies which it has
pursued since March 4 which are embodied in tHerdifit addresses of President
Roosevelt since that time and in the recent peddeeas of myself on the 15th
day of December before this Conference and in de df nations as generally
recognized and accepted".

The delegates of Brazil and Peru recorded theiatig private vote with regard
to article 11:

"That they accept the doctrine in principle buttthiaey do not consider it

codifiable because there are some countries whasie mot yet signed the Anti-

War Pact of Rio de Janeiro 4 of which this doctigme part and therefore it does
not yet constitute positive international law shigfor codification”.
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